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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi nama Tuban yang telah menganugerahkan
kepada saya kasih dan karunia, sehingga penulisan Tesis ini dapat saya
selesatkan.

Tesis berjudul : “"Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”, mengangkat tema sentral
Pembagian Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten dan Kota sebagaimana
Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pembagian Dana
Otonomi Khusus (Dana Otsus) tersebut diharapkan dibagi secara adil dan
berimbang. Tulisan ini diharapkan mengungkapkan karakter wewenang yang
dimiliki Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Pasal 15 UU Otsus Papua, ada
tidaknya tindakan sewenang wenang atau penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan wewenang tersebut seria ada tidaknya hak kabupaten dan kota dalam
wilayah Provinsi Inan Jaya Barat atas Dana Otsus. Analisis dilakukan secara
yunidis normatif, dengan menggunakan pendekatan komseptual dan pendekatan
perundang-undangan terkait dengan pembagian Dana Otsus. Sumber bahan
hukum primer yang dipergunakan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-1/2004 dan dokumen hukum yang
relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti disertasi, buku, jurnal ilmiah dari

para ahli hukum.
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Wewenang Pemerintah Provinsi dalam pembagian Dana Otsus
berkaitan dengan kedudukan Gubemur selaku Wakil Pemerintah, Dalam
melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Provinst Papua harus
mempertimbangan semua aspek yang terkait dengan pembagian Dana Otsus
bagian kabupaten dan kota serta harus menyediakan sarana dengar pendapat.
Apabila hal im diabaikan atau tidak cukup dipertimbangkan, maka akan
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas
motivering dan kecermatan Akibatnya tindakan Pemenntah Provinsi Papua akan
menjurus kepada tindakan sewenang-wenang. Pembentiukan daerah otonom
kabupaten dan kota didasarkan atas Undang-Undang Nomor !/Pnps/1962 jis.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993,
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang 26 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003. Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut,
terungkap bahwa semua kabupaten ‘dan kota yang di Papua melaksanakan
wewenang otonomi khusus dan berhak atas Dana Otsus.

Keberhasiian saya dalam menyelesaikan pendidikan Magister Tlmu
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airiangga ini tidak lepas dani
motivasl, bimbingan yang diberikan berbagai pihak. Oleh karena itu
perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH sebagai Pembimbing, vang dalam
kesibukannya mau mencurahkan perhatian dan dengan penuh kesabaran dan
kecermatan membimbing dan memberi petunjuk mulai dari penyampaian

permasalahan hingga akhir penulisan Tesis ini.
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Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan rasa tenma kasih yang

tulus kepada :

- Bapak Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
yang telah memberi kesempatan belajar dan memimbabh ilmu,

- Dr. I.P. Solossa, Drs. M.Si., Gubernur Provinsi Papua, yang telah memben
kesempatan untuk memperdalam ilmu hukum,

- drh. Constant Karma, Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang pertama kali
mendukung dengan memberikan rekomendasi untuk melanjutkan studi pada
Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

- W. Tumip, SH. MM, Kepala Biro Hukum, yang telah membenkan
kesempatan dan perhatian dalam menyelesaikan studi,

- Bapak. Januarius L. Dou, S H., Bupati Kabupaten Pamai dan Bapak A. Allo
Rafra, S.H., Kepala Biro Pemenntahan Provinsi Papua, atas semua dorongan
dan bantuannya,

- Dr. H). Sarwinni, S.H. MS., selaku Kepala Program Studi Magister [imu
Hukum, yang telah banyak memotivasi dan memberi petunjuk dan arahan
guna menyelesaian studi,

- lbu Dr. Tatiek S Djatmiats, S H., M.S., sebagai Ketua Panitia Penguji
Tesis, [bu H. Romlah Sartono, S.H., M.S., Bapak Sukardi, S.H., M.H., dan
Bapak Sumardji, S H., M.Hum., masing-masing sebagai anggota Panitia
Pengupi  Tesis, yang felah memberikan saran dan petunjuk dalam
penyempurnaan $€sis 1nj,

- Dr. Peter Mahmud MZ., S.H., M.S., LLM., sebagai Kepaia Program Studi
Magister Hlmu Hukum ketika pertama kali mengikuti perkuliahan pada
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun 2003, atas segala
bimbingan dan motivasinya,

- Para Dosen pada Program Magister [lmu Hukum, yang telah membagi ilmu
dan membenkan dorongan dalam mengkuti perkuliahan, dan semua Staf
Administrasi Program Pascasagjana Universitas Airlangga, yang telah
banyak membatu Penulis dalam menyelesaikan pendidikan,
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Titick Triwulan, atas motivasi dan kebersamaannya,

- Tbunda tercinta, Dorkas Hamongkwarong, yang dalam kesakitannya terus-
menerus memberi doa restu dan memotivasi untuk meraih gelar Magister
Ilmu Hukum, dan salam saya kepada (aim) ayahanda tercinta, Max
Hegemur, serta kakak Martinje Hegemur sekeluarga, Yahya Hegemur
sekeluarga, adik Isabella Hegemur sekeluarga, Eduard Hegemur sekeluarga,
Yohanes Hegemur, Celcius Hegemur dan Oktovina Hegemur,

- Bapak Stevanus Hegemur dan Mama Gasper, atas doa dan motivasinya,
serta adik Illan, Edmon dan Ike.

- Mana Kartini, S.H., vang dengan penuh perhatian dan kasih sayang
Imemotivasi dan memberi bantuan yang tak ternilai, juga Drs. Herman
Supandn sekeluarga, Soejono Muchiiat sckeluarga dan keluarga besar
Muchiiat atas segala doa dan perhatiannya,

- Sobatku yang tak pemah terlupakan, Hengky Kayame, SH. sekeluarga, atas
semua perhatian, motivasi dan bantuan yang besar hingga selesainya
pendidikan ini,

-  Semua pegawai Biro Hukum Provinsi Papua, terutama staf pada Bagian
Bantuan Hukum : Max Fatary, SHM.Hum., Matius Tikupadang, S.H,,
Riana Samuel, S.H., Kiara Sihotang dan salam kepada adik Urbanus K.
Bunmop (alm), juga JKXH. Roembiak, SHM Hum., Lukas Tanwey, S.H,
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- Sahabat-sahabat yang selalu memotivasi : [ Komang Wardana, SE. MM,
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perhatian dan bantuannya, dan
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- Semua pihak vang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya sampatkan
tenma kasih sebesar-besamya teriring salam dan doa semoga Tuhan Yang

Maha Kuasa membalas segala budi baik saudara sekahan.

Pada akhimya saya menyadan bahwa penulisan Tesis im1 masth
banyak kekurangannya, olch karcna itu saya sangat bahagia dan dengan scnang
hati mencrima setiap kntik, saran guna penyempurnaan tulisan in1.  Semoga

tulisan 1t dapat bermantaat bagi semua pihak. Immanuel, Amin.

Surabaya, September 2005 Penulis,
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RING¥KASAN

Dana Otonomi Khusus yang disalurkan Pemerintah sejak tahun 2002
diharapkan dibagi secara adil dan berimbang antara Dacrah Provinsi dan Daerah
Kabupaten dan Kota di Papua sesuai Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Konsekwensinya
Pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan forum dengar pendapat untuk
menampung usul dan saran dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembagian Dana Otonomi
Khusus menurut Pola Merata maupun Pola Konsultasi dan Pembenan Arahan
yang diterapkan Pemenntah Provinsi Papua berkarekter wewenang pengawasan
atas pelaksanaan penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pemerintah Provinsi telah
menetapkan terlebih dahulu jumlah dana masing-masing kabupaten dan kota,
standar atau kriteria pembagian dana dan mekanisme pembagian dan penyaluran.
Akibatnya forum dengar pendapat untuk menampung usul dan saran dari
Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak sepenuhnya berjalan. Pemerintah Provinsi
Papua telah melanggar asas keterbukaan pemerintahan. Akibatnya Pemerintah
Provinsi Papua tidak cukup memberikan pertimbangan atas semua kepentingan
yang tersangkut, terutama kepentingan “daerah penghasil sumber daya alam”.
Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum tidak tertulis),
terungkap bahwa tindakan Pemerintah Provinsi Papua telah melanggar asas
motivering,. Tindakan Pemerintah Provinsi Papua felah menjurus kepada tindakan
sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pembentukan
daerah-dacrah otonom kabupaten dan kota di Provnsi Papua, diketahui bahwa
pembentukan dan pemekaran daerah-daerah tersebut berasal dan kabupaten induk
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1962 jo. Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Iran Barat. Dikaitkan
dengan Pasal 1 huruf a dan Pasal 34 UU Otsus Papua, semua kabupaten dan kota
di Papua berstatus otonomi khusus. Konsekwensinya berhak atas Dana Otonomi
Khusus, termasuk kabupaten dan kota yang menjadi cakupan Propinsi Inan Jaya
Barat.
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SUMMARY

Special Autonomy Grant having been allocated by the central government
since 2002 is expected to be granted fairly and proportionally to both the province
and local as well as municipal govemments in Papua according to Act No.
21/2001 Article 34 (7) on Special Autonomy Grant for Papua. As a result, Papua
has to generate a hearing forum for eliciting suggestions and advices from the
local and municipal governments.

The result of the research reveals that the allocation of Special Autonomy
Grant based on Equity, Consulting, and Directing principles undergone by
provincial government has a character of controlling the use of Special Autonomy
Grant. The provincial government has previously specified the amount of grant
for each local and municipal government, the standards or criteria of grant
allocation, and the mechanism of allocation. As a result, the hearing forum
established to elicit suggestions and advices from municipal government does not
work as expected. The provincial govemment has violated the principle of
transparency. The consequence of this is the provincial government does not
provide proper consideration towards all relevant interests, mainly the interest of
“the natural-resource-producing region”, Based on general principles of good
government (implied laws), it is obvious that the provincial government of Papua
has infringed motivering the principle. The govemment’s conduct has led to
improper acts.

In association with the regulations of the establishment of autonomous
municipal and local governments in Papua province, the establishment and
expansion of these regions are originated from the main municipal developed
under the rule of Act No. 1 /Pnps/1962 jo. Act No. 12/1969 on the establishment
of West Irian Autonomous Province and Autonomous Municipals in West Irian
province. As referred to Article la and Article 34 of the Papua’s Special
Autonomy Act, all municipal and local governments in Papua have the status of
special autonomy. Therefore, they are entitled to receive the grant. This also
includes municipal and local governments in West Irian Jaya Province.
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ABSTRACT

The result of the rescarch reveals that the allocation of Special Autonomy
Grant based on Equity, Consulting, and Directing principles undergone by
provincial government has a character of controlling the use of Special Autonomy
Grant. The provincial government has previously specificd the amount of grant
for each local and municipal government, the standards or criteria of grant
allocation, and the mechanism of allocation. As a result, the hearing forum
established to elicit suggestions and advices from municipal government does not
work as cxpected. The provincial government has violated the principle of
transparency. The consequence of this is the provincial government does not
provide proper consideration towards all relevant interests, mainly the inferest of
“the natural-resource-producing region”. Based on general principles of good
government (implied laws), it is obvious that the provincial government of Papua
has infringed motivering the principle. The government’s conduct has led to
Improper acts.

[n assoctation with the reguiations of the establishment of autonomous
municipal and local povernments in Papua province, the establishment and
expansion of these regions are onginated from the main municipal developed
under the rule of Act No. 1 /Pnps/1962 jo. Act No. 12/1969 on the establishment
of West lrian Autonomous Province and Autonomous Municipals in West Irian
province. As referred to Article la and Article 34 of the Papua’s Special
Autonomy Act, all municipal and local governments in Papua have the status of
special autonomy. Therefore, they are entitled to receive the grant. This also
includes municipal and local governments in West Irian Jaya Province.

Keyword :
- Special Autonomy Grant
- Provincial, local and Municipal Governments
- Fair and Proportional Grant Allocation
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Tesis Pembagian dangﬂ&onomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

Daftar Skema
Skema : Prosentase Pembagian Dana Otsus ntara Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota di Papua .. ..... 20
Skema : Alokasi Pembagian Dana Otsus Tahun2005 ............ 84

Tesis Pembagian danaﬁ&onomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

BAB 1
PENDAHULUAN

- ,. o
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1. Latar Belakang Masalah. i
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, (selanjutnya
disingkat UUD 1945), Indonesia adalah negara kesatuan. Dikaitkan dengan Pasal 18
UUD 1945 (sebelum perubahan) maupun perubahan kedua UUD 1945 Bab VI
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1), ide negara kesatuan sesungguhnya
bukanlah sentralistik.

Perubahan kedua Pasal 18 ayat (1) tersebut selengkapnya dikutip :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerali provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.”

Menurut Philipus M. Hadjon, UUD 1945 menganut dua pola pembagian
kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horisontal dan secara
vertikal'. Dengan rumusan yang tegas tersebut, melalui interpretasi gramatikal
diketahui bahwa pembagian satuan-satuan pemerintahan daerah dalam negara
kesatuan (dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disingkat NKRT)
tersebut disusun secara bertingkat (hirarki), antara daerah provinsi dan
kabupaten/kota. Masing-masing satuan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) perubahan kedua UUD 1945),

! Philipus M. Hadjon, “Sistem Pembagian Kekuasasn Negara (analisis hukum tata negara)”, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, hal 1-2., merumuskan pembagian kekussaan negara secars horisontal
adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegaraan kita sebut
Lembaga Negara (meliputi Lembaga Tertinggl dan Lembaga Tinggi Negara). Sedangkan pembagian
kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasasn negara amtara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Disamping kedua kekuasaan yang secars tegas disebutkan dalam Bab III dan Bab IX
melalui interpretasi sistematis, dalam Pasal 1 ayat (2) secars tersendiri masth terdapat kekuasaan lain yaie
kedaulatan,
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Sebelum membicarakan otonomu khusus Papua, pertama-tama harus diketahud
konsep otonomi, tugas pembantuan (medebewind), desentralisasi. Berdasarkan
ketentuan Pasal 18 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945, NKRI menganut prinsip
otonomi seluas-luasnya. Memurut Pasal 1 angka 5§ Undang-Undang Noinor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dacrah (selanjutnya disingkat UU PEMDA), Otononu
daerah diartikan sebagai :

“hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Philipus M. Hadjon, otonomi dalam konteks hubungan hirark
dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan
kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan terfentu secara penuh batk mengenai asas-asas
maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara
menjalankannya).”

Rumusan it memberikan pembedaan mendasar antara asas otonomi dan tugas
pembantuan (medebewind). Pada otonomi terdapat kebebasan (tanggung jawab)} dan
kemandinan, sebaliknya hal it tidak berlaku dalam tugas pembantuan. Pada
otonomi terdapat wewenang yang mandin dar organ pemernintah, sedangkan pada
medebewind hanya tugas dan satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Pasal 1 ang_ka,\_?
UU PEMDA merumuskan tugas pembantuan sebagai ¢ W

“penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari pemenwﬂl'{
provinsi kepada kabupatenfkota dan/atau desa serta dari pe
kabupatenvkota kepada desa untuk mefaksanakan tugas tertentu”.

* Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indones:an
Administrative Law, Gajzh Mada University Press, Cet. Kedelapan, Maret 2002, hal 112,
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Menurut Marsoue, pada medebewind, penyerahan yang dilakukan tidak
penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja, sedangkan
prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan pemerintah pusat sendiri.’

Pengertian “otonomi daerah”, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip
Philipus M. Hadjou, dirumuskan sebagat kebebasan dan kemandirian (vrijheid en
zelfstandigheid) satuan pemerintah vang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus
sebagian urusan pemerintahan‘® Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut diatas,
intisari (hakekat) pengertian otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh Philipus
M. Hadjon bahwa hakekat otonomi dacrah : berasal dar unsur kebebasan (bukan
kemerdekaan : independence; onafhankelijkheid — otonomi merupakan subsistem
dari negara kesatuan.’

Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU
PEMDA. Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah wrusen yang tidak
menjadi wrusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU

PEMDA, vang meliputi bidang :

politik luar negeri,
- pertahanan,
- keamanan,
- yustisi,
- moneter dan fiskal nasional dan
- agama
Dan rumusan tersebut diatas, mestinya semua urusan yang tidak menjadi wewenang

Pemerintah Pusat menjadi wewenang daerah otonom. Pemerintah masih mempunyai

wewenang lain  atas dasar Pasal 10 ayat (5) UU PEMDA.

? Harsono, Hukum Tata Negara : Pemerintahan 1.okal Dari Masa Ke Masa, Liberty, Jogyakarta, 1992,
hal. 10.

* Bagir Manan dalam Philipus M. Hadjon, “Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (analisis hukum tata
negara)”, Op.Cit., hal 6.
Ibid. )
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Sebagai konsekwensi dari dilipthnya asas otonomi (daerah) dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi

kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 angka 7 UU PEMDA adalah :

“penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik indonesia.”

Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan pemerintahan
daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat ditemukan dalam UU PEMDA BAB
11 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan, Pasal 13 dan Pasal 14. Wewenang
tersebut dibagi atas wewenang yang sifatnya wajib yang ditentukan secara limitatif
dan wewenang yang bersifat pilihan. Pasal 13, mengatur mengenai wewenang daerah
provinsi sebanyak : 16 jenis urusan pemerintahan yang bersifat wajib, ditambah
urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Sedangkan Pasal 14, mengatur mengenai
wewenang daerah kabupaten/kota scbanyak : 16 jenis urusan pemerintahan yang
bersifat wajib, ditambah urusan pemerintahan yang bersifat pilthan. Urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan dirumuskan sebagai urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan, yang disesuaikan
dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Menurut penjelasan Pasal 13
ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), urusan pemerintahan yang secara nyata ada sesuai
dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain meliputi :
pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata.

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (dacrah otonom) dalam hubungan
hirarki merupakan konsekwensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lain
membawa pula konsekwensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan
pengawasan, disamping pembinaan dan kerjasama. Konsckwensi dari adanya

distribusi kekuasaan yang dianut NKRI secara vertikal kepada satuan-satuan
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pernerintahan  daerah (sebagai daerah otonom) dalam rangka desentralisast tegadi
pula distribusi pendapatan (keuangan), yang diterima daerah sebagai Pendapatan
Daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan
scbagaimana ditegas dalam ketentuan Pasal § ayat (2) dan Pasal 6 Undang-tndang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuvangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah, {selanjutnya disingkat UU Perimbangan Keuangan).® Pengertian

Dana Perimbangan menurut Pasal 1 angka 19 UU Perimbangan Keuangan, yaitu :

“dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pefaksanaan
desentralisasi.”

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UU Perimbangan Keuangan, Dana perimbangan
terdirn :

- Dana Bagi Hasil,

- Dana Alokasi Umum, dan

- Dana Alokasi Khusus.

Pengertian Dana Bagi Hasil, Dana Alokast Umum, dan Dana Alokasi Khusus
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 20, 21 dan 23 UU Perimbangan Keuangan :
Pasal 1 angka 20 merumuskan :

Dana Bagi Hasii adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 1 angka 21 merumuskan

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

¢ Sumber pendapatan daerah, disamping diperoleh dari (1) dana perimbangan juga dari, (2) pendapatan
asli daerab berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
lain-Iain PAD yang sah, dan (3) lain-lain pendapatan.
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Pasal langka 23 merumuskan

Dana Alokasi Khusus, selanjuinya disebut DAK, adalah dana yang bersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan  bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat 2 UUJ
Perimbangan Keuangan). Dana perimbangan sangat penting karena mermpakan
sumber pendapatan daerah terbesar dibandingkan dana yang diperoleh dari usaha
daerah sendiri (pendapatan asli dacrah) maupun lain-lain pendapatan. Kondisi ini
menjadikan ketergantungan daerah kepada penyaluran dana dan pemernintah pusat.
konsekwensinya sangat mempengarzhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dacrah.

Penyelenggaraan fungsi pemenntahan dacrah tanpa ditung ﬁng oleh keuangan
(dana) yang memadai (cukup) mustahil akan terlaksana secara optimal. Dana
merupakan faktor mendasar dalam mewujudkan otonomi dacrah Menurut Josef
Riwn Kaho, tanpa distribusi dana yang cukup, bukan saja daerah tidak mungkin
menyelenggarakan tugas kewajiban, tetapt akan menghilangkan ciri pokok dan
mendasar dari suatu daerah otonom. ’

Penetapan Provinsi Papua dengan status otonomi khusus berakar dari
kecenderungan dan upaya memisahkan diri dari NKRI, disamping praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang mengabaikan aspirasi masyarakat sctempat
(sentralistik). Kekeliruan yang dilakukan penyelenggara negara tersebut telah

menimbulkan konflik yang mengarah kepada gejala terjadinya disintegrasi bangsa®

7IOSCfR.lWIJKﬂhO, Prospek Otonon i Daers H .
yang Mempengaruhi Penyelenggaraanmya, PT. Ra;aﬁmﬁndo Persana, Jakam, Cet. Keanpat, Apnl 1997
hal. 124-125.

® Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP-MPR-RI) Nomor
TV/MPR/1999, pada BAB Il mengenai Kondisi Unnm.
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Atas dasar itu dan dengan adanya momentum reformasi, Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MPR-RI) mengamanatkan suatu
koreksi terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan ideclogi Pancasila dan
ketentuan UUD 1945,

Khusus untuk Papua, MPR-RI mengamanatkan suatu pengaturan khusus
dalam bentuk otonomi khusus. Pengertian dan isi otonomi khusus akan diuraikan
kemudian. Dasar pemberian status otonomi khusus tersebut ditegaskan dalam :

1) Ketetapan MPR-RI No. I[IV/MPR/1999 {entang Garis-Garis Besar Haluan Negara
Tahun 1999-2004, pada Bab IV huruf G mengenai Pembangunan Daerah angka 2
antara lain memuat kebijakan otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya, dan

2) Dalam salah satu bagian dari Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000 tentang
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Bagian III
mengenal Rekomendasi.

Rumusan kedua TAP MPR-RI dikuitip secara lengkap :
Ketetapan MPR-RI 1) % :

« .. dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan
menyeluruh permasalahan di daerah yang memeriukan penanganan segera dan
sungguh-sungguh, maka periu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Idan Jaya

a. mempertahankan integrasi bangsa didalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan
keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat ian Jaya melalui
penetapan Daerah Otonomi Khusus yang diatur dengan undang-
undang;

b. menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Irian Jaya
melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ...".

Ketetapan MPR-RI 2) ;™

*... Undang-undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya
sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IVIMPR/1999
tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998-2004, agar dikeluarkan
sefambatlambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat
daerah yang bersangkutan ...".

* Sekretariat Jenderal MPR-RI, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000, Tahun
2001.

1® gekvetariat Jenderal MPR-RY, Putusan MPR RI — Sidang Talunan MPR RY : 7 — 18 Agustus 2000,

Tesis Pembagian daha otonomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

Datam konteks Nasional, kedua Ketetapan MPR-RI iersebut merupakan
langkah penting dan mendasar bagi peralihan praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang sentralistik kepada sistem desentralisasi. Situasi penyelenggaraan pemerintahan
negara yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mendasari lahimya
kedua Ketetapan MPR tersebut, turut mengilhami fahimya Pasal 18B UUD 1945
(Peruahan Kedua).

Pasal 18 B UUD 1945 :

ayat (1) . Negara mengakui dan menghommati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.

ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undaag-undang.

Khusus untuk Papua, kedua Ketetapan MPR-RI dikaitkan dengan Pasal 188
UUD 1945 tersebut, disamping mempunyal mempunyat makna politis  untuk

meredam tuntutan pemisahan din'’

, secara vuridis merupakan landasan lahirnya
Undang-Undang Nomer 2! Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua), yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 tanggal 21 November 2001. UU
Otsus Papua sekaligus merupakan dasar hukum perubahan nama Propinsi Inan Jaya

menjadi Provinsi Papua'”.

" M. Sofyan Pulungan, “Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru”, Majalah Hukum dan
Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 4 Tahun X3XII Oktober — Desember 2003,
hal. 527

" Provinsi Papua untuk pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962
tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru sertza Undang-andang Nomor 12 Tahun 969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irizn
Barat, (LN Tahun 1969 Nomor 47, TLN Nomer 2907). Selanjutnya nama Propinsi Irian Barat diganti
menjadi Propinst Irian Jaya berdasarkan Peraturan Pemeriantah Nomor § Tatkun 1973 (LN Tahun 1973
Nomor 9, TLN Nomor 2997). Kenmdian berdasarkan aspirasi masyarakat Papua, nema Irian Jaya diganti
menjadi Papua yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irtan Jaya
Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua
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UU Otsus Papua merupakan solusi penyelesaian masalah Papua yang elegan,
walaupun belum dapat dikatakan sebagai penyelesaian secara tuntas. UU Otsus Papua
dianggap sangat aspiratif karena disusun dengag mengikutsertakan berbagai
komponen masyarakat di Papua. UU Otsus Papua merupakan suatu langkah awal
yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat di Provinsi Papua kepada
Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar
yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu ditakukan demi tuntasnya penyelesaian
masalah-masalah di Provinsi Papua.”

Konsep “Otonomi Khusus”, menurut Tim Khusus yang dibentuk oleh
Gubemur Provinsi Papua sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademis UU Otsus
Papua diramuskan sebagai :

“kabebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendin,
sekaligus berarti pula kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur
pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang
memang berkekurangan. Hal lain yang tidak kalah peating adalah kebebasan
untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik
yang sesuai dengan karakteristik dan kexhasan sumber daya manusia serta
kondisi alam dan kebudayaan orang P:-lpua”.]4

Kata “khusus” diartikan sebagai : perlakuan berbeda yang diberikan
kepada Papua karena kekhususan. Kekhususan mencakup aspek geografis, fisiology,
politik, aspek sosial budaya, yang ditunjukan seperti tingkat sosial ekonomi

masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik.” Artinya ada hal-hal mendasar yang

Atas dasar aspirasi tersebut, nama Papua secara resmi dipakai datam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonom: Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua).
D Lihat Penjelasan Umum UU Otsus Papua.

" Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua Jayapura, Pokok-Pokok Pikiran Yang Melaterbelakangi
Penvusunan Ran an UJ -Undan nomi Khusus Bagi Provinsi Papus dalam Bentuk Wil

Berpemerintahan Sendiri, 2001, hal 3.

> Ibid., Keempat aspek kekhususan dirumuskan : (1) aspek geografis, yaitu bahwa Papua memiliki
daerah yang seluas tiga setengah kali pulau jawa (421.981 km®), dengan topografi yang bervariasi—ada
wilayah yang berada dibawah permukaan air laut, beberapa meter diatas permukaan air laut, bahkan
pegunungan yang senantiasa ditutupi salju. (2) aspek fisiologi, yaitu bahwa orang Papua berasal dari ras
negroid rumpun Melanesia. (3) aspek politik, yaitu Papus adalah bagian dari NKRI melalui proses politik
tersendiri yang dilegitimasi melalui kesepakaian New York dan Pepera, walaupun legitimasi itu masih
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hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan
ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan atau
diberiakukan di Papua.'® '

Konsep otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Khusus bentukan
Gubernur Provinsi Papua dimaksudkan untuk memerikan pembedaan yang mendasar
pada status otonomi yang pada masa lalu telah dimiliki oleh Provinsi Papua
scbagaimana provinst-provinsi lain di Indonesia, namun dalam praktek terjadi
penyimpangan. Dengan rumusan otonomi khusus seperti tersebut, otonomi khusus
dipandang sebagai sebuah jalan tengah dan damai, yang ditempuh masyarakat Papua
untuk mengembalikan hak-hak dasarnya.'” Otonomi khusus merupakan solusi terbaik
untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan yang terabaikan selama pemerintahan
orde lama maupun orde baru.

Pengertian Otonomi Khusus berdasarkan Pasal 1 huruf b UU Otsus Papua
dirumuskan sebagai :

“Kewenangan khusus yang diakuf dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendisi berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”.

Pengertian otonomi khusus menurut Pasal 1 UU Otsus Papua secara
konseptual sama dengan rumusan otonomi daerah, yaitu untuk kepentingan setempat.
Jika dibandingkan dengan konsep otonomi khusus yang dirumuskan oleh Tim Khusus
bentukan Gubernur Provinsi Papua, agak berbeda yaitu : untuk kepentingan diri

dipersoalkan banyak kalangan - terutama rakyat Papus. Papus juga merupakan daerah yang berbatesan
langsung dengan negara Papua New Guinea. (4) aspek sosial budaya, yaitu kondisi sosial penduduk Papua
masih terbatas (kuantitas dan kualitas), sekitar 75 persen penduduk tidak memperoleh pendidikan yang
layak, gizi yang rendah serta pelayanan kesehatan yang terbatas, memiliki ragam budaya yang unik (254
“’112“ dan bahasa).

' Ibid., hal 5. Hak-hak dasar atau nilai-nilei dasar Otonomi Khusus Papua meliputi : (1) pedindungan
terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; (2) demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi; (3)
penghargaan terhadap etika dan moral; (4) penghormatan terhadap hak-hak azaci manusia; (5) supremasi
bukum; (6) penghargaan terhadap pluralisme; dan (7) persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai
WAIgEA Degars.
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sendiri dalam kaitan dengan berpemerintahan sendiri. Nampak terdapat 1de
federalisme. Pemikiran vang terkandung dalam rumusan otonomi khusus tersebut
berakar dari sikap apatis masyarakat Papua atas konscp otonomi yang dipraktekan di
Papua selama ini.

Otonomi khusus Papua memberikan kekuasaan (kewenangan) yang cukup

signifikan .'®

Sifat kekhususan UU Otsus Papua tercermin dalam pasal-pasal yang
menunjuk pada kewenangan (isi) otonomi khusus Papua, meliputi : penenmaan
daerah scbesar 80 persen dari pendapatan hutan, perikanan dan pertambangan, serta
70 persen dari pendapatan minyak dan gas. UU Otsus Papua juga menjamin hukum
adat dan membentuk institusi untuk menampung aspirasi masyarakat Papua dan
menjamin hak suku tertindas dan tertinggal.

UU Otsus Papua memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik,
kepolisian lokal, memfasilitasi penyelesaian konflik mengenai tanah metalui
perundingan adat. UU Otsus Papua memperkenankan pembentukan Majelis Rakyat
Papua (selanjutnya disingkat MRP) untuk melindungi kepentingan-kepentingan
penduduk asli dalam proses pembangunan. UU Otsus Papua dianggap cukup aspiratif
karena memberikan tempat terhadap perlindungan perempuan Papua, yang
diwujudkan dalam keanggotaan MRP dalam bentuk wakil-wakil perempuan.
Lembaga MRP furuit membenkan pertimbangan dan persetujuan atas Peraturan

Daerah Khusus (Perdasus).

'® Alinea kelima Penjelasan Umum UU Otsus Papua menyebutkan bahwa Otonomi Khusus Bagi
provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat
Papua untuk mengatur dan mengurus din sendirt di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kewenangan yang lebih luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan
alam, memberdayakan potensi sosial budaya dan perekeonomian masyarakat Papua dalam bentuk pemberian
peran yang memadai kepada orang-orang asli Papua melalul wakil adat, agama dan perempuan dalam
merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan, dengan tetap menphargai kesetaraan
dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam.
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UU Otsus Papua mengamanatkan—bahwaTatatai Gubemur dan Wakil
Gubernur, MRP adalah orang asli Papua. Begitu pula dengan rekruitmen kepolisian
fokal dan birokrasi sipil, harus memberikan prioritas bagi penduduk ashi.
Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah termasuk relokasi
satuan kepolisian di Papua harus mendapat persetujuan Gubernur,

Walaupun memiliki sifat khusus, UU Otsus Papua belum sepenuhnya
memenuhi harapan masyarakat Papua, terutama menyangkut wewenang perizinan,
pajak, retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dava
alam, seperti  kehutanan (kayu dan bukan kayu), perikaman dan Kkelautan,
pertambangan, gas alam. Sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah
pusat. Padahal diharapkan dari hasil pengelolaan dan pemanfaan sumber dava alam

“'dapat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk memajukan kesejahteraan,
pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat Papua secara bertahap dan
sesegera mungkin.

Penetapan Provinsi Papua dengan status otonomi khusus sebagatmana
pemberian status otonomi kepada satuan-satuan pemerintahan daerah, membawa
konsekwensi terjadinya distribusi pendapatan (keuangan). Dana vang dialokasi
Pemerintah Pusat untuk mewujudkan otonomi khusus bersumber dart Dana
Perimbangan bagian Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota, yang discbut Dana
Otonomi Khusus Papua (sclanjutnya  discbut Dana Otsus Papua).'”

Sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus (Dana Otsus Papua)

diatur dalam Pasal 34 ayat (3) hurufb, e dan f UU Otsus Papua :

** Dana Otonomi Khusus Papua (vang disngkat : Dana Otsus Papua) adalah pengertian lain dari dana
yang berasal dari Dana Perimbangan (bersumber dani APBN) bagian Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota
yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tenytama ditujukan
untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
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“ huruf b
Bagi hasil sumber daya atam :
1) Kehutanan sebesar 80 % {delapan pulub persen);
2) Perikanan sebesar 80 % (delapan puluh persen);

3) Pertambangan umum sebesar 80 % !{delapan pulub persen);
4} Pertambangan minyak bumi sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan

5) Pertambangan gas alam sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

huruf e :
Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang
besamya setara dengan 2 % {dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum
Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan
kesehatan.

huruf f
Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besamya
ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada
stiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur. “

Komponen-komponen Dana Otsus Papua yang secara riil telah diterima

Provinsi Papua sejak Tahun 2002, bersumber dar :

a. Bagi hasil sumber daya minyak bumi sebesar 70 % dan sumber daya gas alam
scbesar 70 %.

b. Dana Alokasi Khusus yang besarnya sctara dengan 2 % dari plafond DAU
Nastonal (prioritas untuk pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan sumber penerimaan Dana Otsus Papua tersebut diatas temyata
belum semua komponen disalurkan dan diterma Provinsi Papua sebagai pendapatan
daerah. Berdasarkan Pasal 34 ayat (7) UU Otsus Papua, dana tersebut huruf a dan b
diatas dibagi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota secara adil dan
berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (selanjutnya disebut Perdasus).?®
Provinsi Papua disamping secara nyata menerima bagian dari huruf a danb tersebut

masih juga mempunyai peluang untuk menerima Dana Tambahan dalam rangka

* Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi, yang ditetapkan oleh Gubemur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua (DPRP) dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat
Papaua (MRP). DFRP adalah Badan Legisiatif Dacrah Provinsi yang jumiah anggotanya setara dengan
jumiah anggota DPRD Provinsi Papua ditambah seperempat. Sedangkan MRP adalah lembaga yang
merupakan representasi kultur orang asli Papus yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka
perlindungan hak-hak orang asli Papua, yang keanpgotasnmya terdii dari unsur adat, agama dan
perempuan.
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pelaksanaan otonomi khusus untuk membangun infrastruktur, yang besarnya
ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usul Provinsi Papua.

Jumlah riil Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua masth jauh dari cukup
jika dibandingkan dengan urusan pemerintahan (isi otonomi khusus) yang harus
dibiﬁyai untuk mencapai tujuan pemberian status otonomi khusus. Disamping itu
kondisi factual wilayah Provinsi Papua, seperti letak geografis, keterbatasan akses
informasi, keterbatasan akses transportasi, kondisi keschatan dan gizi penduduk
(terutama orang asli) dibeberapa daerah yang masih memprihatinkan. Selain itu
masih terbatasnya : sarana prasarana pendidikan dan keschatan, keterbatasan sarana
prasarana publik lainnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang lambat
(masih bersifat meramu dan konsumtif).

Dengan keterbatasan dana seperti tersebut akan mempengaﬁlbi
penyelenggaran pemerintahan khususnya pelaksanaan isi otonomi khusus. Sulit bagi
dacrah kabupaten dan kota untuk berkembang kearah yang lebih baik. Hal ini lebih
diperparah dengan perilaku aparatur pemerintah yang tidak mampu melaksanakan
fungsinya dengan baik, bersikap cksklusif dan arogan. Fungsi mengatur dan
mengurus (melayani) tidak berjalan secbagaimana mestinya. Aparatur pemerintah
tidak memabhami fungsi utamanya scbagai pelayan. Disamping itu akan tegjadi
rebutan pembagian dana untuk masing-masing kabupaten dan kota. Konsekwensinya
akan terjadi rasa ketidapuasan, terutama antara kabupaten kota yang memiliki
sumberdaya alam melimpah dengan yang berkurangan.

Penyaluran Dana Otsus Papua ditetapkan berdasarkan :

1) Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KMK.07/2002 tanggal 21 Pebruari 2002
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
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2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 13
TAHUN 2003 - Nomor : 160a/KMK.02/2003 mengenai koordinasi, keterpaduan
dan sinkronisasi penyaluran Dana Otsus Papua.

Isi Keputusan Menteri Keuangan tersebut angka 1), antara lain -

a. Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, terutama untuk
membiayai pendidikan dan kesehatan (Pasal 1 ayat 1).

b. Pembagian Dana Otonomi Khusus antara daerah provinsi dan dacrah
kabupaten/kota diatur secara adil dan berimbang dan ditetapkan dengan
Perdasus, (Pasal 3 ayat 3).

c. Alokasi Dana Otonomi Khusus dihitung atas dasar presentase yang besarnya
setara dengan 2 % dari plafon DAU Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Isi Keputusan Bersama tersebut angka 2) antara lain :

a. Alokasi penerimaan Dana Otsus Papua antara daerah provinsi dan kabupaten/kota
dibagi atas dasar musyawarah mufakat (Pasal 2 ayat 2},

b. Besaran/bobot penerimaan untuk kabupaten/kota ditetapkan Iebih besar dar
daerah provinsi, dengan pertimbangan titik berat pelayanan jasa pemerintahan
daerah di bidang pendidikan dan kesehatan berada di kabupaten/kota (Pasal 2 ayat
3)%

c. Besaran alokasi penerimaan ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRP
dalam bentuk block grant;

d Disamping dana Otsus diberikan kepada Provinsi Papua, juga mempertimbangkan
rencana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2003, 2 (Pasal 1 angka 3).

Berdasarkan dua ketentuan tersebut diatas, diperoleh masukan :

1) alamat penerima Dana Otsus Papua adalah Provinsi Papua, dengan
mempertimbangkan provinsi-provinsi hasil pemeckaran berdasarkan Inpres
Nomor 1 Tahun 2003;

! Inpres Nomor 1 Tabun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panisi, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
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2) Prinsip pembagian Dana Otsus antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota diatur secara  adil dan berimbang, atas dasar musyawarah
mufakat.

3) Besaran alokasi penerimaan ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan
DPRP dalam bentuk biock grant.

Atas dasar ketentuan-ketentuan terscbut diatas, dipahami bahwa untuk
mendapatkan apa yang disebut adil dan berimbang dalam pembagian Dana Otsus
harus melalui musyawarah mufakat Musyawarah mufakat dilakukan antara
Pemerintah Daerah dan DPRD provinsi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD
Kabupaten dan Kota. Porsi terbesar diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan
titik fokus sasaran pemberian Dana Otsus : bidang pendidikan dan keschatan.
Besaran alokasi (pagu) dapa untuk bagian provinsi dan kabupaten serta kota
ditetapkan oleh Gubemur karena belum terbentuk lembaga MRP dan Perdasus.
Walaupun ditetapkan oleh Gubernur, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan
Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Formula pembagian porsi paling besar diberikan  kepada daerah
kabupaten/kota didasarkan pada kondisi nyata bahwa pelayanan jasa pendidikan dan
kesehatan terbesar ada pada dacrah kabupaten/kota. Hal ini tidak berarti adanya
diskriminasi. Hal ini senapas dengan prinsip otonomi yaitu menempatkan sedekat-
dekatnya penyelenggaraan pemerintaban dan pembangunan ke subyeknya, yaitu
rakyat. Sedangkan provinsi yang mendapat porsi terkecil melaksanakan fungsi
pengawasan dan kontrol.

Banyak konsep mengenai keadilan yang dikemukakan para ahli hukum
maupun filsafat. Namun dalan kaitannya dengan konsep pembagian Dana Otsus

Papua antara provinsi dan kabupaten/kota, diketengahkan pemikiran-pemikiran dan :
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Aristoteles, Hans Kelsen dan Jokn Rawls. Pemikiran-pemikiran dari ketiga ahli ini

dianggap cukup relevan :

- Menurut Aristoteles, keadilan pertama kali diartikan oleh ahit hukum romawi
Ulpianus sebagai “tribute jus suum cuique”, yang berarti memberi berdasarkan
haknya masing-masing. Kata adil mengandung lebih dan satu arti. Adil dapat
berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang
sebanding, atau yang semestinya. Scorang dikatakan adil manakalab orang itu
bertindak atau mengambil tidak lebih dari bagian yang semestinya. Aristoteles.
membedakan dua jenis kecadilan, yaitu keadilan sebagai keutamaan umum yang
melahirkan konsep keadilan umum (iustitia universalis) dan keadilan sebagai
keutamaan khusus, yang kemudian melahirkan dua konsep keadilan yaitu konsep
keadilan komutatif (iustitia commutativa) dan konsep keadilan distributif (1ustitia
distributiva). Keadilan sebagai keutamaan umum vaitu ketaatan atau kepatuhan
terhadap hukum alam dan hukum postif. Jadi sepanjang seseorang memenubi
hukum alam dan hukum positif, maka dalam pandangan Arnstotelcs orang tersebut
telah melakukan keadilan sebagai keutamaan umum. Hukum itu harus ditaati,
meskipun ada diantara hukum-hukum itu yang tidak adil. Sedangkan keadilan
sebagai keutamaan khusus berkaitan dengan sifat-sifat hubungan antara manusia
dalam  mengejar  keuntungan.  Seyogyanya  diusahakan  terciptanya
Ir«:seimbangan,22

- Menurut Hans Kelsen : “.. karena banyak peraturan-peraturan yang mungkin

tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan itu tetap hukum. Keadilan

2 Muhammad Syarif, “Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di
Ii.donesia”, Disertasi Pascasarjana Uni versitas Airlangga, Surabaya, 2003. hal. 21
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adalah suatu cita yang irrasionil, artinya keadilan itu tidak dapat diberi definisi
berdasarkan akal dengan jelas, ...

Hans Kelsen memisahkan secara tegas (mengeluarkan) unsur keadilen dari dalam
hukum, sebagaimana diungkapkannya bahwa keadilan itu sesuatu yang irrasional.
Pemikiran Hans Kelsen sama dengan Aristoteles sepanjang mengenai pengakuan
bahwa didalam aturan-aturan hukum itu ada yang tidak adil namun harus dipatuhi.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan itu hanya diperoleh didalam aturan-
aturan hukum. Keadilan itu terjadi jika terjadi ketaatan terhadap hukum.

- Menurut John Rawls : keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan
keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi
dan tujuan bersama. Pemikiran ini diungkapkan dalam konteks sosial yang
dirumuskan dalam teori pesisi asli (original positién) vaitu : keadaan dimana
manusia berbadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Dengan bertolak dan
posisi asli akan sampai pada suatu persetujuan asli (original agreement) tentang
prinsip-prinsip keadilan yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama.
Dengan posisi asli ada dua prinsip fundamental untuk mencapai keadilan : prinsip
kesamaan dan prinsip ketidaksamaan.™

Kesetmbangan itu dapat dicapai jika masing-masing pibak menempatkan
diri sebagai dalam posist asli. Artinya jika kita berbicara soal keadilan, maka posisi

atau kedudukan masing-masing pihak harus dilihat sebagai suatu kesamaan — tidak

Geotge Whitecross Paton, A Text Book Of Jurisprudence, diterjemahkan oleh Arief S., Jilid I, Pustaka
'I"mtaMas, Surabaya, 1994, hal. 26.

Theonjbers, ilsafe intasan seiarah, Kanisius Jogyakarta, hal 197-200. Pertama
prinsip kcsama.anpadadasamya mem.mtut adanya pembagian secara merata. Dicontohkan : kalav kegiatan
pribadi mendapat untung 100, dimana saya mendapat untung 80 dan kawan mendapat 20, hal itu dianggap
adil. Semua harus mendapat untung yang sama, dari pada tidak ada untung sama sekali. Kedus prinsip
ketidaksamaan Sitnasi ketidakeamaan harus diberikan atvran sedemikian rupa sehingga menguntungkan
golongan masyarskat yang paling lemah, dengan syarat : (1) sitnasi ketidaksamaan menjamin mavimum
minimorum. Artinya situasi masyarskat harus sedemikian sehinggs dihasilkan untung yang paling tinggi
yang mungkin dihasilikan bagi golongan orang-orang kecil, (2) ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan
yangwimk&Amnyakepadamamngdlbmkanpelmngmgmbewddmhxdnp Perbedaan
berdasarkan ras, kulit, agama, dit. ditolak.
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ada yang lebih tinggi dari yang lain. Jika ada ketidaksamaan karena kondisi tertentu,
maka harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan juga pihak yang lemah.
Dikaitkan dengan keberadaan kabupatcn_fkota di Papua, kabupaten-
kabupaten yang lemah atau tidak mempunyai sumberdaya alam yang cukup dan
belum tereksploitasi dengan baik, harus mendapat porst yang semestinya. Artinya
kelemahan itu bukanlah melahirkan belas kasthan, tetapi agar kabupaten/kota yang
kaya dan telah tereksploitasi sumber daya alamnya dengan baik tidak berkelimpahan
keuangan, dan yang lemah tidak berkekurangan. Iutinya harus ada keseimbangan.
Dikaitkan dengan keadilan, musyawarah mufakat adalah cara untuk
memperoleh persetujuan dari pihak-pithak yang berhak dalam pembagian Dana Otsus
Papua. Musyawarah mufakat merupakan konsekwensi dari sebuah negara hukum
demokrast yang menjunjung tingg kebebasan dan persamaan. Musyawarah mufakat
akan terjadi kalau ada keterbukaan. Hal mana sejalan cita~cita hukum (rechisidee)
negara Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 : idee pengayoman, idee keadilan
sosial, idee demokrasi, idee moral berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dikaitkan dengan konteks pembagian Dana Otsus Papua antara daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antata dacrah kabupaten dan kota
menempatkan posisi masing-masing satuan pemerintahan sebagai subyek yang
kedudukannya sama. Posisi daerah provinsi tidak jauh lebih tinggi dari posisi
kabupaten/kota dan sebaliknya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan
masyarakat Papua. Kesemua kesepakatan yang telah dicapai harus diatur dalam suatu
ketentuan hukum dan ditaati.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969 jis. UU No. 45 Tahun 1999, UU No.

26 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2003, di Provinsi Papua terdapat : 29

kabupaten/kota, dengan rincian :
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b. pada Tahun Pertama (Tahun 2002) realisast pembagian Dana Otsus Papua
terdapat : 28 kabupaten/kota, dan
¢. pada tahun kedua (tahun 2003) dan tahun ketiga (tahun 2004) terdapat : 29
kabupaten/kota :
- 14 kabupaten/kota definitif, dan
- 15 kabupaten administratif hasil pemekaran.
Prosentase pembagian Dana Otsus dalam kurun waktu empat tahun (2002

—2005), digambarkan dalam skemadibawah in1. 5

Skema : Prosentase Pembagian Dana Otsus.

Prosentase Penenimaan Dana Dasar Hukum Pembagian
Tl Otsus Papua Dana Otsus Papua
Provinst Kab./Kota

2002 60 % 40 % Keputusan Gubernur Papua
No.117 Tahun 2002

2003 60 % 40 % Keputusan Gubernur Papua
No. 49 Tahun 2003

2004 40 % 60 % PERDA Provinsi Papua No. 2

Tahun 2004 jis. Keputusan
Gubernur Papua No. 39 Tahun
2004, Keputusan Gubemnur
Papua No. 40 Tahun 2004.
2005 40 % 60 % Kesepakatan Bersama tanggal
| 5 Juli 2005 jis. Keputusan
Gubernur No. 62 Tahum 2005,
Keputusan Gubemur No. 63
Tahun 2005

¥ Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua, “Pengelolasn

Keuangan Daerah Provinsi Papua”, Makalah, disampatkan pada Workshop Local Government Capacity
Needs Assessment, tanggal 15-16 Pebruan 2005, Jayapura, hal. 2.
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Dari skema diatas dan hasil pemekaran kabupaten/kota, porsi pembagian
Dana Otsus untuk Tahun 2002, 2003 yang diterima daerah provinsi jauh lebih besar
dari kabupaten/kota. Jumlah yang menjadi hak kabupatenkota yaitu scbesar 40
persen dibagi kepada 28 daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2004 porsi
kabupaten/kota lebih besar : 60 persen, dibagi untuk 29 daerah kabupaten/kota.
Disamping menerima bagian dari Dana Otsus Papua, kabupaten dan kota masih juga
mendapat DAU dan DAK sebagaimana kabupaten dan kota lain di Indonesia.

Berdasarkan rujukan ketentuan-ketentuan pembagian Dana Otsus tersebut

diatas, diketahui bahwa :

Dana Otsus yang disalurkan secara bertahap oleh Pemerintah, dimasukan

sebagai penerimaan dalam APBD Provinsi Papua.

- penentuan prosentase bobot alokasi penerimaan Dana Otsus antara provinsi
dengan kabupaten dan kota ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat antara
Gubemnur dengan Bupati dan Walikota,

- besaran alokasi pembagian Dana Otsus antar masing-masing kabupaten dan
kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi karena belum ada Perdasus.

- Dana-dana hasil pembagian dalam bentuk angka-angka riil dimasukan kedalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah (APBD) kabupaten dan .kota
masing-masing.

- Khusus untuk 15 kabupaten administratif (hasil pemekaran), 40 % dari bagian

masing-masing kabupaten dimasukan dalam Rencana Pembiayaan Kegiatan

Kabupaten/RPKK (sejenis RAPBD) yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati, dan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Gubernur

Provinsi Papua. Sedangkan sisanya sebesar 60 % diusulkan dalam bentuk

Rencana Definitif (RD) untuk dibahas dan disepakati bersama sntara
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pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang bersangkutan, dimana
dana tersebut sebagian dimasukan dalam RAPBD Provinsi Papua dalam bentuk
bantuan program/kegiatan yang ditetapkan. Khusus kabupaten administratif
mekanisme ini ditempuh karena belum ada lembaga DPRD.

- pembagian dana-dana untuk kabupaten dan kota dalam bentuk angka-angka riil
diistilahkan dengan dana “diarahkan” dan dana “ditetapkan”. Makna kata
diarahkan dan ditetapkan secara jelas tidak ditemukan dalam ketentuan-
ketentuan tersebut.

- untuk tahun 2005, penyaluran Dana Otsus untuk kabupaten dan kota diberian
dalam bentuk blockgrand

Dari uraian tersebut diatas, pembagian Dana Otsus Papua antar kabuparten
dan kota menunjuk kepada pola pembagian yang dianut, yaitu :

1. Pola Merata; dan
2. Pola Konsultasi dan Pemberian Araban.

Dana Otsus Papua bagian kabupaten dan kota, scbagian dibagi untuk
kabupaten dan kota menurut Pola Merata sebagai bantuan dana rutin dalam bentuk
fresh money. Sisanya dibagi menurut pola Konsuitasi dan Pemberian Arahan dalam
bentuk bantuan proyek atau kegiatan yang diarahkan. Besaran dana yang diterima
masing-masing kabupaten dan kota berbeda. Perbedaan atau ketidaksamaan besarnya
pagu dana antar kabupaten kota hendaknya ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi
atau standar-standar tertentu yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum bukan
berdasarkan keinginan. Pola Konsultasi dan Pembenan Arahan menempatkan
Pemerintah Provinsi pada kedudukan yang kuat. Dengan pola ini pemernntah provinsi

dapat saja memaksakan kehendaknya kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah
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kota. Usulan program/kegiatan yang menjadi kebutuhan kabupaten dan kota dapat
saja diganti dengan program/kegiatan yang menjadi keinginan provinsi.

Kondisi ini dapat diibaratkan sebagai hubungan dokter dan pasien.
Pemerintah Kabupaten dan Kota layaknya pasien dari Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi melakukan analisis atas program/kegiatan yang diajukan
kabupaten dan kota untuk didanai dengan Dana Otsus. Bisa saja terdapat unsur-unsur
subyektifitas dalam menilai dan menentukan layak tidaknya usulan kabupaten dan
kota. Hal ini tentu saja berimplikasi pada penentuan besaran pagu dana. Dengan
begitu pemerintah Kabupaten dan Kota sangat bergantung kepada kemurahan dan
kebaikan pemerintah Provinsi.

Oleh karena posisi kabupaten dan kota yapg lemah dan sangat
membutuhkan dana bukan tidak mungkin terjadi pemaksaan kehendak melalui
penentuan syarat-syarat tertentu. Posisi Pemerintah Provinsi yang demikian kuat
dalam pembagian Dana Otsus Papua bagian kabupaten dan kota didasarkan atas
Pasal 15 UU Otsus Papua. Atas dasar pasal terscbut, Pemerintah Provinsi mengklaim
mempunyai wewenang untuk mengatur, menctapkan dan mengendalikan pengelolaan
Dana Otsus Papua, agar mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sesuai
sasaran dan target.

Dengan kedudukan provinsi yang sangat kuat tersebut dapat melahirkan
tindakan seweang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam
pembagian Dana Otsus Papua untuk daerah kabupaten dan kota, walaupunr pembagian
dana tersebut disebutkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan dalil atas

dasar kesepakatan bersama.

£ LAl
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Perlu diketahui bahwa sebelum ditetapkannya UU Otsus Papua Tahun
2001, telah ferjadi pemekaran wilayah Irian Jaya (Papua) berdasarkan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pamiai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (disingkat UU Pemekaran Provinsi
Papua/Pemckaran Wilayah Irian Jaya).

Dari judul diketahui isi undang-undang tersebut adalah pembentukan :

1. Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat.
2. Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.
Atas dasar itu pula diketahui bahwa sebelum ditetapkannya UU Otsus Papua, terdapat
3 (tiga) provinst yaitu
1} Irian Jaya Timur (Provinsi Papua sebagai provinsi induk),
2} Provinsi Irian Jaya Tengah, dan
3) Provinsi Irian Jaya Barat.

Dengan  dikeluarkannya UU Pemekaran tersebut disusul dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 327/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan
Abraham Octovianus Ataruri sebagai Pejabat Gubernur Propinsi Inan Jaya Barat dan
Pengangkatan Herman Monim sebagai Pejabat Gubernur Propinsi Irian Jaya Tengah.
Pemekaran kabupaten Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorcng mendapat dukungan penuh masyarakat Papua. Sementara
pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi mendapat tantangan dari scbagai
besar masyarakat Papua. DPRD Propinsi Irtan Jaya melalui Keputusan Nomor
11/DPRD/1999 tentang Pemnyataan Pendapat DPRD Propinsi lnan Jaya kepada
Pemerintah Pusat untuk menolak Pemekaran Propinsi Inan Jaya dan mengusulkan

Pencabutan Surat Keputusan Presiden RI No. 327/M Tahun 1999.
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Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Soerjadi Soedirdja)
melalui surat No. 125/2714/SJ tanggal 18 November 1999, pada intinya menyatakan
memahami isi Keputusan DPRD Propinsi Irian Jaya Nomor 11/DPRD/1999 tersebut.
Pemekaran provinsi telah mengakibatkan konflik yang meluas di Papua. Konflik
horisonta! antar masyarakat Papua sendiri yaitu kelompok kontra pemekaran dengan
kelompok pro pemekaran. Kelompok kontra pemekaran memandang pemekaran
bukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua tetapi untuk tujuan-tyjuan
politik dan ekonomis dari Pemerintah Pusat. Atas dasar konflik yang meluas tersebut,
Pemerintah Pusat kemudian menangguhkan pelaksanaan UU pemekaran Provinsi
Papua.

Sementara Pemerintah Daerah dan masyarakat sedang mempersiapkan
implementasi UU Otsus Papua tersebut, yang masih diperhadapkan pada kendala
belum tersedianya sejumlah instrumen hukum sebagai landasan teknis operasional,
seperti MRP, Perdasi, dan Perdasus, kembali dikejutkan dengan ditetapkannya
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999. Inpres maupun UU Pemekaran Provinsi Papua
ditolak oleh hampir seluruh masyarakat di Papua.*®

Atas dasar Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dideklarasikan berdirinya Provinsi
Irian Jaya Barat yang berkedudukan di Manokwari. Ditetapkannya Inpres Nomor 1
Tahun 2003 dianggap seperti menggali luka lama. Masyarakat Papua memandang
Pemerintah tidak serius melaksanakan UU Otsus Papua. Hampir setiap kebyakan
Pemerintah tentang Papua tidak pernah luput dari konflik. Intinya Kebijakan

Pemerintah tidak berpihak kepada orang Papua.

¥ Ada beberapa elemen masyarakat dan birokrasi (terutama yang berada di Provinsi Irian Jaya Barat)
yang didukung oleh kalangan birokrasi Pemerintah Pusat yang menghendaki segera diimplementasikan
UU Pemekaran Provinsi Papua.
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Tidaklah berkelebihan jika M. Ferry Kareth berujar bahwa :

“target utama dikeluarkan inpres No. 1 Tahun 2003 adalah mengkandaskan UU

No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Target itu dilandaskan atas penilaian

bahwa pemerintah telah gegabah meloloskan UU No. 21 Tahun zoo;l yang

sejatinya sudah moderat, alias melapangkan jalan menuju ‘merdeka’...”

DPRD Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah secara tegas menolak Inpres

Nomor 1 Tahun 2003 dan UU Pemeckaran Provinsi Papua karena dipandang
bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 76 dikaitkan dengan Pasal 74
UU Otsus Papua. Dipihak lain Pemerintah Pusat dan scbagian masyarakat dan aparat
birokrasi sipil Papua mendukung implementasi pemckaran dan berpandangan
sebaliknya.
Pasal 18B UUD 1945 menegaskan :

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 76 UU Otsus Papua menegaskan :

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas
persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kesatuan sosial budaya, keslapan sumberdaya manusia dan
kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang.

Pasal 74 UU Otsus Papua menegaskan :

Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap beriariaku
di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalamUndang-undang ini.

Atas dasar situasi konflik tersebut, MPR-RI menetapkan Keputusan Nomor
S/MPR/2003, pada Lampiran angka 1 tentang Politik dan Keamanan, pada huruf b
yang mengatur mengenai Papua, ditegaskan sebagai berikut :

1. Majelis menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menata kembali
peraturan perundang-undangan yang menyangkut otonomi dan pemekaran
Papua termasuk peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan
Inpres Nomor 1 Tahun 2003 untuk disesuaikan dengan isi, Jiwa dan semangat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

M. Fesry Kareth, “Kebijakan Pusat tak Berpihak pada Orang Papua : Hampir setiap Kebijakan
Pemerintah Pusat tentang Papua tak pernah luput dari konflik”, Koran Suars Perempuan Papua, No. 14
Tehun I, 21 Februari-6 Maret 2005, bal. 11.
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2. Melaksanakan Undang-undang Nomoi 21 Tahun 2001 secara utuh, konsekuen,
komprehensif, dengan mempercepat proses penyusunan Peraturan Pemerintah
yang merupakan penjabaran dar undang-undang tersebut terutama
pembentukan Majelis Rakyat Papua, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, DPRD Provinsi Papua dengan
dukungan berbagai clemen masyarakat mengajukan permohon pengujian UU
Pemekaran Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Argumentasi yang
disampaikan pada intinya yaitu =

- pasal-pasal tertentu sepanjang mengenai pemekaran provinsi dalam UU
Pemekaran Provinsi Papua dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (dalam hal
ini bertentangan dengan Pasal 18 B UUD 1945) dan untuk itu tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

- UJ Pemekaran Provinsi Papua bertentangan dengan asas lex supeﬁori derogat
legi inferiori dan lex specialis derogat legi generalis, schingga batal untuk
sebagian (sepanjang yang mengatur pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah dan

Irtan Jaya Barat) dengan berlakunya UU Otsus Papua.

Dilain pihak, dalam kesimpulannya Pemerintah Pusat menyatakan bahwa: %
- permohonan yang diajukan oleh DPRD tidak mempunyai dasar hukum;
- menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu yang dimohon pemohon tetap
mempunyai kelnatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 B
UU 1945.

% Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-122003, hal. 78 — 80, yang
dlptmskmdﬂamkapaPmsyam9(sembahn)Haththm1Rah;unggallo
Nopember 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk uwmum pada
hari Kamis, tanggal 11 November 2004 oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH.., sebagai Ketua merangkap
Anggotadandidampingioleh:?ro{Dr‘HM.LaimMarmki,SI-].,Prof.H.A.S.Natabaya,SH.,LLM.,
Prof. H A. Mukthie Fadjar, SHMS., Soedarsono, SH., Dr. Harjono, SH.MCL., H. Achmad Roestandi, SH.,
IDemGechﬂlsUna,SHhﬂi dan Maruar Siahaan, SH.

2 Ibid. hal. 85-86.
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Berdasarkan argumentasi masing-masing pihak yang disertai dengan alat
bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, dalam pertimbangan hukumnya MK
antara lain menyatakan bahwa : *°

- pasal-pasal yang dimohon untuk diuji yang menjadi muatan yang terkandung
dalam UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 tidak terbukti
bertentangan dengan UUD 1945 sebelum diadakan perubahan. Namun dengan

adanya perubahan UUD 1945 terdapat suatu tertib_hukum baru (new legal

order) yang mengakibatkan tertib hukum lama (old legal ovder) kehilangan

daya lakunya sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dalam bukunya
“General Theory of Law and State”.

- baik asas lex specialis derogat legi generalis maupun asas lex postenori
derogat legi priori tidak dapat diterapkan terhadap UU Pemekaran Provinsi
Papua dikaitkan dengan diundangkannya UU Otsus Papua, karena materi yang
diatur dalam UU Pemekaran Provinsi Papua berbeda dengan matent yang
diatur oleh UU Otsus Papua. UU Otsus Papua tidak taat asas dan bersifat
mendua (ambivalen). Inkonsistensi dan ambivalen UU Otsus Papua terlihat
antara lain dalam penjelasan umum.

- Pasal 74 UU Otsus Papua tidak memberikan kepastian tentang status UU
Pemekaran Provinsi Papua sctelah diundangkannya UU Otsus Papua sehingga
menimbulkan macam penafsiran (multi interpretasi).

- persyaratan tentang pemekaran Provinsi Papua (Pasal 76 dan Pasal 77 UU
Otsus Papua berlaku setelah diundangkannya UU Otsus Papua, tetapt tidak
berlaku terhadap pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irtan Jaya

Barat yang secara normatif dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999.

¥ Ibid. hal. 134-138
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- secara normatif pembentukan provinsi pemekaran telsh terjadi sejak
diundangkannya UU Pemekaran Provinsi Papua. Provinsi Irian Jaya Barat
secara factual telah berjalan efektif, sementara pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah belum terealisir.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, dalam amar putusannys, MK
menyatakan bahwa : *!

» Menyatakan permohonan pemohon dikabulkary;

e Menyatakan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tertang aotonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135), pemberakuan Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Iiian Jaya Tengah, Provinsi irian
Jaya Barat, kabuapten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 3894),
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

e Menyatakan, sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, '

Berdasarkan Putusan MK Nomor 018/PUU-L2003 tersebut, secara yuridis
mensahkan eksistensi Propinsi Irian Jaya Barat. Putusan tersebut mengindikasikan
“jalan tengah™ penyelesaian konflik antara dua kelompok yang bertikai. Dengan.
demikian di Papua terdapat 2 (dua) provinsi yaitu :

1. Provinsi Papua, dan
2. Provinst Irian Jaya Barat.

Meskipun pada akhirnya dapat menyetujui diktum putusan MK dalam
perkara  a quo, Hakim Konstitusi : Marnarar Sishaan mempunyai pendapat
berbeda (concurring opinion) menyangkut akibat hukum dan dikture putusan yang
menyataan bahwa UU Pemekaran Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945

dan karenanya tidak mempunyai kekvatan mengikat sebagai hukum.

3 Ibid. bal. 139.
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Menurut pendapatnya 32

- “Pembentukan Provinsi lrian Jaya Barat yang didasarkan pada Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999, secara factual baru dilsksanakan setelah adanya instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2003 bertanggal 27 Januari 2003, yaitu seteliah
diundangkannya UU nomor 21 Tahun 2001 pada tanggal 11 November Tahun
2001. Oleh karenannya sesungguhnya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
tidak beraku lagi sejak tahun 2001, atas daser adanya perubahan undang-
undang dengan diperlakukannya baru yang memberi otonomi khusus bagi
Provinsi Papua, dan meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, ... Dikeluarkannya instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 2003 ..., merupakan pelanggaran konstitusi dan Rule of Law ...
yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Perbuatan hukum tersebut ... demi
hukum batal (van rechtswege nietig) dengan segala akibatnya, sehingga
pembentukan Propinsi Iian Jaya Barat ..., dengan sendirinya demi hukumum

batal sejak awal (ab initic) ...".

- “Meskipun dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tersebut eksistensi
Propinsi Irian Jaya Barat olsh Pemerintah pusat telah diakui, baik anggaran
belanja yang telah tersedia maupun terbentuknya daerah pemilihan tersendin
dalam Pemilu lailu yang melahirkan DPRD Propinsi Irian Jaya Barat, keadaan
tersebut justru harus tidak ditolerir. ... , karena proses pembentukan satu provinsi
baru adalah merupakan satu awal yang tidak serta merta merupakan perbuatan
yang telah selesai dengan dikeluarkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi
tersebut, melainkan baru selesai dengan terbentuknya organ yang melaksanakan
kewenangan pemerintah di provinsi yang baru dibentuk. Jika kemudian terjadi
perubahan hukum dan perundangundangan ..., harus ditafsirkan sebagai
perubahan pendirian dari Pembuat Undang-undang .., dan harus dilakukan
meialui mekanisme bani dalam undang-undang baru”.

- “Putusan Mahkamah dalam hal demkian sesungguhnya hanya menegaskan
secara declaratoir bekerjanya prinsip hukum dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001. Dengan demikian Otonomi khusus bagi Provinsi Papua ...
telah menjadi hukum yang beriaku ..., dan Pemerintah harus tunduk pada hukum
vang berlaku, sehingga pemekaran lebih lanjut Provinsi Papua akan dilakukan
melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor
21 Tahun 2001 tersebut. ... Oleh karenanya akibat hukum yang timbul,
seharusnya didasarkan tidak hanya pada Pasal 58 undang-urxdang Mahkamah
Konstitusi, karena Pasal 58 Undangundang Nomor 24 Tahun 20G3 tersebut baru
operasional jikalau putusan Mahkamah secara konstitutif menyatakan satu
undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan
dangan Undang-undang Dasar 1945, ..., sehingga seyogyanya Provinsi Irian Jaya
Barat dan seluruh ikutan struldumya dinyatakan batal *

Keputusan MK tersebut cukup kontroversial, karena telah mencabut UU
Pemekaran Provinsi Papua yang menjadi landasan terbentuknya Provinsi Irian Jaya
Barat dan Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong, sedangkan
provinsi Irian Jaya Barat dan kabupaten-kabupaten tersebut tetap dianggap sah
Pertimbangan MK sangat keliru dan tidak memadai karena mengabaikan Pasal 76

yang dikaitkan dengan Pasal 74 UU Otsus Papua. Putusan MK tersebut tidak

% Thid , hal 139-142.
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menyelesaihan masalah, tetapi menyisakan masalah yang berkenaan dengan
eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat.

Diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2003 dan Putusan MK untuk menguji
UU Pemekaran provinsi Papua terhadap UUD 1945 telah menjadi perhatian praktisi
dan ahli hukum. Berikut ini diketengahkan analisis dari ; Philipus M. Hadjon dan
Maria Farida Indrati, S. Dikaitkan dengan asas preferensi lex specialis UU
Pemekaran Provinsi Papua jo UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UU Otsus Papua,
menurut Philipus M. Hadjon, dalam beberapa sistem hukum dikenal metaprinciple
yang mengatakan : lex posterior generalis non derogat legi priori specialis. Artinya
UU kemudian yang generalis tidak mengalahkan pendahulunya yang spesiahis.

Asas preferensi digunakas untuk menyelesaikan konflik norma hukum
sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang secara khusus menyelesaikan
konflik norma tersebut. UU No. 21 Th 2001 justtu telah mengatur ketentuan
hukum yang dimaksud untuk menyelesaikan konflik norma khususnya yang berkaitan
dengan pemekaran Provinsi Papua (Irian Jaya). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal
76 dikaitkan dengan Pasal 74. Dengan ketentuan Pasal 74 asas lex specialis yang
didalitkan untuk UU No. 45 Th 1999 jo. UU No. 5 Th 2000 menjadi gugur atau fidak
diterapkan karena norma Pasal 74 jelas-jelas menegaskan bahwa : sepanjang tidak
diatur dalam Undang-undang ini. Dengan ketentuan tersebut pengaturan tentang
pemckaran Provinsi diatur dalam UU No. 21 Th. 2001 Pasal 76, berarti pelaksanaan
UU tersebut tunduk kepada UU No. 21 Th. 2001. Ide dasar yang terkandung dalam
Pasal 76 UU Otsus Papua adalah ide yang terkandung dalam Pasal 281 ayat 3 dan
Pasal 18B UUD 1945. Dengan demikian pelaksanaan dan penerapan UU No. 45 Th.

1999 jo UU No. 5 Th. 2000 yang nota bene tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 76
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jo Ps. 74 UU No. 21 Th. 2001 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal
28I ayat (3) dan Pasal 18B.3

Dalam kaitannya dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa UU.
45 Tahun 1999 jo. UU No. 5 Tahun 2000 sudah ada sebelum dilakukannya
amandemen UUD 1945 dan sebelum ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2001, menurut
Philipus M. Hadjon, andatkata UU No. 45 Th. 1999 jo. UU No. 5 Th. 200 sudah
diterapkan sebelum amandemen UUD 1945 dan sebelum laihimya UU No. 21 Th
2001 jawabannya mememang kedua UU tersebut tidak tunduk kepada UU No. 21
tahun 2001 sesuai dengan asas negara hukum bahwa bukum mengikat kedepan
demm kepastian hukum. Yang terjadi ialah penerapan kedua UU tersebut setelah
amandemen UUD 1945 dan setelah lahimya UU No. 21 Tahun 2001. Dengan dasar
tersebut TJUD 1945 berada dalam posisi lex superior sedangkan UU No. 21 Tahun
2001 datam pdéisi lex posterior.”*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa atas dasar Putusan MK tersebut, kini
di Papua secara yuridis terdapat dua provinsi, yaitu : Provinsi Papua dan Provinsi
Irian Jaya Barat. Sementara berdasarkan Pasal 1 huruf a UU Otsus Papua ditegaskan
bahwa Provinst Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus.
Menunut Philipus M. Hadjon, dengan menunjuk dasar hukum yang disebut dalam
konsiderans Mengingat UU no. 21 tahun 2001 angka 8 dan angka 9, berati jelasiah
bahwa Propinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya secara utuh. Propinsi Inan Jaya
secara utuh berarti Propinsi Irian Jaya sebelum dikurangi Propinsi Irian Jaya Tengah

dan Irian Jaya Barat.>*

#philipus M. Hadjon, “Inkonstitusionalitas UU no. 45 th. 1999 jo. UU no. 5 th. 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong™, Legal Opinion, hal. 3-4.

* Tbid. hal. 4.

% Ibid. hal. 3.
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Menwut Maria Farida Indrati S. dan kgjian perundang-undangan,
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemekaran propinsi adalah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah, yang telah

-disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. UU im mengatur antara lain tentang masalah
pembentukan dan susunan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Selain
itu, dalam Pasal 125 ayat (1) dinyatakan bahwa Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeule, dan semua Kota
Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah otonom dengan memperhatikan
Pasal 5 UU ini; Sedangkan pada ayat {2} dinyatakan bahwa “selambat-lambatnya dua
tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang 1ni, Kotamadya, Kabupaten dan
Kota Administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1), sudah harus berubah statusnya
menjadi Kabuapien/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5
Undang-Undang 1ni.” dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah
mensahkan UU No. 45 Tahun 1999 (UU Pemekaran Provinsi Papua), yang kemudian
diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000. Dalam Konsiderans humnf d dan UU No. 45
Tahun 1999 terscbut dmmunuskan bahwa seswal dengan butir a, b dan ¢, seria
berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pembentukan Propinsi Inan Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan Undang-undang. Dan kajian undang-
undang, rumusan dalam konsiderans UU No. 45 Tahun 1999 tersebut berientangan
dengan ketentuan dalam Pasal 125 UU No. 22 Tahun 1999. Rumusan dalam pasal
125 hanya memerintahkan dilakukannya pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, serta Kota Sorong, dan tidak dirumuskan tentang

pembentukan Propinsi Irian jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.*

*6 Maria Farida Indrati, S., “Langkah Panjang Menuju Realisasi Undang-Undang Nomor 2i Tahun 2001
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Lebih lanjut dari aspek Aagjian hukum dikatakannya bahwa dengan
membaca kronologis dari berbagai keputusan dan peraturan yang berkaitan dengan
pemekaran’’, maka tethadap eksistensi UU No. 45 Tahun 1999 (UU Pemekaran
Provnsi Papua, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut g

- Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 200, maka berdasarkan Pasal 74
pembentukan Inpres No. 1 Tahun 2003 bertentangan dengan UU No. 21
tahun 2001 dan juga bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, TAP MPR
No. IV/IMPR/1999 dan TAP MPR No. IV/MPR/2000.

- Adanya Pasal 1 huruf a UU No. 21 Tahun 2001, maka nama Propinsi lrian
Jaya berubah menjadi Propinsi Papua, dan segala sesuatu yang berlaku di
Propinsi Irian Jaya (Papua) wajib tunduk pada ketentuan UU No. 21 Tahun
2001.

- Dari segi asas-asas pembentukan dan pemberlakuan bahwa Pasal 76 UU No
21 Tahun 2001 merupakan aturan hukum bagi pemekaran provinst-provinsi
di Papua, dan merupakan aturan hukum baru yang mengesampingkan aturan
hukum yang terdahulu (lex posteriori derogat lex pnori) sehingga
pembentukan Inpres No. 1 Tahun 2003 adalah batal demi hukum.

- Inpres No. 1 Tahun 2003 merupakan suatu keputusan pejabat yang tidak
mempertimbangkan asas-asas umum penyelenggaraan pemenntahan yang
baik (algemene beginsel van behoorlijk bestuur).

- Ditinjau dari segi daya laku (validity) dan daya guna (efficacy) suatu
peraturan perundang-undangan, UU No. 45 Tahun 1999 masth mempunyar
daya laku karena belum dicabut dengan undang-undang yang lain. Namun
dari segi daya guna UU No. 45 Tahun 1999 tidak lagi mempunyai daya
guna karena materi tentang pemekaran Propinsi di Papua telah diatur dalam
Pasal 76 UU No. 21 Tahun 2001 (UU Otsus Papua).

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, Jumal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume |
Nomor 2, Desembber 2004, hal. 69-71

¥ Keputusan dan peraturan yang berkaitan dengan pemekaran antara lain, yaitu : UU. No. 22 Tahun
1999, UU No. 45 Tahun 1999, TAP-MPR No. IV/MPR/1999, Pasal 18 B UUD 1945 (Perubahan Kedua),
TAP-MPR Nomor IV/MPR/2000, UU No. 21 Tahun 2001 ( Pasal 1 turuf a, Pasal 74, Pasal 76).

3% Marig Farida Indrati, S., “Langkah Panjang Memju Realisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua’, Op. Cit. hal 78-80
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Dengan adanya concurring opinion dari Hakim Konstitusi Maruarar dan
pendapat Philipus M. Hadjon dan Maria Farida Indrati 8., dapat dikatakan bahwa
putusan MK sepanjang mengenai cksistensi Propinsi Irian Jaya Sarat sangat tidak
tepat karena tidak berdasarkan analisis hukum yang memadai. Terlepas dari adanya
pandangan yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi, harus
diakui bahwa adanya Provinsi Irian Jaya Barat sebagai hasil pemekaran Provinsi
Papua menjadi salah satu batu sandung pelaksanaan otonomi khusus, khususnya
menyangkut pembagian Dana Otsus Papua karena penyaluran Dana Otsus Papua
hanya ditujukan kepada Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.

Problematika yang mengemuka adalah dengan disahkannya Provinsi Irian
Jaya qua—t, maka ada beberapa kabupaten dan kota yang dahulu berada dalam
Provinsi Papua kini menjadi bagian dari Provinsi Irian Jaya Barat. Atas dasar
argumentasi yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang mendapat Dana Otsus Papua
adalah Provinsi Papua (tidak termasuk Provinsi Irian Jaya Barat), maka ada
kekuatiran kabupaten dan kota yang merupakan bagian dan Provinsi Irian Jaya Barat.

Dengan demikian penelitian tentang pola pembagian Dana Otsus bagian
kabupaten dan kota, serta kualitas kabupaten dan kota dalam Provinsi Irian Jaya
Barat untuk mendapatkan haknya dalam pembagian Dana Otsus Papua, perlu
dilakukan. Khusus mengenai pembagian Dana Otsus Papua antara Provinsi dan
Kabupaten dan Kota tidak termasuk dalam kajian ini karena telah diatur melalui
mekanisme musyawarah mufakat antara Gubernur dan para Bupati dan Walikota
yang ditetapkan dalam suatu Perjanjian/Kesepakatan Bersama. Perbandingan besaran
pagu dana (angka-angka riil) telah ditetapkan bahwa secara bertahap kabupaten dan
kota akan menerima porsi yang lebih besar dari provinsi.
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2. Rumusan Masalah.

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, ditentukan pokok masalah (tema
sentral) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (7) UU Otsus Papua yaitu Pembagian
Dana Otonomi Khusus Papua. Pokok masalah terscbut mengandung dua isu hukum
sebagai berikut :

a. Apakah pembagian Dana Otsus Papua menurut Pola Konsultasi dan Pemberian
arahan merupakan pelaksanaan wewenang dan fungsi pengawasan dan kontrol
provinsi atau merupakan tindakan sewenang-wenang dan atau penyalahgunaan
wewenang provinsi terhadap kabupaten/kota 7

b. Apakah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah Provinsi Irian Jaya Barat
berhak untuk menerima Dana Otsus?

3. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

3.1 Tujuan Umum.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran konseptual
tentang bagaimana menemukan langkah-langkah dan bentuk penyelesaian
pembagian dana otonomi khusus secara adil dan berimbang, antar kabupaten
dan kota di Provinsi Papua, termasuk kabupaten dan kota yang sekarang
menjadi bagian dari Provinsi Irian Jaya Barat, agar sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum tata negara khususnya hukum administrasi.

3.2 Tujuan Khusus.

a. Mengetahui format/pola pembagian Dana Otsus antar pemerintah
kabupaten/kota, dalam hubungannya dengan wewenang mengatur dan

menetapkan pengelolaan Dana Otsus yang dipunyai pemerintah provinsi.

Tesis Pembagian dar@ otonomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

b. Mengetahui karakteristik makna konsultasi dan pemberian arahan
perencanaan penggunaan Dana Otsus Papua bagian kabupaten/kota oleh
pemerintah provinsi dalam kaitanuya dengan konsep pengawasan dan
kebebasan dan kemandirian (otonomi daerah) dan larangan perbuatan
senenang-wenang dan larangan penyalahgunaan wewenang,

c. Menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pembagian Dana Otsus Papua, dikaitakan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor O018/PUU-I/2003 sebagai landasan yuridis sahnya
Provinsi Irian Jaya Barat dan berhak tidaknya kabupaten dan kota dalam
Provinsi Irian Jaya Barat untuk mempercleh pembagian Dana Otsus Papua.

d Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam
menyelesaikan pendidikan Magister IImu Hukum pada Program

Pascasarjana Universitas Airlangga.

4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian (tesis) im secara :

4.1 Teoritis, diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya
pembaharuan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi
penelitian yang lebih spesifik yang nantinya dapat menyumbangkan konsepsi
pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi khususnya
untuk menemukan solusi yang tepat atas pembagian Dana Otsus Papua

4.2 Praktis, diharapkan mampu mengungkapkan secara teorittk kelemahan-
kelemahan dan hambatan konseptual pembagian Dana Otsus Papua khususnya
pembagian dana yang menjadi bagian kabupaten dan kota dan berhak tidaknya

kabupaten dan kota dalam Provinsi Inian Jaya Barat untuk menerima Dana Otsus
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Papua agar ditemukan solusi yang tepat can dapat diterima oleh pemermtah

kabupaten dan kota.

5. Metode Penelitian.
5.1 Pendekatan Masalah.

Berpijak dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka untuk
memperoleh jawaban atas pokok masalah digunakan metode penelitian hukum
normatif, > yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi
hukum,*® melalui analisis terhadap pokok masalah. Pendekatan yang digunakan
adalah nendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan
terkait dengan pembagian Dana Otsus Papua. Melalui analists 1su hukum (legal
Issues, legal questions), diharapkan dapat dirumuskan argumentast hukum yang
bermanfaat bagi pengembangan iimu hukum, khususnya solusi masalah
pembagian Dana Otsus Papua. |

5.2 Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi *'
a. Bahan hukum primer (primary sources or authorties), seperti undang-
undang dan putusan pengadilan. Termasuk didalamnya pengertian peraturan

perundang-undangan  menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

*Philipus M. Hadjon, Pengkajian Hmu Hukum, FH UNAIR, 1996. hal. 11. Kekuatan kajian hukum
normatif terletak pada langkah-langkah yang mudah ditelusuri ilmuwan hukum lain ... Oleh karena itu
langkah awal suatu kajian hukum normatif adalah penentuan pokok masalah secara tepat dan selanjutnya
ditarik isu-isu hukum terkait atau komponen-komponen yang mendukungnya.

“philipus M. Hadjon, “Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum”, Makalah, Disampaikan dalam Semiar
Nasional yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
4 Desember 1999, hal.7. Argumentation (argument} mempunyai dus makna : 1. “argument” berarti
rangkaian nalar (trains of reasoning); 2. “argument” menunjuk interaksi mamusia (human interaction) yang
berkaitan dengan forum argumentasi (mis. pengadifan, temu ilmiah, konggres, dll). Selanjutnya pada
halaman 9 diketengahkan tiga teori arguunetasi hukum, yaitu 1. Teori argumentasi logika didasarkan pada
pendekatan logika formal 2. Teon argumentasi retorika, dengan fokus efektivitas argumentasi dengan
bersaranskan bahasa. 3. Teori argumentast dialogis, mempolakan argumentast hukum sebagai bagian dari
suatu diskusi. Dalam pendekatan dialogis dikombinasikan model logika dan retorika.

“ CF.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Huum DI Indonesia Akhir Abad Ke-20, Alunmi, Bandung, 1994,
hal. 134.
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen
hukum lain, yang memiliki relevansi dengan pokok masalah dan tujuan
penelitian.

b. Bahan hukum sckunder (secondary sources or authorities), misalnya
makalah dan buku-buku, disertasi, tesis, jurnal ilmiah yang ditulis oleh para
ahli, dan karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform
organization).

5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Rahan hukum yang mempunyai relevanst dengan pokok masalah yang felah

dikumpulkan dan dihimpun (diinventarisasi), selanjutnya disistematisasi

(diidentifikasi dan diklasifikasi) dengan menggunakan sistem kartu catatan,

yang terdiri dari kartu abstrak, kartu kutipan dan kartu analisis (atau dijadikan

satu kartu catatan)*’ untuk dijadikan alat dalam proses pemecahan masalahan

hukum (legal problem solving).

5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.
Pengolahan bahan hukum dilakukan menurut tipe kapan ilmu hukum
normatif.*’ Berlandaskan tipe kajian yang dipilih tersebut, analisa bahan hukum

dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi** Pemilihan penggunaan

“’Phitipus M. Hadjon, “Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)”,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hal. 6.

Ophitipus M. Hadjon, “Pengakajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, MajalahYuridika, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Nomor 6 Tahun 1X, Nopember-Desember 1994, h.7. Pengakajian ilmu
hukum (normatif) mensyaratkan adanya : 1. perumusan masalah, yang menjadi titik sental kajian hukum.
2. penetapan metode, dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum.
Hasil dari snam penelitian hukum adalah argumentasi hukum. 3. perumusan teori, harus diremuskan
dalam konsep yang jelas dengan dijelaskan melalui definisi presisi dan stipulatif, ...”

*g0ewoto, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia : Suatu Penelitian Segi-segi
Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan”, Disertasi Fakultag Pascasarjana Universitas
Airlangga Surabaya, 1990, hal. 37. “... 3) Obyek studi ilmy hukum adalah hukum, oleh karena itu pusat
perhatian penelitian hukum ditujukens untuk memahami isi bukum positif melahui interpretasi hukum.
Kegunaan ajaran interpretasi hukum sangat besar, karena dengan interpretasi secara langsung akan
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metode interpretasi yang tepat diperlukan untuk menjawab setiap isu hukum
dengan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian,*
Analisis bahan hukum dimaksudkan untuk menilai hukum positif dan fakta

hukum dengan menggunakan ilmu hukum.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang
dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disusun
pertanggung jawaban sistematika penulisan tesis (hasil penelitian) kedalam empat bab
pembahasan yang terdiri dari bab pendahuluan sebagai bab satu, bab isi terdiri dan
bab dua, bab tiga, serta bab empat sebagai penutup. Dalam garis besarnya bab-bab
itu tersusun sebagai berikut : |

Bab satu, sebagai bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah yang merupakan tema sentral penelitian yang akan
dianalisis selanjutnya dalam bab-bab isi. Seclanjutnya bab satu dilengkapi dengan
tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, manfaat penelitian, yang
didukung oleh metode peneliian khas ilmu hukum. Metode penelitian
mengetengahkan cara dan proses ilmiah untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas

pokok masalah. Bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

mengkaitkan makna hukum dengan faktor-faktor non hukum yang menjadi latar beiakang pembentukan
hukum positif.

“philipus M. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Op.Cit., hal. 6., dinyatakan
bahwa metode interpretasi hukum meliputi : (1) interpretasi gramatikal : mengartikan suatu tenn hukum
atau sustu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atan bahasa bukum; (2) interpretasi sistematis :
dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan sesuatu ketentuan hukum; (3) wets-en rechtshistorische
interpretatie : menclusuri makmdpembmﬁnhnlﬁjadalnhsuam“wetshstmscbelmapmane Dalam
usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembengan hukum (aturan) disebut
“historische interpretatie™; (4) interpretasi perbandingan hukum : mengusahakan penyelesaian suatu isu
hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum; (5) interpretasi antisipasi : menjawab suatu isu
hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku; (6) interpretasi teleologis : setiap
interpretasi pads dasarnya adalah teleologis.
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Bab isi yaitu bab dua dan bab tiga disusun untuk menjawab isu hukum
berdasarkan masalah vang dirumuskan sebagai pangkal penelitian. Bab dua
membahas sekaligus menjawab isu hukum pertama. Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, maka bab dua mengetengahkan judul Pembagian Dana Otonomi Khusus
Bagian Kabupatewkota di Papua  Uraian dalam bab ini diawali dengan
penggambaran mengenai pola dan standar penentu pembagian Dana Otonomi
Khusus, Kemudian rumuskan proses pembagian yang dianut kedalam 2 (dua) pola
yaitu Pola Merata dan Pola Konsultasi dan Pemberian Arahan. Selanjutnya
dirumuskan pengertian dari kedua pola tersebut. Diungkapkan mengenal standar
(kriteria/variable) yang dipergunakan dalam pembagian Dana Otsus bagian kabupaten
dan kota. Standar tersebut dipakai sebagai alat ukur dalam pembagian Dana Otsus
untuk masing-masing kabupaten dan kota. Kemudian diketengahkan mengenai
mekanisme pembagian dan penyaluran Dana Otsus sejak tahun 2002 hingga tahun
2005. Dalam mekanisme ini diungkapkan proses pembagian yang ditetapkan
Pemerintah Propinsi Papua. Selanjutnya diuraikan mengenai proses penyaluran Dana
Otsus Papua. Selanjutnya dianalisis mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi
Papua dalam pembagian Dana Otsus. Juga dianalisis mengenai kemungkinan adanya
tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Provinsi Papua dalam penetapan standar
penentu pembagian Dana Otsus dengan berpegang pada asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Bab tiga memuat analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan sekaligus
menjawab isu hukum kedua. Untuk mewujudkannya bab tiga diberi judul Hak
Kabupaten dan Kota Dalam Wilayah Provinsi Irian Jaya Barat Atas Dana Otonomi
Khusus. Analisis bab ini dimulai dengan mengetengahkan kriteria kabupaten dan kota

yang berhak atas Dana Otsus. Kriteria-kriteria tersebut harus menunjukan bahwa
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kabupaten dan kota harus : merupakan bagian dari Provinsi Papua (Provinsi Irian Jaya
secarz utuh), pembentukan atau pemekaran atas usul Provinsi Papua dan harus
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan otonomi khusus. Selanjutnya ditelusuri
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dan pemekaran
kabupaten dan kota dimaksud. Kemudian menganalisis sejarah pembentukan dan
pemekaran kabupaten dan kota, serta mengkaji sejarah integrasi kabupaten dan kota
kedalam Provinsi Irian Jaya Barat. Selanjutnya dianalisis berhak tidaknya kabupaten
dan kota tersebut atas Dana Otsus Papua dengan tetap berpegang pada undang-
undang pembentukan dacrah dan ide dasar pemberian status otonomi khusus menurut
UU Otsus Papua.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, berisi
rumusan secafa singkat jawaban terhadap pokok masalah (isu-isu hukum), yang telah

diuraikan datam tiap-tiap bab is1.
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BAB I
PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS

BAGIAN KABUPATEN DAN KOTA

Pembiayaan pembangunan di Provinsi Papua secara  Kkeseluruhan

menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat. Peran pemerintah (pusat

maupun daerah) lebih ditujukan untuk membiayai pelayanan publik dan sektor-

sektor strategis, sedangkan swasta dan masyarakat diarahkan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Papua Tahun 2001 —

2005, sumber pembiayaan pembangunan diharapkan diperoleh dari :

d.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari retribusi dan pajak
daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dana Perimbangan yang terdin dari bagi hasil pajak dan bagi hasii bukan
pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), yang besarnya setara dengan 2 % dari
DAU Nasional. Disamping itu diharapkan dari Dana Tambahan dalam rangka
Otonomi Khusus yang besamnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR
atas usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran.

Dana Bantuan Pusat dan Bantuan Luar Negert.

Pinjaman Dacrah.

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Dana Dekonsentrasi/Sekior APBN.

Lain-lain penerimaan yang sah.
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Kajian ini ditujukan terhadap  pembiayaan pembangunan yang
bersumber dari Dana Otsus. Atas dasar Pasal 34 ayat (7) UU Otsus Papua,
pembagian Dana Otsus aittara provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan diatur
secara adil dan berimbang. Alokasi (pembagian) sumber daya keuangan (Dana
Otsus) secara adil dan berimbang bertalian erat dengan ketersediaan sumber daya
alam yang dimiliki daerah kabupaten dan kota di Papua yang tidak merata. Hal ini
dapat seketika ditemukan dalam Naskah Akademis UU Otsus Papua, yang
menyebutkan :

Di dalam Propinsi Papua sendiri, akumulasi dan alokasi sumberdaya keuangan
harus dilakukan dengan suatu pemahaman yang komprehensif bahwa tiap-tiap
Kabupaten dan Kota memillki potensi yang berbeda. Ada kabupaten-kabupaten
yang sumberdaya alamnya telah dieksploitasi dengan relatif baik, misainya
Sorong, Merauke dan Mimika — tetapi tidak sedikit Kabupaten yang tergantung
hampir sepenuhinya pada dukungan keuangan dari luar kabupaten-kabupaten
tersebut, seperti Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya dan sebagian Nabire.*®

Selanjutnya tegaskan bahwa alokasi pembagian sumberdaya keuangan
dalam konteks Otonomi Khusus harus dilandast pemahaman bahwa :

{1) Untuk tahap awal periu digalang pemahaman dan kesepakatan bersama
antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat di Propinsi dengan pemerintah
dan wakil-wakil rakyat di pariemen Kabupaten/Kota tentang berapa besar
dana yang periu dikelola langsung oleh propinsi untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan di propinsi dan kabupaten-kabupaten yang
sumber dayanya belum termanfaatkan secara baik dan berapa yang harus
ditinggalkan di kabupaten-kabupaten tertentu karena memang sumberdaya
keuangan itu berasal dari kabupaten tersebut. Hal ini penting agar Jayapura
tidak menjadi Jakarta — dalam arti Jayapura menjadi pusat segala-galanya,
yang pada giliraninya akan dengan mudah memunculkan ketergantungan
yang tidak peru, macetnya inisiatif Kabupaten/Kota, Inefisiensi
pembangunan dan pemerintahan propinsi yang korup;

{2) Hal-hal yang dimaksudkan pada butir (1) dilakukan dalam batas waktu
tertentu yang disepakati bersama antara pemerintah dan parlemen Propinsi
dengan pemerintah dan parlemen Kabupaten/Kota dengan tujuan utama
untuk membuka isolasi fisik dan sosial kabupaten-kabupaten tertentu di
Papua dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga
tercapai suatu kondisi kondusif bagi kabupaten-kabupaten it untuk
mengembangkan potensi pembangunan yang dimilikinya bagi
kesejahteraan rakyat dikabupaten tersebut;

“ Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Op. Cit., hal. 17.
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(3) Sesudah keadaan pada butir (2) diatas tercapai, maka secara bertahap dan
terencana pelaksanaan otonomi di Frovinsi Papua dalam arti nyata dan
bertanggung jawab bertumpu di tingkat Kabupaten/Kota.*

Kedua rumusan tersebut diatas, menghendaki agar dalam pembagian
Dana Otsus harus mempertimbangkan antara daerah penghasil sumber daya alam
dengan daerah yang berkekurangan agar tercapai keadilan dan keseimbangan.
Untuk tahap awal porsi Pemerintah Provinsi dapat saja lebih besar dari yang
diterima kabupaten dan kota. Penggunaan porsi Pemerintah Provinsi bukan saja
untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kabupaten-kabupaten yang
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia belum memadai. Alokasi Dana
Otsus pada Pemerintah Provinsi untuk membiayai infrastruktur ekonomi
(terutama transportasi), dan infrastruktur pemerintah untuk pelayanan masyarakat.
Alokasi Dana Otsus tersebut pada Pemerintah Provinsi dilakukan untuk kurun
waktu tertentu. Pengaturan seperti ini diharapkan tidak mematikan kemadirian
dan kreativitas serta ketergantungan kabupaten-kabupaten tersebut. Porsi alokasi
pembagian Dana Otsus untuk selanjutnya diharapkan lebih besar berada di
kabupaten dan kota mengikuti titik berat oonomi daerah.

Prinsip pembagian Dana Otsus tersebut bersesuaian dengan salah satu
fungsi pengelolaan keuangan (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat

(3) UU Perimbangan Keuangan yaitu fungsi distribusi,*® yang mengandung arti

* fhid., hal 17-18

**Fungsi APRD lainnya : 1. Oterisasi, mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanfa pada tahun yang bersangkutan, 2. Perencanaan,
mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi manejemen dalam merencanakan
kegiatan tahun yang bersangkutan, 3. Pengawasam, mengandung arti bahwa anggaran Dacrah
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 4. Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran Daerah
harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pembotosan sumber daya, sertz
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perckonomian.

45

Tesis Pembagian dana otonomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Untuk itu diperlukan persetujuan bersama dalam pembagian.
Persetujuan bersama menyangkut : pola pembagian, penyusunan standard
pembagian, mekanisme untuk mendapatkan persetujuan bersama, mekanisme
pembagian dan penyaluran dana, yang berkaitan dengan penyusunan
program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus serta pertanggung jawaban dan
pengawasan dan kontrol penggunaan Dana Otsus. Konsekwensinya harus ada
keterbukaan. Keterbukaan memungkinkan terjadinya peranserta masyarakat
(dalam hal ini peranserta dari daerah kabupaten dan kota) untuk ikut serta berpikir
dan berpartisipasi secara nyata sebelum pengambilan keputusan pembagian Dana
Otsus.

Pembagian Dana Otsus antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kabupaten dan Kota sendiri harus
didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini hanya mungkin tercapai apabila
terjadi dialog atau pembicaraan dalam hubungan yang setara atau sejajar. Dengan
begitu keterbukaan untuk mencapai kesepakatan tidak hanya berhenti ketika
Pemerintah Provinsi mengundang para Bupati dan Walikota untuk datang dan
menandatangani Naskah Kesepakatan. Harus ada dialog dalam suasana
kebersamaan dan kesctaraan sebagai satuan pemerintahan yang memiliki hak

vang sama atas Dana Otsus.
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1. Pola Pembagian Dan Stadard Penentu Alokasi Pembagian Dana Otsus

Bagian Kabupaten dan Kota.
Pembiayaan pembangunan di Provinsi Papua yang bersumber dan
Dana Otsus (vang disalurkan sejak tahun 2002) hingga tahun keempat (Tahun
2005), diperolch dari :
a. bagi hasil sumber daya alam meliputi :

- 70 % dari pertambangan minyak bumi
- 70 % dari gas alam

b. penerimaan khusus pelaksanaan otonomi khusus, besarnya setara 2 %
dari DAU Nasional.

Atas dasar huruf a dan b diatas, sumber pembiayaan pembangunan
yang diharapkan diperoleh dari Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk membiayai pembangunan infrastruktur
belum  direalisasikan.  Konsekwensinya pembiayaan  pembangunan
infrastruktur Provinsi Papua dibebankan (dimasukan) kedalam sumber
pembiayaan huruf a dan b diatas. Dengan begitu beban pembiayaan
pembangunan yang dibiayai dengan Dana Otsus Papua sangat besar (tidak
hanya untuk : pendidikan, kesehatan dan gizi).

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Otsus Papua, Dana Otsus tersebut
diperuntukan : sekurang-kurangnya sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk
membiayai pendidikan dar 15 % (lima belas persen) untuk membiayai
program-program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Perda Provinsi

Papua Nomor 2 Tahun 2004 mengatur mengenai hasil penerimaan provinsi
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dan kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Otsus tersebut dialokastkan
dalam APBD (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan perincian :
a. dari minyak dan gas alam :
- 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan.
- 15 % (lima belas persen) untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi.
b. dari penerimaan khusus :

- 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan.

- 15 % (lima belas persen) untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi.
Sedangkan sisa penerimaan Dana Otsus sebesar 10 % dialokasikan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat dan
sektor-sektor lain. Nampak bahwa Dana Otsus menjadi tulang punggung
pembiayaan pembangunan di Papua.

Penyaluran penerimaan Dana Otsus kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua direalisasikan sejak Tahun 2002.
Berdasarkan Pasal 79 UU Otsus Papua, UU Otsus Papua telah diberlakukan
sejak tanggal 21 November 2001. Konsekwensinya alokasi Dana Otsus
bagian Kabupaten dan Kota harus dianggarkan pada Perubahan APBD
Kabupaten/Kota masing-masing Tahun Anggaran 2002.

Prosentase Pembagian Dana Otsus antara Pemerintah Provinsi Papua
dengan pemerintah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2002 dan 2003
ditetapkan sebesar 60 % : 40 %. Dana yang dikelola Pemerintah Provinsi
sebesar 60 % digunakan untuk membiayal kegiatan/program dalam lingkup

Pemerintah provinsi dan beberapa kegiatan/program untuk mendukung
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penyelenggaraan pemerintah di beberapa kabupaten untuk membuka isolasi
daerah (isolasi fisik dan sosial). Prosentase pembagian Dana Otsus tersebut
untuk Tahun 2002 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur-Nomor 117 Tahun
2002. Sedangkan untuk Tahun 2003 diatur dengan Keputusan Gubernur
Nomor 49 Tahun 2003. Sedangkan sejak tahun 2004, pengaturan Pembagian
Dana Otsus diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun
2004.

Atas dasar Pasal 2 ayat (2) Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004
prosentase pembagian Dana Otsus antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten dan Kota ditetapkan 40 % : 60 %. Prosentase
pembagian tersebut salah satu sisi  merupakan kemamuan Pemenntah
Provinsi, disisi Jain merupakan tuntutan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dasar pemikirannya adalah titik berat otonomi daerah terutama pelayanan
pendidikan dan kesehatan dan gizi ada pada kabupaten dan kota sebagaimana
semangat yang terkandung daimn Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

1.1 Pola Pembagian Dana Otsus Papua Bagian Kabupaten dan Kota.
Atas dasar Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 117
Tahun 2002 dan Nomor 49 Tahun 2003, pembagian Dana Otsus bagian
Kabupaten dan Kota Tahun 2002 dan 2003 dibagi secara rancak (tanpa
pola yang jelas). Pemerintah Provinsi pada tahun pertama dan kedua
penyaluran Dana Otsus dengan leluasa menentukan besaran pagu dana

yang harus diterima masing-masing kabupaten dan kota. Pertimbangan
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penentuan besaran pagu dana ditentukan oleh lembaga/instansi lingkup
provinsi.

Tindakan tersebut diatas dilandasi interpretasi atas Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
47/KMK.(07/2002 tanggal 21 Februar 2002 (mulai berlaku pada tanggat 1
Januari 2002).

Pasal 2 ayat {2} : Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi
Papua terutama ditujukan untuk membiayai pendidikan
dan kesehatan.

Pasal 3 ayat (1) : Penyaluran Dana QOionomi Khusus kepada Provinsi
Papua dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran
dengan menerbitkan Surat Keputusan Qtorisast,

Pasal 4 :

{1} Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Surat Keputusan Qtorisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubemur Papua, Kantor
Wilayah XXX Direktorat Jenderal Anggaran Jayapura, dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara {(KPKN) setempat.

{2) Atas dasar Surat Keputusan Ototrisasi tersebut Gubemur Papua
mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP)} kepada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Jayapura dengan dilampiri bukt
penerimaan (kuitansi).

{3) Atas dasar SPP tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
menerbitkan SPM-LS atas nama Gubemur pada rekening kas daerah
provinst.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa Dana Otsus
Papua disalurkan Pemerintah dan diterima sebagai pendapatan daerah
provinsi dan ditempatkan dalam Kas Daerah Provinsi setiap tahun
anggaran. Sclanjutnya ditempatkan sebagal penerimaan Provinsi yang
dimuat dalam APBD Provinsi. Dana Otonomi Khusus dianggap
diberikan kepada Pemeintah Provinsi Dengan demikian Pemerintah

Provinst berwenang mengatur dan mengelola peruntukan Dana Otsus.
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Dengan pemikiran seperti itu wajarlah jika Pemerintah Provinsi
tidak secara serius mempertimbangan keikutsertaan Pemenntah
Kabupaten/Kota secara nil dalam menentukan pembagian Dana Otsus
bagian Kabupaten dan Kota. Plafon dana (batasan dana
tertinggi/maksimum yang dapat diberikan) telah ditentukan Pemerintah
Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota seolah-olah dipaksakan untuk
melaksanakan apa yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi. Tindakan
Pemerintah Provinsi untuk tidak mengikutseriakan Pemerintah Kabupaten
dan Kota secara il diatas jelas-telas bertentangan dengan prinsip-prinsip
alokasi pembagian Dana Otsus yang menghendaki adanya kesepakatan.

Tindakan tidak mengikutsertakan Pemenntah Kabupaten dan Kota
secara mil tersebut juga bertentangan dengan prinsip transparansi dalam
pengelolaan keuangan negara (daerah). Prinsip transparansi mengharuskan
adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (daerah) untuk
mewujudkar good gouvemence dalam pengelolaan keuvangan negara
(dacrah). Prinsip pengelolaan keuvangan negara (daerah) merupakan
pencerminan dari best practices (penerapan norma-norma yang baik).
Mardiasmo, merumuskan prinsip tranparansi sebagai “keterbukaan dalam
proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah”.
Selanjumya dikatakan bahwa “Tranparansi memberikan arti bahwa

anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui
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proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat,
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat”.*’

Tindakan menyamakan konsep Provinsi Papua dan Pemerintah
Provinsi Papua jelas-jelas menyesatkan. Pasal 1 huruf a UU Otsus Papua
menyebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi
otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Rumusan ini berartt Provinsi Papua adalah Provisi Inan Jaya secara utuh
(sebelum pemekaran). Dengan sendirinya didalamnya terdapat Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota. Berarti Dana Otsus
diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan  Kabupaten/Kota.
Konsekwensinya jika dilakukan pembagian harus atas dasar kesepakatan.

Pembagian Dana Otsus secara rancak dapat dilihat dalam kedua
Keputusan Gubernur tersebut diatas. Pada tahun 2002, ada beberapa
(kelompok) kabupaten dan kota yang mendapat bantuan dana yang
jumlahnya sama dalam bentuk fresh money, tetapi ada juga yang mendapat
dana fresh money yang jumlahnya berbeda dengan kabupaten dan kota
lainnya. Pada Tahun 2003 pembagian dana fresh money ditetapkan
kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok kabupaten/kota induk (lama)
dan kelompok Kabupaten pemekaran (baru). Kelompok Kabupaten/Kota
induk mendapat dana fresh money yang jumlabnya sama dan lebih besar
dari kelompok kabupaten pemekaran. Pembagian pada tahun-tahun ini

tidak didasarkan atas standar (kriteria/variable) tertentu yang disepakati.

49Mardiasmo, Ditonomi &

ANDI Yogyskarta, 2002, hal. 105.
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Pengaturan pembagian Dana Otsus untuk tahun 2002 dan 2003
berbeda dengan Tabun 2004 dan 2005. Insttumen pembagian Dana Otsus
sejak Tahun 2004 diatur dalam Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun
2004. Pembagian Dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota Tahun
Anggaran 2004 dan 2005 telah ditentukan standard penentu pembagian
Dana Otsus bagian kabupaten dan kota. Prosentase Pembagian Dana Otsus
antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah
40 % : 60 %.

Dana Otsus bagian kabupaten dan Kota sebesar 60 % tersebut
dibagi kepada 29 kabupaten dan kota, yang diatur sebagai berikut :

a. untuk masing-masing kabupaten kota mendapat pagu dasar yang
besarnya sama.

b, sisanya (setelah dikurangi pagu dasar) dibagi berdasarkan 7
(tyjuh) vaniable, yaitu : luas wilayah, jumlah penduduk, jumiah
penduduk miskin, DAU, PAD, PDRB (produk domestik regional
brutto) dan tingkat kesulitan dacrah.

Afas dasar pola (model) pembagian tersebut diatas, diketahui
bahwa pembagian Dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota menganut :

a. poia merata.

b. pola konsultasi dan pemberian arahan.
ad. a. Pengertian Pembagian Dana menurut Pola Merata.

Pembagian dana menurut pola merata mengandung arti bahwa

Dana Otsus bagian kabupaten dan kota sebesar 60 %, terlebih dahulu
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ditentukan besaran pagu dasar yang sama untuk 29 kabupaten dan
kota. Asumsinya bahwa tidak ada lagi kabupaten yang masih
berstatus administratif. Semua kabupaten dan kota telah menjadi
daerah otonom. Dengan pola merata masing-masing kabupaten dan
kota mendapat pagu dasar yang sama dan dimasukan kedalam APBD
Kabupaten/Kota tahun yang bersangkutan. Pagu dasar yang sama
tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pola ini tidak
menggunkan alat ukur (variable/kriteria) untuk menghifung pagu
dana.

ad. b. Pengertian Pembagian dana menurut Pola Konsultasi dan
Pemberian Arahan.

Pembagian dana menurut pola konsultasi dan pemberian
arahan menunjuk kepada sisa Dana Otsus bagian kabupaten dan kota
setelah dikurangi penetapan pagu dasar menurut pola merata.
Pembagian sisa dana tersebut dilakukan dengan menggunakan
variable/kriteria tertentu. Untuk mendapatkan sisa dana tersebut
masing-masing kabupaten dan kota harus mempunyai data dan profil
daerah yang lengkap dan terbaru (harus ada pemutahiran data). Data-
data  tersebut terutama mencerminkan  ketujuh  stadar
{(kriteria/variable) penentu pembagian Dana Otsus.

Data-data tersebut disatukan dengan programvkegiatan dan
pagu dana masing-masing item pembiayaan untuk disampaikan

sebagai usulan Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah
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Provinsi.  Selanjutnya dilakukan pembahasan program/kegiatan
bersama Pemerintah Provinsi yang disesuaikan dengan dana
masing-masing kabupaten/kota.

Pembagian dana Otsus menurut Pola Merata maupun Pola
Konsultasi dan Pemberian Arahan tersebut diatas mewajibkan adanya
pembahansan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan
Pemerintah Provinsi. Kewajiban adanya Kkonsultasi dan pembahasan
program/kegiatan dan penentuan pagu dana merupakan bentuk
pengendalian dan kontrol Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten dan Kota. Kewajiban tersebut menunjuk kepada hubungan
wewenang dan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 18A
UUD 1945 Perubahan Kedua. Pola tersebut merupakan  konsekwensi
adanya susunan pemerintahan daerah secara bertingkat sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.

Hubungan kewenangan dan hubungan keuangan serta-merta
membawa konsekwensi adanya pengawasan dan satuan pemerintahan yang
lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah. Dalam hal imi
pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten
dan Kota. Hubungan dalam tingkat-tingkat tersebut diatas menggambarkan
pelaksanaan kekuasaan, dengan sendirinya juga menggambarkan

hubungan bukum.
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Dengan begitu pelaksanaan kekuasaan ataupun pelaksanaan
wewenang pengawasan antara satuan-satuan pemerintahan atau antama
badan-badan yang lebih tinggi dengan badan-badan yang lebih rendah
tingkatannya haruslah didasarkan atas asas legalitds sebagai konsekwensi
dari suatu negara hukum. Sudah barang tentn hubungan diantara satuan-
satuan pemerintahan daerah (dalam hal ini antara provinsi dengan
kabupaten dan kota) juga ditentukan oleh aturan hukum, baik tertulis
maupun tidok tertulis. Untuk aturan tidak tertulis dimasukan asas-asas
umum pemerintahan yang baik sebagai alat ukur atas pelaksanaan
wewenang pemernntahan,

Asas penting yang berkaitan dengan pengawasan >

- asas legalitas, yaitu pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan
suatu kewenangan menurut undang-undang,

- asas pengawasan terbatas, yaitu pengawasan yang dibatasi pada
sasaran-sasaran yang telah dijadikan- pedoman pada waktu
kewenangan itu diberikan.

- asas motivasi, yaitu bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan
pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil
berdasarkan pengawasan tadi dan keputusan itu harus dimotivasi
kepada masyarakat luas.

- beberapa asas tentang prosedur seperti asas kecermatan.

- asas kepercayaan.

Asas legalitas mengehendaki pengawasan yang dilakukan
Pemerintah Provinsi Papua harus berdasarkan suatu kewenangan menurut

undang-undang. Atas  dasar asas legalitas tersebut membatasi

*philipus M. Hadjon, et. al., Penga m adming
Indonesian Administrative law, Q&Qt ha”?-?ﬂ
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wewenang pengawasan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua
terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pengawasan merupakan faktor penting dalam mengcover
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah agar tetap selaras antara
kepentingan daerah kabupaten dan kota dengan kepentingan dacrah
provinsi dan kepentingan negara secara keseluruhan. Atas dasar
pemikiran tersebut desentralisasi yang merupakan wewenang daerah
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bukanlah suatu
kebebasan dalam arti kemerdekaan (onafthankelijk) daerah tanpa batas.
Desentalisasi lebih mengandung makna kemandirian dan tanggung
Jawab dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam
bingkai NKRI. Hal ini juga sejalan dan merupakan konsekwensi dari
bentuk negara kesatuan yang dianut negara Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua
dalam bentuk pembahasan program/kegiatan atas usulan Pemerintah
Kabupaten dan Kota tidak berarti mencari-cari kelemahan dan
kekurangan atau turut campurnya Pemerintah Provinsi secara mutlak
(menentukan) program/kegiatan yang menjadi kebutuban kabupaten
dan kota.

Menurut Philipus M. Hadjon, alasan-alasan dilakukannya
pengawasan, sebagai berikut : *!

- Koordinasi : mencegah atau mencari  penyelesaian

konflik/perselisihan kepentingan.

51 Ibid., hal. 74
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- Pengawasan kebijaksanaan : disesuaikannya kebijaksanaan dari
aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.

- Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolchan dan kualitas teknis
pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah
yang lebih rendah.

- Alasan-alasan keuangan : peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan
seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.

- Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situast tertentu
mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan
dari seorang warga.

Dengan begitu kewajiban konsultasi dan pembenan arahan
menggambarkan karakteristik pengawasan atas kebijaksanaan penggunaan
Dana Otonomi Khusus yang diwujudkan dalam program/kegiatan.
Wewenang pengawasan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua disini
semata-mata untuk memadu dan menyesuaikan kebijaksanaan atau
program dari Pemerintah Kabupaten dan Kota terhadap kebijaksanaan
program/kegiatan Pemerintah Provinsi (dalam hal ini yang dibiayai
dengan Dana Otsus).

Hal im erat kaitannya dengan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dari bawah (button up planning). Perencanaan
dengan pola button wup planning mengharskan penyusunan
program/kegiatan  dari  bawah  untuk  diselaraskan  dengan
program/kebijaksanaan tingkat provinsi maupun nasional. Hasil
penyusunan program/kegiatan dimasuvkan dalam APBD (untuk daerah).
Atas dasar mekanisme penyusunan perencanan program pembangunan

dani bawah (perencanaan partisipatif), Bupati dan Walikota sesungguhnya
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dapat menetapkan sendiri  atau terlebih  dahulu  menetapkan
program/kegiatan dan pagu dana yang dibutuhkan,

Dalam  rangka  pengendalian dan  pengawasan  atas
program/kegiatan yang dibiayai dengan Dana Otsus, Pemerintah Provinsi
menetapkan syarat-svarat tertentu pada waktu pembahasan usulan
program/kcgiatan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebelum diambil
keputusan. Dalam forum konsultasi dan pemberian arahan (dalam hal ini
pembahasan programvkegiatan dan penetapan pagu dana), Pemerntah
Provinsi memperoleh kesempatan untuk memberikan nasehat atau
petunjuk kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Namun dalam praktek, kadang-kadang forum konsultasi dan
pemberian arahan justru menjadi sarana bagi Pemerintah Provinsi (melalui
aparaturmya) untuk mengambil posisi sebagai seorang dokter terhadap
pasiennya yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian
seringkali apa yang menjadi kebutuhan daerah kabupaten dan kota
dikesampingkan (dicoret) dari usulan program/kegiatan kabupaten/kota
yang bersangkutan. Bahkan tidak jarang keinginan Pemerintah Provinsi
yang diakomodir.

Dalam f{orum konsultasi dan pemberian arahan (pembahasan
program/kegiatan dan penentuan pagu dana) tersebut, kedudukan
Pemernntah Provinst lebih tinggl dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Kabupaten dan Kota akan mengalah

terhadap apa yang diputuskan Pemerintah Provinsi (melalui aparatnya).
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Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan Kota terikat pada
Dana Otsus yang disalurkan Pemerintah Provinsi Papua.

Apabila Pemerintah Provinsi Papua tidak mendengar usul, saran
dan pendapat Pemerintah Kabupaten dan Kota atau mengesampingkannya,
tindakan itu telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, khususnya
prinsip keterbukaan pemerintahan. Forum pembahasan program dan dana
harus dilakukan secara riil. Harus terjadi dialog dalam arti sesungguhnya
untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat kabupaten/kota. Farum
tersebut jangan sekedar dijadikan alat legitimasi adanya keterbukaan.
Tindakan tidak mendengar dan menampung aspirasi dari bawah
(masyarakat kabupaten/kota) ini dapat dikategorikan sebagai tindakan
sewenang-wenang karena tidak cukup mempertimbangkan semua
kepentingan (terutama kepentingan/kebutuhan masyarakat kabupaten dan
kota).

1.2 Standard (Variable/Kriteria) Alokasi Pembagian Dana Otsus Bagian
Kabupaten dan Kota.

Permasalahan utama dalam pembagian Dana Otsus bagian
Kabupaten dan Kota adalah menetukan prosentase atau besaran pagu
(jumlah) dana riil yang harus diterima masing-rmasing kabupaten dan kota.
Untuk menentukan pagu (jumlah) dana yang menjadi hak masing-masing
kabupaten dan kota harus ditentukan atas dasar standard (kriteria/variable)

tertentu.
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Standar (kritena/variable) tersebut sangat menentukan besaran
dana yang menjadi hak wmasing-masing kabupaten dan kota harus
mendapat persetujuan dan kabupaten dan kota yang bersangkutan
Penetapan standar (kriteria/variable) tidak mamadai apabila ditetapkan
secara sepihak oleh Pemenntah Provinsi Papua. UU Otsus Papua tidak
mengatur standar (kriteria/variable) alokasi pembagian Dana Otsus Papua.
UU Otsus hanya menetapkan prinsip pembagian yaitu : adil dan
berimbang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Papua.

Adil dan berimbang erat kaitannya dengan ketersediaan
sumberdaya alam pada masing-masing kabupaten dan kota, yang
mencerminkan besaran sumber daya keuangan. Kata adil (keadilan) belum
mendapat rumusan yang tepat. Adil tidak barus sama. Pembagtan Dana
Otsus yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam diberikan sesuai
porsi yang scharusnya diterima oleh masing-masing kabupaten dan kota.
Porsi yang diterima berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam.
Kabupaten penghasil sumber daya alam harus mendapat porsi lebih karena
memang sumber daya keuangan itu berasal dan sana. Sebab jika tidak
demikian ada penderitaan karerna ketidakadilan. Kabupaten dan Kota
yang sedikit sumber daya alam juga menenma sesuai dengan porsinya.
Berimbang menunjukan kepada kabupaten penghasil sumber daya alam
yang menerima porsi Dana Otsus lebih besar (tetapi tidak berkelebihan)
dan kabupaten/kota lainnya menenma lebih sedikit (tetapi tidak

berkekurangan).
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Pembagian tersebut diatas penting karena berkaitan dengan aspek
sosial budaya (terutama nilai-nilai adat budaya) suku-suku asli Papua
yang tersebar di dacrah kabupaten/kota. Suku-suku tersebut memiliki
hubungan emosional dan hubungan magis religius dengan sumber daya
alam di wilayahnya, Sumber daya alam terscbut akan dipertahankan
dengan cara apapun dari intervensi orang luar (termasuk suku-suku lain).
Pembagian dengan prinsip adil dan berimbang seperti tersebut diatas
diharapkan akan memperkecil potensi konflik (perselisihan) antar komunal
dan lebih dan itu antar kabupaten/kota.

UU Otsus Papua selanjutnya mendelegasikan kepada Perdasus
untuk mengatur pembagian Dana Otsus. Konsekwensi belum tersedianya
Perdasus (karena belum terbentuk lembaga MRP), maka untuk tahun 2002
dan 2003 Pemerintah Provinsi Papua mengatur alokasi pembagian dana
Otsus dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 117 Tabun
2002 dan Nomor 49 Tahun 2603.

Telah divraikan sebelumnya bahwa pembagian Dana Otsus
bagian kabupaten dan kota scbesar 40 % (wntuk Tahun 2002 dan 2003)
dilakukan tidak atas dasar standar (kriteria/variable). Pembagian Dana
Otsus untuk masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan menurut
peraturan kebijaksanaan Pemerintah Provinst. Dengan kondisi seperti ini
pasti ada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berkeberatan atau tidak
dapat menerima namun tidak dapat berbuat banyak karena berada pada

posisi membutuhkan dana.
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Sejak tahun anggaran 2004, pembagian Dana Otsus diatur dengan
Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004, Namun Perda Nomor 2
Tahun 2004 sebagai peraturan perundang-undangan penerima delegasi
(karena belum ada Perdasus) juga tidak mengatur wewenang dan kriteria
(standard) pembagian secara tegas dan jelas (rinci).  Standar
(variable/kriteria) penentu pembagian Dana Otsus bagian kabupaten dan
kota secara tersamar diatur dalam Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun
2004 Pasal 2 ayat (3) dikaitkan dengan ayat (4).

ayat (3) : “"Hasil penerimaan .. dibagikan kepada masing-masing
Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan
menurut kondisl Kabupaten/Kota™.

ayat (4) . “Kriteria, bentuk dan besamya dana penerimaan masing-

masing Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.”

Frasa memwrut kondisi_kabupaten/kota, sangat tidak tegas dan
tidak jelas. Peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan (UU
Otsus Papua) tidak mengatur mengenai standard (variable/kriteria),
demikian pula peraturan perundang-undangan penerima delegasi (Perda
Provinsi Papua No. 2 Tahun 2004) tidek mengatumya. Anehnya justru
pengaturan mengenai kriteria (standar) penentu alokasi pembagian Dana
Otsus yang menjadi hak masing-masing Kabupaten dan Kota
didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) untuk diatur dengan Keputusan
Gubernur Papua.

Pengaturan standar (kriteriafvariable) dapat ditemukan dalam
Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pengelolaan

dana Penerimaan Khusus dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
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Tahun Anggaran 2004. Untuk Tahun 2005 terlebih dahulu diatur dalam
naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Papua dengan para
Bupati dan Walikota tanggal 5 April 2005. Selanjutnya diatur dengan
Keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pengetolaan
Dana Penerimaan Khusus dalam rangka Otonomi Khusus Papua Tahun
2005.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan bagian Lampiran BAB II tentang Hal-hal
Khusus huruf A mengenai Pendelegasian Wewenang menegaskan bahwa
pendelegasian wewenang mengatur, harus menyebutkan dengan tegas :
ruang lingkup materi yang diatur, dan jemis peraturan perundang-
undangan. Pengaturan standar (variable/kriteria) dalam Perda Nomor 2
Tahun 2004 yang tidak tegas dan tidak jelas (tidak rinci) akan
memungkinkan terjadinya multi interpretasi. Dengan pemberian
subdelegasi penetapan standar (variable/kriteria) seperti tersebut diatas,
maka Pemerintah Provinsi akan dengan leluasa mengisi (menetapkan)
standar (variable/kriteria) tertentu sesuai dengan keinginan/kemauan
sendiri tanpa perlu mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Pengaturan norma hukum yang tidak jelas dan tegas tersebut sangat tidak
tepat dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi materi muatan, pengaturan mengenai standar
(kriteria/variable) pembagian dana sangat menentukan hak-hak atas Dana

Otsus yang harus diterima masing-masing Kabupaten dan Kota. Dikaitkan
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dengan hirarki peraturan perundang-undangan (peraturan delegasi dan
regulasi), maka Perda (termasuk Perdasus dan Perdasi) dan Undang-
undang masuk kategori peraturan legislasi. Atas dasar Pasal 12 dikaitkan
dengan Pasal 8§ UU No. 10 Tahun 2004, materi muatan yang menyangkut
hak-hak asasi (dalam hal ini hak-hak kabupaten/kota atas Dana Otsus)
harus diatur dengan peraturan perundang-undangan setingkat Perda.
Disamping itu, secara tegas dan jelas UU Otsus Papua tidak
memerintahkan adanya pengaturan labih lanjut (subdelegasi) mengenai
standar (kriteria/variable) alokasi pembagian Dana Otsus Papua untuk
diatur dengan Keputusan Gubernur. Dengan begitu pengaturan standar
(kriteria/variable) penentu hak-hak kabupaten/kota dengan Keputusan
Gubernur (dalam hal ini Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2004 dan
Nomor 63 Tahun 2005) sangat tidak memadai.

Instrumen Keputusan Gubernur sangat tidak memadai karena
Standar (variable/kriteria)  penentu pembagian dana tersebut erat
kaitannya dengan hak-hak yang dimilik Kabupaten dan Kota atas
pembagian Dana Otsus. Seyogya hal-hal yang mengatur mengenai hak
harus diatur dengan peraturan legislasi (dalam hal ini Perda apabila belum
ada Perdasus). Penentuan standar-standar penentu tersebut tidak cukup
atau tidak memadai apabila diatur dalam suatu peraturan regulasi atau
suatu peraturan kebijaksanaan, seperti Keputusan Gubernur,

Standar  (kriteria/variable) yang dipakai haruslah telah

mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Penetapan Standar
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(variable/kriteria) penentu harus sesuai dengan norma hukum (asas
legalitas). Jika dalam penentuan standard tidak mempertimbangkan semua
kepentingan yang terkait dan tidak didasari atas asas legalitas dapat
berujung pada tindakan sewenang-wenang.

Menurut Indroharto, larangan dilakukan tindakan sewenang-
wenang (willekeur) : semata-mata tertuju kepada kebijaksanaan yang
diambil Penguasa. Kebijaksanaan/keputusan yang diambil itu merupakan
hasil pertimbangan yang matang terhadap semua kepentingan yang
tersangkut dengan keputusan yang diambil atas dasar nalar yang sehat dan
dapat dibenarkan. Rumusan larangan willekeur :

= ftidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap
semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang
dikeluarkan;

= atau telah dilakukan perbuatan menimbang-nimbang tersebut
yang sedemikian tidak masuk akal, sehingga mengakibarkan
dikeluarkannya keputusan yang sama sekali tidak bisa
diterima/dibenarkan.

Hal ini berarti jika ternyata ada satu atau dua kepentingan yang terkait
tidak ikut ditimbang, maka disitu dapat dikatakan penguasa tersebut telah
berbuat willekeurig (semaunya sendiri, tindakan sewenang-wenang) dalam
mengambil keputusan tersebut. Penguasa telah tidak melakukan

penimbangan terhadap semua kepentingan yang terkait yang saling
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bertentangan itu, termasuk kepentingan masyarakat umum atau
kepentingan yang harus dibela olek penguasa sendiri sebagai tugasnya. >

Menurut Philipus M. Hadjon, berdasarkan Pasal 53 ayat (2)
huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1986, unsur “tindakan sewenang-wenang
(willekeur; kennelijk onredelijk), dalam hal-hal tertentu dapat diukur
dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain dapat diukur dengan
segi kewajaran, akal sehat (rasional) serta keharusan untuk memutus atas
informasi yang lengkap (asas motivering). 53 Makna “Sewenang-wenang”
(willekeur) merupakan suatu konsep yang sulit diukur. Seka.rang dalam
perundang-undangan di Belanda konsep “willekeur” telah diganti deﬁgan
konsep “kennelijk onredelijk” yang lebih operasional sehingga menjadi
lebih terukur.>

Atas dasar mujukan konsep-konsep tersebut diatas, kriteria
tindakan sewenang-wenang (willekeur) oleh penguasa, disamping secara
umum  diukur dengan peraturan  perundang-undangan, juga
mempertimbangkan elemen : kewajaran, akal (nalar) sehat, adanya

informasi yang lengkap dan semua kepentingan yang terkait.

“Indroharto, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Disampaikan sebagai bahan
Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum
Administrasi Negara (LPP-HAN) tanggal 11 Februari 1994 di Jakarta, Disusun oleh Paulus

Effendie Lotwlung : Seri [l -~ Perbandi H Administrasi _Negara : Himpunan Makal
Asas-asas Umumn Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1994,
hal. 166-168.

“Philipus M. Hadjon, “Asas-asas Umum Pemefintahan Yang Baik (A.A.UP.B),
Disampaikan sebagai bahan Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) tangga! [1 Februari 1994 di Jakarm,
Disusun oleh Paulus Effendie Lotulung : Seri II — Perbandingan Hukum Admini
Himpunan_Makalah_Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A U.P.B), Citra Adltya Bahktl
Bandung, 1994, hal. 116

Mphilipus M. Hadjon, et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia :_Introduction to the
Indonesian Adminisirative Law, Op. Cit. hal. 327
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Atas dasar Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun
2004 dan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 63 Tahun 2005,
yang dikaitkan dengan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan
para Bupati dan Walikota, terdapat 7 (tujuh) standard (variable/kriteria)
yang menjadi alat ukur pembagian Dana Otsus Papua bagian kabupaten
dan kota menurut pola konsultasi dan pemberian arahan, yaitu : luas
wilayah, jumliah penduduk, jumlah penduduk miskin, DAU, PAD, PDRB
(produk domestik regional brutto) dan tingkat kesulitan daerah.

Diantara ketujuh standar (kriteria/variable), kriteria  tingkar
kesulitan daerah disamping tidak jelas juga sulit divkur. Disamping 7
(tujuh) variable tersebut, terdapat juga variable tambahan atas dasar
Diktum KELIMA dikaitkan dengan Diktum KEEMPAT Keputusan
Gubemur Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2005 tentang Pembagian
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.

Diktum KEEMPAT : “Penyaluran dana otonomi khusus untuk
Kabupaten/Kota . . . dan dengan kewajiban
memberikan laporan kinerja penggunaan
dana otonomi khusus oleh masing-masing

Kabupaten/Kota secara penicdik . . . kepada
Gubernur Provinsi Papua”.
Diktum KELIMA :  “Laporan kinerja penggunaan dana otonomi

khusus . . . Diktum KEEMPAT akan menjadi
dasar pertimbangan untuk menentukan
besamya alokasi pembagian dana Otonomi
khusus Kabupaten/Kota . . .".

Diktum KELIMA tersebut mensyaratkan Laporan Kinerja
Penggunaan Dana Otsus sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk
menentukan besarnya alokasi pembagian Dana Otsus kabupaten/kota.

Rumusan Diktum Kelima tersebut merupakan Peraturan Kebijaksanaan
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(beleidsregels).  Rumusan Diktum KELIMA  merupakan bentuk
pelaksanaan wewenang pengawasan yang berkaitan dengan sanksi yang
dikenakan yaitu sanksi administrasi.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang menerapkan sanksi
administrasi pada dasarnya merupakan suatu “discretionary power”.
Oleh  karena 1w Pemerintah  diberi  wewenang  untuk
mempertimbangkan/menilai  apakah  menggunakan  atau  tidak
menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja  tidak
menggunakan wewenang menerapkan sanksi (non enforcement) dengan
berbagai pertimbangan. Sikap untuk “non enforcement” ataypun sikap
untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap sesukanya, artinya boleh
menerapan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi. Sikap seperti
itu adalah sikap yang kelirs dalam menerapkan “discretionary power”
yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah.
Sikap pemerintah tersebut diatas hendaknya didasarkan atas norma
pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis.>

Rumusan Diktum KELIMA sangat menyesatkan dan salab karena
mencampuradukan antara rumusan sanksi dan penentuan standar penentu
alokasi pembagian Dana Otsus. Kesesatan yang ditimbulkan dalam
bentuk menakut-nakuti atau mengancam seperti itu sangat tidak layak

menjadi pertimbangan. Diktum ini juga bertentangan dengan Pasal 10

PPhilipus M. Hadjon, “Penegalan Hukum Administrasi : Dalam Kaitannya Dengan
Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Th, 1982 Tentapg Keteniuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Yuridika Majalah Fabmltes Hukum UNAIR No. 1 Tahun XI
Januari — Pebruari 1996, hal 3
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Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004, yang mengatur bahwa
apabila Pemerintah Kabupaten dan Kota -tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dikenakan sanksi penundaan pencairan dana
berikutnya. Rumusan Diktum KELIMA juga bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Ketyjuh standar (kriteria/variable) tersebut diatas lebih
menunjukan pemahaman bahwa Dana Otsus diberikan kepada orang
(masyarakat) Papua tanpa melihat atau mempertimbangkan daerah
penghasil sumberdaya alam. Hal in1 bertentangan dengan ide dasar
alokasi pembagian Dana Otsus sebagaimana dirumuskan dalam naskah
akdemis UU Otsus Papua. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Papua
ternyata tidak memberi pertimbangan yang memadai terhadap
kepentingan kabupaten penghasil sumber daya alam. Pemerintah
Provinsi Papua tidak mempertimbangkan atas dasar semua kepentingan
yang terkait (kepentingan kabupaten dan kota) sehingga menjurus kepada
tindakan sewenang-wenang.

2. Mekanisme Pembagian dan Penyaluran Dana Otsus Bagian
Kabupaten dan Kota.

Untuk menelusuri mekanisme pembagian Dana Otsus, pertama-

tama ditelusuri pemikiran-pemikiran yang melandasi lahimya Undang-

undang Otsus Papua yang terangkum dalam naskah akdemis. Ide dasar

pengaturan alokasi pembagian Dana Otsus Papua antara Pemerintah
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Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana

disebutkan dalam naskah akademis menegaskan :

Untuk tahap awal periu digalang pemahaman dan kesepakatan
bersama antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat di Propinsi dengan
pemerintah dan wakil-wakit rakyat di parlemen Kabupaten/Kota
tentang berapa besar dana yang perlu dikelola langsung oleh propinsi
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di propinsi dan
kabupaten-kabupaten yang sumber dayanya belum termanfaatkan
secara baik dan berapa yang harus ditinggalkan di kabupaten-
kabupaten tertentu karena memang sumberdaya keuangan itu berasal
dari kabupaten tersebut. Hal ini penting agar Jayapura tidak menjadi
Jakarta — dalam arti Jayapura menjadi pusat segala-galanya, yang
pada gilirannya akan dengan mudah memunculkan ketergantungan
yang tidak pertu, macetnya inisiatif Kabupaten/Kota, inefisiensi
pembangunan dan pemerintahan propinsi yang korup,

Dengan berpegang pada ide dasar mengenai alokasi pembagian
sumber daya keuangan tersebut diatas, pembagian Dana Otsus Papua
seyogyanya harus ada keterbukaan dalam kebersamaan yang melahirkan
kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah
Kabupaten dan Kota. Pencgasan mengenai adanya kesepakatan tersebut
diatas juga berlaku dalam pembagian Dana Otsus antar kabupaten dan
kota sendiri. Kesepakatan bukan sekedar dirumuskan secara normatif
dalam suatu naskah yang ditanda tangani bersama. Pemerintah Provinsi
Papua harus menyediakan forum dengar pendapat (dialog). Dialog yang
untuk membicarakan semua aspek yang perlu diatur. Dialog atau forum
dengar pendapat atau yang lazim dikenal dengan istilah Jorum

pembahasan tersebut diharapkan terjadi dalam hubungan yang setmbang.

** Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua Jayapura, Op. Cit., hal. 7
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Untuk memenuhi apa yang diharapkan Pasal 34 ayat (7) UU
Otsus Papua, perlu dibangun suatu prosedur atau mekanisme yang tepat
untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada : kepentingan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota. Disamping
itu juga tidak mengabaikan hak-hak kabupaten penghasil sumber daya
alam dan kabupaten yang berkekurangan. Kabupaten penghasil sumber
daya alam harus menerima porsi yang semestinya. Porsi semestinya
mengandung makna bahwa kabupaten penghasil sumber daya alam tidak
berkelebihan dan kabupaten lainnya tidak berkekurangan. Dengan
demikian diharapkan terjadi keseimbangan,

Menurut Philipus M. Hadjon, asas umum prosedur bertumpu
atas tiga landasan hukum administrasi, yaitu : asas negara hukum, asas
demokrasi dan asas instrumemtalia. Asas negara hukum dalam prosedur
utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi
dalam berkenaan dengan asas Kketerbukaan dalam penyelenggaraan
pemerintzhan.  Keterbukaan pemerintahan memunginkan peranserta
masyarakat terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan sarana
peranserta : keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain. Asas keterbukaan
mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan
pemerintahan. Asas instrumentalia meliputi asas efisiensi (doelmatigheid :

daya guna) dan asas efektivitas ( doeltreffenheid : hasil guna).”’

*'Phitipus M. Hadjon, “Klasifikasi dan Identifikasi Cacad Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha
Negara”, Universitas Airlangga Surabaya, hal. 3
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Keterbukaan memungkinkan tercapainya persetujuan-persetujuan
untuk dijadikan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten dan Kota. Keterbukaan untuk membicarakan
proses pembagian, prosentase penerimaan antara provinsi dengan
kabupaten/kota dan besarnya dana yang diterima masing-masing
kabupaten/kota, adanya batasan waktu. Konsekwensinya dibutuhkan
kesepakatan mengenai pola dan standard pembagian Dana Otsus bagian
kabupaten dan kcta. Keterbukaan dalam dialog ini menyangkut
perencanaan penggunaan, penetapan standar-standar atau kriteria
(venable) penentu pembagi, juga keterbukaan dalam merumuskan alokasi
pembagian dan penyaluran dan pertanggung jawaban Dana Otsus.

Kebersamaan harus dilihat sebagai posisi vang sama antara
Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam
mengelola, mengatur dan merencanakan penggunaan Dana Otsus Papua.
Dari sudut pandang lain, kebersamaan secara historis bahwa otonorni
khusus diperoleh akibat akumulasi permasalahan semua masyarakat
Papua. Senapas dengan itu Dana Otsus Papua merupakan hasil perjuangan
bersama.

Dialog atas dasar prinsip keterbukaan dan kebersamaan
memungkinkan adanya peranserta dari Pemerintah Kabupaten dan Kota
dalam pembagian Dana Otsus baik menyangkut bagian provinsi maupun
Dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota. Pemerintah Kabupaten dan Kota

akan mengemukakan pemikiran-pemikirannya untuk mendapat respons
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dari Pemerintah Provinsi Papua. Peranserta Pemerintah Kabupaten dan
Kota merupakan prosedur hukum yang memberi andil kepada efisiensi dan
efektivitas proses pengambilan dan kualitas keputusan untuk mencapai
kesepakatan yang menyangkut : perencanaan, alokasi pembagian,
penetapan standar (/kriteria/variable) penentu pembagi Dana Otsus
(terutama yang menjadi bagian kabupaten dan kota),

Keterbukaan dalam arti meeweten (ikut mengetahui)) dan
meedenken (ikut memikirkan) dalam pembagian Dana Otsus sangat
escnsial, sedangkan peranserta dalam arti meedenken, meespreken (ikut
membicarakan) dan meebeslissen  (ikut memutuskan) merupakan
konsekwensi dari keterbukaan. Dengan begitu akan mengurangi ganjalan-
ganjalan yang mungkin akan timbul dalam implementasi UU Otsus secara
keseluruhan, terutama dalam penentuan alokasi pembagian Dana Otsus
bagian Kabupaten dan Kota. Inspraak dapat berbentuk prosedur keberatan.
Keberatan-keberatan dapat dikemukakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Kota atas ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Dana Otsus yang
ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua. Konsekwensinya harus disediakan
suatu aturan yang menunjuk kepada prosedur penyampaian keberatan,
melalui banding administratif atau gugatan. Dengan sendirinya atas dasar
prinsip keterbukaan dan kebersamaan akan ada peranserta Pemerintah
Kabupaten dan Kota dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Otsus

yang partisipatif.
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2.1 Mekanisme Pembagian Dana Otsus Bagian Kabupaten dan
Kota.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah,
khususnya terkait dengan Pasal 15 dan Pasal 34 UU Otsus Papua,
Pemerintah Provinsi Papua mengklaim mempunyai kewenangan untuk
mengatur, menetapkan dan mengendalikan pengelolaan Dana Otsus.
Dikaitkan dengan Keputusan Bersama Menter1 Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/KMK .(2/2003, alokasi
pembagian Dana Otsus antara provinsi dengan kabupaten dan kota
diharapkan diatur secara adil dan berimbang atas dasar musyawarah
mufakat antara Gubemur dengan Bupati dan Walikota.

Pembagian Dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota diatur
sebagai berikut :

a. Untuk Tahun 2002, masing-masing kabupaten dan kota (14

Kabupaten/Kota) memperoleh Dana Otsus dalam bentux :

- bantuan keuangan berupa : (dana cash/fresh money) dan dana

pembebasan biaya EBTA untuk SD, SLTP, SMU dan SMK. Dana
fresh money penggunaannya diarahkan untuk 4 program prioritas
: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi
rakyat dan pembangunan sektor lain.

- bantuan pembangunan, yaitu alokasi dana pada program-program

tertentu yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Pemerintah Provinsi.
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Atas dasar pengaturan tersebut diatas, plafon Dana Otsus yang
diterima masing-masing kabupaten dan kota telah ditentukan terlebih
dahulu oleh Pemerintah Provinsi. Bukan saja mengenai besaran plafon
dana tetapi juga mengenai program atau kegiatan. Pemerintah
Kabupaten dan Kota hanya menerima baik dana maupun program yang
telah ditetapkan dan diarahkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota hanya
melaksanakan apa yang telah menjadi ketetapan Pemerintah Provinsi,
walaupun mungkin saja ada kabupaten/kota yang menyiapkan usulan
program/kegiatan terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten dan Kota
mengajukan usulan program/kegiatan, sumber dan jumlah (pagu) dana
yang dibutuhkan, namun usulan tersebut harus disesuaikan/diselaskan
dengan apa yang telah dipatok oleh Pemerintah Provinsi.

Dengan lain perkataan apa yang telah ditetapkan Pemerintah
Provinsi menjadi satu-satunya landasan atau acuan yang harus
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bantuan keuangan (dana
cash/fresh money) dan bantuan pembangunan turun dalam bentuk
program yang telah ditentukan dan diarahkan Pemerintah Provinsi.
Mestinya untuk membiayai program yang disepakati antara Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh karena belum tersedianya Perdasus sebagai instrumen
pembagian Dana Otsus antara provinsi dengan kabupaten dan kota,
maka tidak secara tegas diketahui apa yang menjadi standar

(kriteria/variable) penentu besaran yang diterima masing-masing
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kabupaten dan kota. Disini Pemerintah Provinsi dapat saja melakukan
tindakan semaunya/sewenang-wenang (willekeurig)  karena tidak
adanya ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan pagu Dana
Otsus yang menjadi hak masing-masing kabupaten dan kota.

Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota seperti layaknya hubungan dokter dan
pasien. Pemerintah Provinsi menentukan segala-galanya, Pemerintah
Kabupaten dan Kota berada pada posisi membutuhkan kucuran Dana
Otsus dari Pemerintah Provinsi. Untuk membahas program dan dana
Pemerintah Kabupaten dan Kota diundang dalam suatu pertemuan,
namun hanya membicarakan program yang harus dilaksanakan, tetapi
tidak membicarakan dan mensepakati plafon dana yang diterima
masing-masing Kabupaten/Kota. Plafon dana telah ditetapkan
Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten dan Kota
hanya melaksanakan apa yang telah digariskan Pemerintah Provinsi.

Forum pembahasan berlangsung dalam hubungan yang tidak seimbang.

b. Untuk tahun 2003, pembagian Dana Otsus bagian Kabupaten dan Kota
(28 Kabupaten/ Kota). diatur sebagai berikut :
- bantuan dana segar (fresh money) untuk 14 kabupaten/kota induk
(lama).
- bantuan dana segara (fresh money untuk 14 kabupaten pemekaran

(baru).
- bantuan proyek yang diarahkan untuk 14 kabupaten/kota lama.
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Alokasi Dana Otsus dalam bentuk fresh money untuk
kabupaten dan kota lama penggunaannya diarahkan untuk 4 program
prioritas, sedangkan alokasi dana fresh money untuk kabupaten dan
kota pemekaran (baru) penggunaannya diarahkan untuk pembangunan
prasarana fisik pemerintahan.

Bantuan Proyek yang diarahkan mcnggambarkan bahwa
proyek-proyck untuk membiayai suatu kegiatan telah ditentukan dari
atas {provinsi). Kegiatan proyck yang dilakukan didacrah tertentu
sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi. Kalaupun
Pemerintah Provinsi mengundang Pemerintah Kabupaten dan Kota, hal
itu hanya datang dan mendengar berapa plafon dana yang disediakan
untuk masing-masing kabupaten dan kota yang tclah ditetapkan
Pemerintah Provinsi.

Bantuan proyek menunjukan kepada dana yang bisa saja
disediakan dalam APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Hal ini
mempunyai konsekwensi terhadap ada tidaknya instansi teknis.
Apabila ada suatu bantuan proyek namun tidak ada instansi teknis di
kabupaten/kota, maka dikelola Pemerintah Provinsi. Adakalanya untuk
proyek-proyek tertentu ditetapkan oleh Provinsi dengan alasan
ketersediaan  sumber daya manusia pengelola, memudahkan
pengawasan (jika dilaksanakan kabupaten/kota akan sulit dalam

pelaporan).
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Atas dasar perintah Pasal 27 ayat (2) dikaitkan dengan ayat (1)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Pemerintah Provinsi
mengalokasikan aggaran biaya melalui APBD Provinsi Papua untuk
menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan 14 (empat belas)
kabupaten pemekaran sampai ditetapkannya APBD kabupaten-
kabupaten pemekaran. Karakteristik alokasi dana yang dimasukan
kedalam APBD Provinsi Papua adalah sebagai penunjang. Sedangkan
bcban utama untuk menunjang kelancaran pelayanan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat ada pada 7 (tujuh) kabupaten

induk.

¢. Untuk Tahun 2004, pembagian Dana Otsus bagian Kabupaten dan
Kota (29 Kabupaten/Kota), diatur sebagai berikut :

- alokasi Dana Otsus untuk 14 (empat belas) Kabupaten/Kota
Induk diberikan dalam bentuk blockgrant. Selurubnya
dimasukan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Pemanfaatan Dana Otsus tersebut ditujukan untuk :

- 40 % dari total dana bagian masing-masing kabupaten/kota
untuk membiayai 4 program prioritas dan program penunjang
lainnya.

- 60 % dari total dana bagian masing-masing kabupaten/kota
untuk membiayai program-program prioritas bidang sosial
budaya, bidang eckonomi dan fisik dan prasarana serta
pengendalian dan pengawasan. Program-program ini diusulkan
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teriebih dahulu dalam bentuk RD (rencana definitif) oleh
masing-mazing kabupaten dan kota, kemudian dibahas dan
disepakati: bersama Pemenntah Provinsi.

Hasil kesepakatan merupakan bahan dasar untuk dipedomani

dalam penyusunan RAPBD kabupaten dan kota masing-masing.

- alokasi Dana Otsus untuk 15 (lima belas) Kabupaten pemekaran

{baru), diatur :

- 40 % dari total dana diberikan dalam bentuk blockgrant. Dana

ini diprioritaskan untuk membiayai : pembangunan/rehabilitasi
prasarana dan sarana fisik pemerintahan serta untuk membiayai
kegiatan pengendalian dan pengawasan, yang disusun dalam
RPKK (rencara pembiayaan kegiatan kabupaten/sejenis
RAPBD).
RPKX ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan baru dapat
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubemur
Provinsi Papua. Karakter pengesahan Gubernur atas KPKK
merupakan wewenang pengawasan preventif Pemerintah
Provinsi Papua atas Pemerintah Kabupaten dan Kota.

- 60 % dari total dana diberikan dalam bentuk bantuan
program/kegiatan yang ditetapkan. Seluruhnya dimasukan
dalam APBD Provinsi Papua Tahun 2004. Dana ini
dipergunakan untuk membiayai program-program prioritas
bidang : sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana.

80

Tesis Pembagian dana otonomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

Program/kegiatan ini diusulkan dalam bentuk RD masing-
masing kabupaten dan kota untuk dibahas dan disepakati
bersama Pemerintah Provinsi. Hasil kesepakatan dimasukan
dalam RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.
Alasan dimasukannya dana-dana Otsus tersebut kedalam
APBD Provinsi dikarenakan kabupaten-kabupaten pemekaran belum
mempunyai lembaga DPRI), disamping kelembagaan yang belum
memadai, terbatasnya sumber daya aparatur pemerintahan.
Pembagian Dana Otsus untuk Tahun 2004 diatur dengan
Perda Provinsi Papua No. 2 Tahun 2004 jis Keputusan Gubernur
Provinsi Papua No. 39 Tahun 2004 jis Keputusan Gubernur No. 40
Tahun 2004. Dana Otsus bagian kabupaten dan kota sebesar 60 %,
diatur sebagai berikut :

- untuk 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan kota, terlebih
danulu ditetapkan pagu dasar yang jumlahnya sama untuk
masing-masing kabupaten dan kota.

- Sisanya dana (setelah dikurangi jumlah keseluruhan pagu dasar),
dibagi kepada 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan kota atas
dasar 7 (tujuh) standar (kriteria/variable) penentu, yaitu : fuas
wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, DAU, PAD,

PDRB dan tingkat kesulitan daerah.

Bantuan dana dalam bentuk blockgrant terdiri dari dana yang

diarahkan dan dana yang dxtetapkan Dana yang diarahkan menunjuk
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kepada pembiayaan terhadap program-program yang sudah jelas.
Dana tersebut disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu
atau program-program vital/penting yang memerlukan penanganan
segera. Program-program tertentu tersebut biasanya datang dari atas
(Pemerintah Provinsi).

Sedangkan dana yang ditetapkan adalah dana yang besarnya
telah ditetapkan Pemerintah Provinsi untuk membiayai program atau
kegiatan yang memerlukan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan program datang dari bawah
(kabupaten/kota) namun dalam prakte_k tidak jarang pula program
datang dari atas karena dianggap kemampuan sumber daya manusia
dari bawah belum memadai. Dana diarahkan pada umumnya
diberikan dalam bentuk fresh money.

Pada dasarnya untuk dana blocgrant diberikan dalam bentuk
fresh money dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RD
kemudian dikonsultasikan kepada Pemerntah Provinsi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian (kontrol).

d. Untuk Tahun 2005, alokasi pembagian Dana Otsus terlebih dahulu
diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan para
Bupati dan Walikota tanggal 5 Juli 2005. Pasal 2 dan 3 Kesepakatan
Bersama tersebut mengatur mengenai beban yang harus ditanggung

bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
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program-program yang membutuhkan penanganan segera yaitu :
sosialisasi dan pemilihan keanggotaan lembaga MRP dan
pembangunan infrastrukturnya, Pilkada Provinsi dan Kabupaten dan
Kota serta pembangunan rumah sakit pendidikan (sekaligus rumah
sakit rujukan) untuk kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas
Cenderawasih dan Pembiayaan kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang
bersifat strategis.

Atas dasar Kesepakatan Bersama tersebut, alokasi pembagian
Dana Otsus Tahun Anggaran 2005 diatur sebagai berikut :

- Terlebih dahulu ditetapkan pagu dana yang harus ditanggung
bersama untuk membiayai program-program tersebut diatas.

- Sisanya dibagi antara Pemerintah Provinsi dan 29
Kabupaten/Kota dengan prosentase 40 : 60.

- Pembagian Dana Otsus bagian kabupaten dan kota disesuaikan
dengan kondisi daerah masing-masing (Pasal 4), vyang
didasarkan pada 7 (tujuh) variable penentu, yaitu : luas wilayah,
Jjumlah penduduk, jumilah penduduk miskin, DAU, PDRB, PAD
dan tingkat kesulitan daerah.

- Kabupaten/Kota memperoleh Dana Otsus dalam bentuk block
grant, yang terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan

Kota.
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Berdasarkan Keputusan Guberur Provinsi Papua Nomor 62
Tahun 2005 sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tersebut
diatas, alokasi pembagian Dana Otsus Papua diatur sebagai berikut
1) Total dana yang disalurkan Pemernintah dan diterima Provinsi
Papua terlebih dahulu disisihkan sejumlah dana yang
dialokasikan untuk membiayai kegiatan strategis dengan skala
besar seperti tersebut diatas. Kegatan tersebut menjadi
tanggungan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2) Sisa dana ad. 1) dibagl antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemenntah Kabupaten dan Kota sesuai prosentase 40 : 60.
Secara sederhana dapat dirumuskan dalam skema dibawah ini.
Skema : Alokasi Pembagian Dana Otsus. Tahun 2005,
TD--KS=Pr+KK
TD : Total Dana Otsus
KS : Jumlah Dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan strategis
yang membutuhkan penanganan segera.

Pr  : Alokasi dana untuk Provins sebesar 40 %
KK : Alokasi dama untu Kabupaten/Kota sebesar 60 %

Dana Otsus bagian kabupaten dan kota Tahun 2005 sebesar 60
% diberikan seluruhnya dalam bentuk blockgrant dan dimasukan
dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota. Proses pembagian
Dana Otsus untuk masing-masing kabupaten dan kota, diatur sebagai

berikut :
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- untuk 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan kota, terlebih
dahulu ditetapkan pagu dasar yang jumlahnya suma untuk
masing-masing kabupaten dan kotz.

- Sisanya dana (setelah dikurangi jumlah keseluruhan pagu
dasar), dibagi kepada 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan
kota atas dasar 7 (tujuh) standard (kriteria/variable) penentu,
yaitu : luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk
miskin, DAU, PAD, PDRB dan fingkat kesulitan daerah.

Penggunaan Dana Otsus Papua disamping digunakan untuk

membiayai program-program : pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan
ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur dan program penunjang
jainnya, juga dipakai untuk membiayai kegiatan atau program yang
membutuhkan penanganan segera. Penggunaan Dana Otsus untuk
membiayai Pilkada, penanganan dan rehabilitasi pasca gempa Nabire
menggambarkan betapa besar ketergantungan Provinsi Papua atas Dana
Otsus. Program-program/kegiatan  tersebut  seharusnya dapat dicari
sumber pembiayaan lain. Dana Otsus diberikan untuk suatu kurun waktu
tertentu. Dana Otsus diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
berorientasi langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Papua. Dengan beban yang besar, maka Dana Otsus tidak akan mampu
secara maksimal dan efektif meningkatkan kescjahteraan masyarakat

Papua. Dikuatirkan untuk wakiu yang lama akan terjadi ketergantungan
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permanen. Matinya kreaktivitas daerah untuk menggali potensi sumber
pendapatan daerah lainnya.

Atas dasar uraian tersebut diatas, pembagian alokasi dan
penyaluran Dana Otsus kepada Kabupaten dan Kota sesungguhnya telah
ditentukan baik plafon dana maupun program oleh Pemerintah Provinsi.
Kalaupun ada usulan dari bawah (kabupaten/kota) harus disesuaikan
dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.  Disini
Pemerintah Provinsi masih mempelihatkan kekuasaan (wewenang) yang
besar.,

Alas dasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, nampaknya ada
pembedaan dalam mekanisme alokasi pembagian Dana Otsus. Ketentuan-
ketentuan tersebut digunakan hanya untuk pembagian antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, sedangkan alokasi
pembagian Dana Otsus Bagian Kabupaten dan Kota secara umum telah
ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten
dan Kota diwajibkan untuk menyusun program/kegiatan dalam RD yang
dikonsultasikan dan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.

Dengan tidak disertakan secara maksimal dan efektif Pemerintah
Kabupaten dan Kota dalam penyusunan alokasi pembagian Dana Otsus
bagian Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Provinsi Papua tidak
dengan sungguh-sungguh menjalankan asas keterbukaan. Konsekwensinya
akan ada rasa ketidakpuasaan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota,

walaupun tidak secara myata ditunjukan dengan sikap demostratif. Perda
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Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 sebagai landasan pembagian Dana
Otsus tidak menyediakan prosedur keberatan sebagai salah satu wujud
adanya keterbukaan dalam alokasi pembagian Dana Otsus masing-masing
kabupaten dan kota.

Kemungkinan penggunaan instrumen keberatan dalam penentuan
alokast pembagian Dana Otsus dapat ditelusuri dari sumber pembiayaan
penyelenggaraan otonomi khusus (Dana Otsus) dan Penyalurannya. Dana
Otsus berasal dari dana perimbangan bagian Provinsi Papua dan
Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Otonomi Khusus. Dana

Perimbangan bersumber dari APBN.

22 Mekanisme Penyaluran Dana Otsus Bagian Kabupaten dan
Kota.

Penyaluran Dana Otsus dilakukan secara bertahap (per triwulan)

oich Pemenintah dan dimasukar/ditempatkan dalam Kas Daerah Provinsi,

dengan komposisi sebagai berikut :

untuk triwulan pertama pada bulan : Pebruari, sebesar 15 %
- untuk tnwulan kedua pada bulan : April, sebesar 30 %:

- untuk triwulan ketiga pada bulan : Juli, sebesar 40 %;

- untuk triwulan keempat pada bulan : Oktober, sebesarls %.

Proses dan tahapan pencairan Dana Otsus secara triwulan

a. Gubernur menyampaikan surat permintaan penerbitan SK.O (Surat
Keputusan Otorisasi) kepada Menteri Keuangan;
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b. Menteri Keuangan menerbitkan SKO ditujukan kepada Gubernur,
Kantor Wilayah XXX Dirjen Anggaran Jayapura dan KPKN
(Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara);

c. Atas dasar SKO, Gubernur menyampaikan SPP (Surat Permintaan
Pembayaran) kepada KPKN;

d. Selanjutnya KPKN menerbitkan SPM-LS atas nama Gubernur
pada rekening Provinsi.

Menteri Keuangan dalam hal menerbitkan SKO sebagai dasar

penyaluran Dana Otsus per- triwulan dilakukan setelah memperhatikan
pertimbangan dari Mentert Dalam Negeri. Atas dasar Pasal 3 ayat 3
Keputusan Bersama Menter Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor
160a/KMK.02/2003 tanggal 29 April 2003, Menteri Dalam Negeri dapat
menyampaikan pertimbangan berupa penundaan penyaluran Dana Otsus
kepada Menteri Keuangan apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai
sasaran.  Karakteristik wewenang Menteri Dalam Negeri adalah
wewenang pengawasan.

Dengan konstruksi demikian, maka dapat dimungkinkan
penerapan prosedur keberatan dalam alokasi pembagian Dana Otsus
bagian Kabupaten dan Kota. Telah diuraikan diawal bahwa Dana Otsus
yang disalurkan kepada provinsi dan kabupaten/kota di Papua bersumber
dari Dana Perimbangan (APBN). Atas dasar hubungan keuangan antara
Pemerintah dengan satuan-satuan pemerintahan di Daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) sebagaimana dimaksud Pasal 18 A UUD 1945,

Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan

88

Tesis Pembagian dana otonomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

kontrol atas pengelolaan keuangan negara, termasuk pembagian Dana
Otsus.

Atas dasar mekanisme penyaluran dan sumber pembiayaan
penyelenggaraan otonomi khusus, maka apabila Pemerintah Kabupaten
dan Kota merasa tidak puas atas pagu dana yang ditetapkan Pemerintah
Provinsi dapat mengajukan keperatan. Prosedur keberatan harus diatur
dalam Perdasus (dalam hal ini diatur dalam Perda apabila belum terbentuk
Perdasus). Dalam pengaturan tentang keberatan diawali dengan ketentuan
tentang kewajiban mendengarkan pihak-pithak yang berkepentingan,
terutama Pemerintah Kabupaten dan Kota. Keberatan dapat diajukan oleh
Pemerintah Kabupaten dan Kota terhadap penetapan alokasi pembagian
Dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi. Apabila keberatan ditolak, maka

dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat.
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BAB il
HAK KABUPATEN DAN KOTA DALAM WILAYAH
PROVINS! IRIAN JAYA BARAT ATAS DANA OTONOMI KHUSUS

Telah uraikan sebelumnya bahwa atas dasar Pasal 1 huruf a dikaitkan
dengan 34 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7), Dana Otsus diperuntukan bagi
Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan wewenang
otonomi khusus. Kabupaten dan kota yang dimaksud adalah kabupaten dan kota

. yang berada dalam wilayah ataw merupakan bagian dari Provinsi Papua (yang
dabulu bemama Provinsi Irian Jaya sebelum adanya pemekaran). Berkaitan
dengan itu, maka masing-masing satuan pemerintahan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) sebagai subyek hukum mempunyai hak atas Dana Otsus. Hak
tersebut melahirkan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya
kevwangan otonomi khusus bagi kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewenangan
bertumpu pada asas legalitas, yang tercermin dalam undang-undang
pembentukan daerah otonom tersebut.

Dana Otsus berasal dari bagi hasil sumber daya alam. Sumber daya alam
tersebar hampir di semua kabupaten dan kota (walaupun tidak merata). Dari sisi
historis, Otonomi Khusus (yang membawa konsekwensi penyaluran Dana Otsus)
diberikan sebagai akibat akumulasi persoalan masyarakat Papua tanpa
membedakan satnan-satuan pemerintahan (provinsi dan kabupaten). Atas dasar
itu, maka seyogyanya semua kabupaten dan kota di Papua berhak atas Dana
Otsus.
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Sebelum pemberlakuan otonomu khusus, di wilayah Irian Jaya terdapat
3 (tiga) Provinsi, yaitu : Provinsi Irian Jaya Timur (sebagai provinsi induk),
Provinsi Inan Jaya Tengah dan Provinsi Irtan Jaya Barat. Provinsi Inian Jaya
Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat merupakan hasil pemekaran dan provinsi
induk berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 (UU
Pemekaran Provinsi Inan Jaya). Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi
(Putusan MK) Nomor 018/PUU-I/2003 dalam Kasus Pemekaran Wilayah Irtan
Jaya™, secara yuridis di wilayah Papua terdapat dua provinsi yaitu Provinsi
Papua dan Provinsi Irizn Jaya Barat.’’ Putusan MK tersebut telah mencabut
UU Pemekaran Provinsi Papua, tetapi secara inkonstitusional mensahkan
terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat.

Putusan MK tersebut sertamerta telah membagi kabupaten dan kota
kedalam dua wilayah provinsi. Untuk mengetahui hak kabupaten dan kota
didalam Provinsi Irian Jaya Barat atas Dana Otsus, pertama-tama ditelusuri dan
kriteria atau syarat-syarat sebagai subyek penerima Dana Otsus menurut UU
Otsus Papua. Selanjutnya dikaji undang-undang pembentukkan atau pemekaran

yang menjadi landasan hukum lahirnya daerah otonom kabupaten/kota tersebut.

*Kasus Pemekaran Wilayah Irtan Jaya adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan
permohonan pengujian UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan
Kota Sorong, yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan
dengan Pasal 18B Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang digjukan oleh
JOHN IBO, MM. dalam kapasistasnya selaku Ketua DPRD Provinsi Papua mewakil kepentingan
DPRD Papua (sesuai Hasil Rapat Pleno DPRD Provinsi Papua).

¥Secara factual pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat masth belum tuntas diselesaikan
walaupun sudah terbentuk lembaga DPRD sebagai partner kerja eksekutif. Konsekwensinya
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya belum secara efektif dan
maksimal berjaian.
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1. Kriteria Kabupaten dan Kota Yang Berhak Atas Dana Otsus Papua.
1.1 Merupakan Bagian Dad Provinsi Papua (Provinsi Irian Jaya secara

Utuh).

Sejak adanya Putusan MK No. 018 PUU-L2003, secara yuridis
di wilayah yang dahulu bernama Irian Barat (kemudian menjadi Irian
Jaya) terdapat 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua (sebagai provinsi Induk)
dan Provinsi Irian Jaya Barat. Konsekwensinya kabupaten dan kota yang
dahulu berada dibawah satu provinsi (provinsi induk) terbagi kedalam
dua provinsi.

Berkattan dengan penyaluran Dana Otsus Papua, Pasal 34 ayat
(3) mengatur bahwa dana dalam rangka Otonomi Khusus merupakan
bagian dari Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua dan
Kabupaten/Kota. Menurut Philipus M. Hadjon, dengan mencermati
konsiderns Mengingat UU No. 21 Tahun 2001 angka 8 dan angka 9
dikaitkan denzen Pasal 1 huruf a UU No. 21 Tahun 2001, Provinsi Papua
adalah Provinsi Irian Jaya secara utub. Propinsi Irian Jaya secara utuh
berarti Propinsi Irian Jaya sebelum dikurangi Propinsi Irian Jaya Tengah
dan Irian Jaya Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
UU No. 45 Tahun 1999.%

Dengan demikian daerah otonom provinsi yang berwenang
melaksanakan otonomi khusus adalah Provinsi Papua yang dahulu

bernama Propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan Pen. Pres Nomor

% Philipus M. hadjon, “Inkonstitusionalitas UU no. 45 th. 1999 jo. UU no. 5 th. 2000 tentang
Pembentukan Propiusi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, Op.Cit., hal. 3
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1 Tahun 1962 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Inian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat. Dengan sendirinya kabupaten dan kota
yang berhak atas Dana Otonomt Khusus adalah kabupaten dan kota yang
dibentuk bersamaan dengan pembentukan Propinsi Inan Barat atau

merupakan hasil pemekaran dari kabupaten-kabupaten tersebut.

1.2 Merupakan Hasil Pembentukan atau pemekaran Dari Kabupaten
induk Atas Usul Provinsi Papua. '

Dalam kaitannya dengan pembentukan daerah baru (dacrah
otonom provinsi dan kabupaten/kota), Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (selanjutnya
disebut UU OTDA) mengatur bahwa pembentukan daerah dapat berupa
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah dan dapat saja
dilakukan pemekaran daerah (provinst maupun kabupaten/kota) dan satu
daerah menjadi dua dacrah atau lebih. Ayat (4) menegaskan bahwa,
“pemekaran dani satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai
batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1} menghendaki bahwa pembentukan
daerah tersebut harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan. Syarat administratif untuk pembentukan kabupaten/kota
menurut Pasal 5 ayat (3) meliputi : adanya persetyjuan DPRD

kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan
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DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Syarat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) menunjuk kepada
dasar pertimbangan pembentukan dacrah yang melipuii faktor
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang
memunginkan terselenggaranya otonomi dacrah. Penjelasan Pasal 5 ayat
{(4) merumuskan faktor lain : pertimbangan kemampuan keuangan,
tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Syarat fisik l;elipllii paling sedikit 5 (lima)
kecamatan unfuk pembentukan kabupaten, 4 {empat) kecamatan untuk
pembentukan k(ﬁa, termasuk lokasi dan sarana prasarananya (ayat 5).
Disamping syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan,
dalam rangka otonomi khusus pembentukan, pemekaran, penghapusan,
dan/atau penggabungan daerah kabupaten dan kota dilakukan atas usul
Provinsi Papua scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU Otsus
Papua.

1.3 Melaksanakan Kewenangan Ofonomi Khusus Berdasarkan
Perdasus dan Perdasi.

Hak atas Dana Otsus bagi kabupaten dan kota merupakan
konsekwensi dari hubungan scbab akibat antara pembentukan atau
pemekaran daerah otonom dengan kewenangan yang dimiliki. Setiap
pembentukan kabupaten dan kota dalam rangka otonomi khusus
membawa konsekwensi melekatnya kewenangan otonomi khusus.
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Pasal 4 ayat (4) Otsus Papua mengatur bahwa “Kewenangan
Daerah Kabupatea dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya ayat (5)
mengatur bahwa “Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan
berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus
atau Perdas1”.

Ul Otsus Papua tidak mengatur secara khusus dan rinct
mengenai kewenangan dacrah otonom kabupaten dan kota dalam rangka
6t0n0mi khusus. Atas dasar Pasal 4 ayat (5) UU Otsus Papua, maka perlu
diatar sharing of power antara Pemenntah Provinst Papua dengan
Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dalam Perdasus dan Perdasi agar
tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan antar kedua daerah otonom
tersebut. Sampai sekarang belum ada pembagian kewenangan antara
kedua dacrah otonom tersebut. Konsekwensinya Pemerintah Kabupaten
dan Kota hanya melaksanakan kewenangan otonomi daerah berdasarkan
Pasal 14 UU OTDA.

Dengan demikian daerah kabupaten dan kota yang berhak atas
Dana Otsus haruslah merupakan bagian dari cakupan Provinsi Papua,
dibentuk atau dimekarkan dari daerah otonom kabupaten dan kota induk
yang berada dalam Provinsi Papua serta atas usul Provinsi Papua.
Dengan sendirinya mempunyai kewenangan untuk melasanakan otonomi

khusus,
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2. Pembentukan Provinsi Iran Jaya Barat dan Kabupaten Dan Kota
Dalam Wilayah Provinsi lrian Jaya Barat.
2.1 Pembentukan Provinsi iian Jaya Barat.

Pada dasar setiap pembentukan daerah otonom provinsi diikuti
dengan  terbentuknya daerah otonom kabupaten/kota. Hal ini
merupakan konsekwensi fogis dari prinsip hirarki pembagian daerah
sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua
UUD 1945 : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-iap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pembentukan daerah
otonom propinsi di wilayah yang dahulu bernama Nieaw-Guinea (Irian
Barat) dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. Dalam
penyusunan rancangan undang-undang tersebut disidang DPR,
Pemerintah menerangkan bahwa “Propinsi Irian Barat bersifat
perjuangan”. Kata “perjuangan” dipakai untuk menggugah semangat
rakyat Indonesia untuk merebut wilayah Indonesia (dalam hal ini Nieuw-
Guinea) yang masih dikuasai pemerintah Kerajaan Belanda. Sebelum
Perang Dunia 1l Nieuw-Guinea (wilayah Irian Barat) merupakan satuan-
satuan wilayah administratif dalam lingkungan Residentic Moluken
{Keresidenan Maluku). Selanjuntnya ditingkatkan menjadi keresidenan
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Mermuut Pasal 2 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1956, wilayah
Provinsi Irian Barat (perjnangan), meliputi ;

a. Wilayah Irian Barat yang pada saat pembatalan peganjian
Konprensi Meja Bundar pada tanggal 21 April 1956 masih
berada di dalam kekuasaan de facto Kerajaan Belanda tanpa
pcrsetujﬁan Pemerintah Republik Indonesia.

b. Kewedanaan Tidore, Distrik-Distrik Woda dan Petani yang
termasuk dalam lingkungan Daerah Maluku Utara.

Pada akhir tahun 1961 keadaan Propinsi Irian Barat
(perjuangan) sesungguhnya sudah krisis dan hanya tinggal nama saja.
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden/Panglima Tertinggs Angkatan
Perang Republik Indonesia mencanangkan TRIKORA (Tri Komando
Rakyat). Inti perjuangan Trikora adalah pengembalian wilayah Irian
Barat kedalam NKRI. Atas dasar itu Presiden mengeluarkan Penefapan
Presiden No. I Tahun 1962. Terhitung tanggal I Januari 1962 Propinsi
Inan Barat (perjuangan) dihapuskan dan diganti dengan nama Propinsi
Irian Barat Bemtuk Baru. Hal im dapat dilihat pada Konsiderans
Menitmbang Pen.Pres No. 1/1962 yang menegaskan bahwa “perdjoangan
pembebasan Irian Barat setelah Komando Rakyat diutjapkan meningkat
pada taraf pemasukan setjara nyata daerah Iran Barat kedalam
Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga diperfukan pembentukan

propinsi dengan nama “Propinsi Irian Barat Bentuk Baru”,
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Menurut PenPres 1962/1 (UU No. 1/Pnps/1962) Pasal 1
Residentie Nieuw Guinea yang diadakan dan masih diduduki oleh
Belanda selanjutnya dibentuk menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk baru
dengan ibukota : Kota Baru (Hollandia) yang terletak di daratan Irian
Barat (Pasal 2). Pasal 3-4 mengatur bahwa susunan pemerintah daerah
terdirt dari seorang Gubemnur putera asli Irian Barat dengan didampingi
Wakil Gubernur, DPRD dan Badan Pemerintah Harian Semua
pejabatnya diangkat oleh Presiden.

Atas dasar konflik yang terjadi antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka mulai tanggal 1
Oktober 1962, wilayah Inan Barat berada dibawah kekuasaan UNTEA
(United Nations Temporay Executive Authority) sebuah badan penguasa
pelaksana sementara PBB. Wilayah Irian Barat sejak masa Belanda
dibagi kedalam 6 (enam) afdecling. Pada masa UNTEA pembagiannya
tetap mengikuti pola Belanda dalam bentuk 6 division : Hollandia
(dahulu Hollandia), Biak (dabulu Geelvinkbaai), Manokwari (dahulu
west Nicuw-Guinea), Fak-Fak (dahulu Fak-Fak), Merauke (dahulu Zuid
Nieuw-Guinea) dan Central Highlands (dahulu centraal Bergland).
Masing-masing division dibagi dalam beberapa sub-divisions (dahulu
disebut Onderafdeeling). Masing-masing sub-division Iebih lanjut dalam

Districts (sama seperti dahulu).
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Atas dasar Penpres 1962/1 tersebut, untuk selanjutnya nama
“Propinsi Irian Barat Bentuk Baru” disebut dengan nama “Propinsi Irian
Barat”. Setelah dilakukannya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat)
Tahun 1969, wilayah Irian Barat (Mieuw-Guinea) berintegrasi kedalam
NKRL> Setelah wilayah frian Barat menjadi bagian dari NKRI
Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembentukan Provinst Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom D1 Propinsi Inan Barat.

Konsiderans Menimbang UU tersebut mengatur bahwa “sebagai
tindak landjut dan hasil Penentuan Pendapat Rakyat jang menetapan
Irnan Barat tetap merupakan bagian dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah di Irian Barat
jang efektif, demn kemajuan rakjat di Irian Barat, dipandang periu
Propinsi Inan Barat beserta kabupaten-kabupatennja jang dibentuk dan
diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 jo. Penetapan
Presiden No. 1 Tahun 1963 jo. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1963
Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 segera diatur kembali sebagai
Daerah-dacrah Otonom ... “. Selanjutnya atas dasar Peraturan
Pemernintah Nomor 5 Tahun 1973 nama Propinsi Irian Barat diganti

menjadi Irian Jaya.

*Pelaksanaan PEPERA masth terus dipersoalkan keabsahannya oleh sckelompok elemen
masyarakat di Papua karena diangpgap tidak sesuai dengan asasnya yaitu “one man one vote”
berdasarkan New York Agreernent 15 Agustus 1962
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Pasal 5 ayat (1) UU OTDA menegaskan bahwa pembentukan
daecrah harus memenuhi syarat administrasi, tekods dan fisik
kewilayahan. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa syarar administrasi
untuk provinsi meliputi : persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/walikota vyang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi
Menteri Dalam Negen. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa
persetujuan DPRD diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang
diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat. Persetujuan Gubemnur diwﬁjudkan dalam bentuk keputusan
Gubemur berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk olech
Pemenntah Provinsi. Tim ini mengikutsertakan tenaga ahli sesuai
kebutuhan. Sedangkan syaraf fisik, meliputi paling sedikit 5 (lima)
kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi

Disamping syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan,
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, pembentukan
daerah provinsi berdasarkan Pasal 76 UU Otsus Papua merumuskan
bahwa, “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan
atas persetyjuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan
sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya

manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang”.
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Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004
tentang Majelis Rakyat Papua (selanjutnya discbut PP MRP)
menegaskan bahwa, “Rencana pemekaran provinsi disampaikan oleh
Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat
pertimbangan”. Dengan demikian pembentukan atau pemekaran daerah
provinsi dalam rangka otonomi khusus Papua harus memenuhi syarat
administrasi, teknis, fisik kewilayahan dan harus mendapat
persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua).

Wilayah Irian Jaya (yang sekarang bernama Papua atau sering
disebut dengan istilah Tanah Papua) menurut data geografis memiliki
luas yang mencapai kurang lebih 3,5 kali Pulau Jawa atau dalam
Penjelasan Umum UU Otsus Papua disebutkan memiliki luas kurang
lebih 421.981 km2. Wilayah seluas ini sejak bergabung dengan NKRI 1
Mei 1969 (sejak PEPERA) atau sebelum adanya pemekaran wilayah
hanya memiliki satu daerah otonom provinsi. Atas dasar Undang-undang
Nomor 1/Pnps/1962 jo. Undang-undang Nomo 12 Tahun 1969 dibentuk
Provinsi Otonom Irian Barat yang mencakup 9 (sembilan) kabupaten
yang berstatus otonom.

Wilayah Irian Jaya yang demikian luas dan penempatan
wilayah dacrah kabupaten yang mengikuti topografi dan geografi yang
beragam dari pantai, pegunungan, kepulauan, rawa-rawa, sangat sulit

bagi pemerintah untuk menjangkau terutama dalam pelayanan
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pemerintahan, kesehatan, pendidikan. Untuk menjawab permasalahan
tersebut perlu dilakukan pemekaran wilayah.

Rencana  kebijakan pemekaran wilayah Irian Jaya
sesungguhnya telah lama diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Dari
berbagat dokumen pemerintah provinsi, diketahui bahwa rencana
pemekaran telah dibuat pada tahun 1984. Pada Tahun 1986 dibentuk 3
(tiga) Wilayah Pembantu Gubernur, yang berkedudukan di Jayapura,
Merauke dan Manokwari. Lembaga Pembatu Gubernur merupakan cikal
bakal pemeikaran wilayah Irian Jaya.

Dalam perkembangannya usul pemekaran wilayah Irian Jaya
selalu kandas, tidak mendapat kepastian. Pemerintzh tidak dengan
sungguh-sungguh merespons rencana pemekaran ini. Alasan klasik yang
selalu dipakai secbagai senjata pamungkas untuk menjawab usulan
pemekaran adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran sangat
beralasan apabila dikaitkan dengan ide dasar pemekaran daerah yaitu
untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Perlu dukungan
anggaran yang tidak sedikit mengingat letak geografis dan topografi
wilayah Irian Jaya yang rumit, keterbatasan sarana prasarana trasportasi
(darat, laut/sungai, udara), letak daerah yang saling berjauhan dan sulit
untuk dihubungkan,

Pada tahun 1999 seiring dengan tuntutan reformasi, alasan
keterbatasan dana menjadi tidak berarti manakala pertimbangan

pemekaran wilayah Irian Jaya bergeser dari ide memperpendek rentang

Tesis Pembagian dand @Bnomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

kendali penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Inan Jaya yang
demikian luas kepada upaya untuk mengakomodasi tuntutan pemisahan
diri rakyat Papua dani NKRI. Pemerintah memandang bahwa pemekaran
wilayah merupakan jawaban dalam upaya mempertahankan kedaulatan
NKRI. Pemekaran pada masa reformasi diharapkan akan memperkokoh
integritas wilayah NKRI. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka usulan
pemekaran wilayah Irian Jaya yang termuat dalam surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 125/803/SET. tertanggal 26
Maret 1999 langsung mendapat respons positif.

Atas dasar usulan Gubernur tersebut remcana pemekaran
wilayah Irian Jaya terealisasir dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pembentukan daerah terkait
dengan Pasal 5§ ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tzahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (1) mengatur : “Daerah
dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi
Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi
Daerah”. Sedangkan dalam ayat (2) menetapkan bahwa, pembentukan,
nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Undang-Undang,
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Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 mengatur bahwa, Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan

- semua Kota administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom
dengan memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang ini; sedangkan dalam
ayat (2) dinyatakan bahwa “Selambat-lambatnya dua tahun setelah
tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten dan
Kota administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah berubah
statusnya menjadr Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang ini”.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah
mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2000. Konsideran huruf f Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
merumuskan “bahwa sesuai dengan butir a, b, dan ¢, serta berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan
Kota Sorong harus ditetapkan dengan Undang-undang.”

Menurut Maria Farida Indrati, S., dari kajian perundang-
undangan, rumusan dalam konsideran huruf d Undang-undang Nomor
45 Tahun 1999 terscbut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
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Daerah. Rumusan dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya memerintahkan dilakukannya
pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, serta Kota Sorong, dan tidak merumuskan tentang pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat.®’

Lahirnya UU Pemekaran Inan tidak didasarkan pada landasan
hukum yang kuat. UU Otsus Papua maupun UU Pemekaran Wilayah
Irian Jaya sedikit banyak bersinggungan dengan aspirasi masyarakat
Papua untuk memisahkan dirt dann NKRI. Kedua UU tersebut
merupakan jawaban yang didesain Pemerintah sebagai strategi alternatif
yang dianggap mampu untuk mengakomodasi keinginan rakyat Papua
untuk memisahkan diri darnt NKRL

Perbedaan mencolok antara UU Pemekaran Wilayah Provinsi
Iran Jaya dengan UU Otsus Papua terletak pada proses
pembentukannya. Fembentukan UU Qtsus Papua didahului dengan
proses konsultasi publik untuk menampung aspirasi (keinginan) rakyat
Papua. Sedangkan dalam pembentukan UU Pemekaran Wilayah Propinsi
Irian Jaya tidak diikuti dengan proses konsultasi publik. Dengan begitu,
maka khusus pembentukan Propinsi Irian Jaya tengah dan Propinsi Irian
Jaya Barat tidak melalui konsultasi publik. Sedangkan pembentukan
kabupaten dan kota disetujui karena telah sesuai dengan usul Propinsi

Irian Jaya.

“'Maria Farida Indrati S., “Langkeh Panjang Menuju relisasi Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Op.Cit , hal. 71
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Pembentukan kedua provinsi imi tidak didasarkan atas aspirasi
sebagian besar masyarakat Papua. Pembentukan kedua provinsi ini tidak
terlebth dahulu meminta masukan dan pendapat dari DPRD
kabupaten/kota dan masyarakat yang akan menjadi cakupannya.
Dukungan masyarakat kabupaten dan kota yang menjadi wilayah
cakupan Propinsi Inan Jaya Barat itu baru ada setelah diberlakukannya
UU Otsus Papua terutama setelah adanya konflik horisontal di Papua.

Tidak terjadinya konsultasi publik dalam pembentukan UU
Pemekaran Wilayah Irian Jaya membawa konsekwensi pada subtansi
yang diatur terutama pertimbangan sosial budaya. Pembagian wilayah di
Papua trdak memperhatikan sifat dan karakteristik sosial budaya yang
dimiliki rakyat Papua. Pembagian wilayah dalam UU Pemekaran
Wilayah Inan Jaya kedalam tiga wilayah (provinsi) dan barat, tengah
dan timur diibaratkan seperti “memotong kue”, tidak mencerminkan peta
persebaran suku-suku di Papua. Pembagian wilayah kedalam tiga
wilayah tersebut jelas-jelas tidak memperlihatkan pertimbangan yang
matang dan memadai, terutama dari aspek sosial budaya yang ada,
dianut, dipraktekan dan dipertabakan secara turun temurun di Tanah
Papua.

Berdasarkan Field Of Anthropological Study (FOS)
mengelompokkan tujuh wilayah budaya Papua yaitu : (1) Saireri, (2)
Doberai, (3) Bomberai, (4) Ha-Anim, (5} Tabi, (6) Lani-Paqo, dan (7)

Me-Pago. Papua secara fisik terdiri dari 7 wilayah budaya spesifik

106
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dengan bahasa sukw/sub suku berjumlah sampai 250-an, yang menunjuk
adanya suku bangsa-suku bangsa di Papua.®’

Atas dasar kajian antropologi dan etnografi Papua adalah ideal
jika pemekaran wilayah Papua kedalam 7 (tujuh) provinsi yang berstatus
otonomi khusus, sesuai dengan batas budaya, ciri kelompok etnis, dan
latar belakang sejarah di Tanah Papua. Namun hal itu tidak akan efekiif
dan efisien jika dikaitan dengan jumiah penduduk di Tanah Papua.
Berdasarkan beberapa literatur, jumlah penduduk di Tanah Papua
diperkirakan berjumiah 2,5 juta jiwa. Suatu jumlah yang sangat sedikit
Jjika dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah Tanah Papua itu
sendiri.

Kebijakan pemekaran wilayah Irian Jaya menurut UU Nomor
45 Tahun 1999 tersebut membagi wilayah Irian Jaya menjadi tiga
provinsi yaitu

- Provinst Irian Jaya Timur (merupakan provinsi induk),
- Provinsi Irian Jaya Tengah, dan
- Provinsi Inian Jaya Barat.

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Inan
Jaya Barat menuai protes hampir diseluruh wilayah Irian Jaya yang
berujung terjadinya demonstrasi rakyat Papua. Sebagian besar rakyat
Papua melakukan aksi untuk menolak pembentukan Provinsi Irian Jaya

Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat.

% Koran Suara Perempuan Papua, “Sinkronisasi UU RI No : 2] Tahun 2001 versus UU RI
No : 45 Tahun 19997, No. 14 Tahun I, 21 Februari — 6 Maret 2005, hal 12
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Aksi  penolakan didasari beberapa alasan sebagaimana
disebutkan JOHN IBO, (selaku Pemohon) dalam surat permohonannya
tertanggal 13 Nopember 2003 63

(1) kebifakan pemekaran Wilayah Propinsi kian Jaya dilakukan ianpa
melalui proses konsultasi rakyat.

{2) kebijakan pemekaran Wilayah Iian Jaya tersebut tidak sesuai dengan
rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat |
Irian Jaya, yang antara lain menyebutkan bahwa pemekaran Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat | irian Jaya menjadi 2 (dua) propinsi, yaitu
{(a) Propinsi Daerah Tingkat | Ifan Jaya Timur, dengan ibu kota di
Jayapura, meliputi : Kabupaten Jayapura, Kodya Jayapura,
Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Puncak
Jaya; (b) Propinsi Daerah Tingkat { Irian Jaya Barat, dengan ibukota
di Manokwari, mefiputi : Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari,
Kabupaten Fakfak, kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kotif Sorong.

(3) Kebijakan Pemekaran Provinsi lrdan Jaya lebih berorientasi
sebagaistrategi untuk memperkokoh integritas wilayah NKRI, tanpa
bermaksud unfuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua
melalui akselerasi pembangunan secara berkeadilan. Hal ini terbuidti
dari format pembagian wilayah yang kurang memperhatikan aspek
kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan
kermampuan ekonomi.

Seperti telah diuratkan dalam bab satu, bahwa terhadap
permohonan pengujian UU Pemekaran Wilayah Irian Jaya (UU No. 45
Tahun 1999) yang dimohonkan Pemohon DPRD Provinsi Papua, dalam
putusannya MK mengabulkan permohonan Pemohon dengan
menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21
Tahun 2001 (UU Otsus Papua), pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999
bertentangan dengan UUD 1945. Dan Sejak diucapkannya putusan MK
tersebut, UU No. 45 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Putusan MK tersebut tidak hanya sampai disitu, ternyata

“*Mahkamah Kongtitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 018/PUU-L/2003, “Otonomi
Khusus Provinsi Papua Pasca Pembatalan UU No. 45 Tahun 1999, Jurnal Konstitusi MK, Volume
1 Nomor 2, Desember 2004, hal. 45
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masih berlanjut. Dalam pertimbangan hukumnya MK mensahkan
keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat karena dinilai secara normatif
pembentukan provinsi pemekaran telah terjadi sejak diundangkannya
UU No. 45 Tahun 1999, Provinsi Irian Jaya Barat dianggap secara
factual telah berjalan efektif, yang ditandai dengan terbentuknya
pemerintahan Propnsi Inan Jaya Barat, DPRD hasil Pemilu tahun 2004
beserta kelengkapan administrasinya termasuk APBD serta terpilihnya
anggota DPD yang mewakili Propinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan
Provinsi Irian Jaya Tengah belum terealisir dan belum aktif berjalan
sehingga dianggap betum terbentuk.

Pertimbangan hukum MK  yang mensahkan keberadaan
Propinsi Irian Jaya Barat telah melebih dari apa yang menjadi
kewenangannya. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga
merumuskan kewenangan MK bahwa “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingat pertama dan terahir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan ymum®. Seharusnya MK hanya memutus dengan menyatakan
bahwa pasal-pasal tertentu yang dimohonkan atau UU Pemekaran
Wilayah Irian Jaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal-hal

mengenai langkah-langkah implementatif sebagai akibat adanya putusan
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MK tersebut diserahkan kepada eksekutif (pemenntah) untuk menata
ulong penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Irian Jaya (Papua).

Dalam proses pengambilan putusan di MK sendin, terdapat
perbedaan pendapat (concurring opinion) yang disampaikan salah
seorang anggota Hakim Konstitusi, Marnarar Sishaan. Menurutnya
dengan dikeluarkannya putusan MK yang menetapkan UU No. 45 Tahun
1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seyogyanya
Provinsi Irian Jaya Barat dan seluruh ikutan strukturnya dinyatakan
batal.*

Dalam salah satu perimbangan hukumunya MK menyatakan
bahwa “Menimbang bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum
serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat, ...”. Pertimbangan
MK tersebut merupakan jalan tengah bagi mereka-mereka yang bertikai
dalam hal ini antara elemen-elemen masyarakat di Provinsi Papua
termasuk DPRD Provinsi Papua dengan masyarakat dan DPRD Provinsi
Irian Jaya Barat. Putusan MK tersebut khususnya pertimbangan
mensahkan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat tidak dengan serta
merta mengakhin konflik yang terjadi di Tanah Papua. Pertimbangan
hukum yang menurut kacamata MK sebagai jalan tengah wuntuk
menyelesatkan  konflik, justru sewemakin menguatkan dugaan
masyarakat Papua selama ini bahwa Pemerintah tidak serius (tidak

sunggugh-sungguh) ingin melaksanakan UU Otsus Papua.

“Lihat Pendapat Berbeda (Concurring Opinion) dalam Putusan Mahkamah Koastitusi Nomor
018/PUU-1/2003.
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Masyarakat semakin kurang percaya pada iktikad baik
Pemerintah. Putusan MK tersebut masii menyimpan persoalan yang
tidak mudah untuk diselesaikan. Keberadaan Propinsi Irian Jaya Barat
masih menjadi pertentangan dalam masyarakat Papua. Putusan MK
justru semakin menciptakan hubungan vang kurang harmonis antara
Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemenntah Propinsi Inan Jaya Barat.

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis
Rakyat Papua (selanjutnya disingkat PP MRP) telah memberi jalan
keluar berupa langkah-langkah untuk penyelesaian masalah Propinsi
Inan Jaya Barat. Dalam Pasal 73 dirumuskan bahwa “MRP bersama
Pemenintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk bertugas
dan bertanggung jawab untuk membantu Pemerintah menyelesaikan
masalah pemekaran wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya
Peraturan pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai
peraturan perundang-undangan selambat-lambatmya 6 (enam) bulan
setelah pelantikan anggota MRP”,

Atas dasar rumusan pasal 73 tersebut, maka penyelesaian
masalah Propinsi Irian Jaya Barat harus menunggu terbentuknya MRP.
Pasal 24 ayat (1) UU Otsus menyebutkan bahwa, “Pemilihan anggota
MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan
masyarakat perempuan”. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa “Tata cara
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan perintah ayat
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(2) tersebut, tata cara pemilihan keanggotaan MRP telah diatur dengan
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomeor 4 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP. Gubernur Provinsi Papua ..
J.P. Solossa,. dalam pertemuan segitiga : Pemerintah, Gubernur Provinsi
Papua/DPRP dan Careteker Gubernur/DPRD Provinsi Irian Jaya Barat
mentargetkan pembentukan MRP pada Bulan September 2005,

Walaupun telah ada jalan kelvar yang dibenkan PP MRP,
namun sebagian elemen masyarakat di Propinsi Irian Jaya Barat dengan
dukungan Pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan Pilkada
Gubernur di Propinsi Inan Jaya Barat. Hal ini terbukti dengan telah
ditunjuknya careteker Gubernur Irian Jaya Barat dan para pasangan
bakal calon telah melakukan kampanye. Pada bulan Juli Tahun 2005
Dewan Perwakilan Rakyat Papua bertemu dengan sejumlah pejabat di
Jakarta untuk mengklarifikasi pelaksanaan Pilkada dan sekaligus
berupaya untuk mengkandaskan pelaksanaan Pilkada. Hasilnys Pilkada
Gubemnur Propinsi Irian Jaya Barat masih belum terlaksana. Atas
penundaan ini beberapa elemen masyarakat di Provinsi Irian Jaya Barat
dan beberapa pejabat careteker bupati/walikota di wilayah Provinsi Irian
Jaya Barat mempertanyakan penundaan tersebut kepada Pemerintah.
Jawaban yang diterima bahwa proses Pilkada masih tertunda untuk
waktu yang tidak ditentukan.

Berkaitan dengan kebijakan pemekaran Provinsi Papua pasca

UU Otsus Papua sesungguhnya Pemerintah Provinsi Papua telah
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mempunyai agenda dan format pemekaran. Agenda dan format tersebut
diharapkan merupakan langkah sinergi untuk memadu format pembagian
yang dianut UU No. 45 Tahun 1999 untuk diadaptasikan kedalam
implementasi kebijakan otonomi khusus berdasarkan UU Otsus Papua,
serta kebijakan pemekaran kabupaten di Provinsi Papua berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Usulan format pembagian
wilayah dilakukan melalui dua altemnatif yaitu : alternatif pertama,
pembagian wilayah Papua kedalam empat provinsi : Provinsi Papua
Barat, Provinsi Papua Seclatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi
Papua Utara. Alternatif kedua, pembagian wilayah Papua kedalam lima
provinsi, vaitu : Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Utara, Provinsi
Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan
Tengah.%

Atas dasar uraian-uraian seperti tersebut diatas, pembentukan
Provinsi Irian Jaya Barat bukan atas perintah Pasal 125 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemekaran daerah provinsi didasarkan
atas Pasal 5 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan atas usul propinsi induk. Pasal 4 menegaskan
bahwa “Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan
disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat.

Jurnal Konstusi, Volume 1 Nomor 2, Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
018/PUU-I/2003, hal, 128-129
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Berdasarkan Pasal 76 dikaitkan dengan Pasal 1 huruf a UU
Otsus Papua serta Pasal 5 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 4 UU
Nomor 22 Tahun 1999, Propinst Irian Jaya Barat tidak berstatus otonomi
khusus. Konsekwensinya Propinsi Irian Jaya Barat tidak melaksanakan
wewenang otonomi khusus, dan tidak berhak atas Dana Otonomi Khusus
Papua. Provinsi Irian Jaya Barat tidak menerima Dana Otsus sejak

disalurkan Pemerintah tahun 2002,

2.2. Pembentukan Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi frian

Jaya Barat

Telah diuratkan sebelumnya bahwa wilayah yang sekarang
disebut Papua (berdasarkan UU Otsus Papua) berada dibawa beberapa
penguasa, mulai dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Pemerintahan
Nederlands Nieuw Guinea), UNTEA (Pemerintahan sementara PBR)
hingga berintegrasi kedalam NKRI.

Pada masa pemerintahan Belanda, wilayah Papua dibagi kedalam
6 (enam) afdeeling, yang dalam pemerintahan sementara UNTEA
disebut dengan istilah division, yaitu :

- Hollandia (dahulu Hollandia),

- Biak (dahulu Geelvinkbaai),

- Manokwart (dahulu west Nieuw-Guinea),

- Fak-Fak (dahulu Fak-Fak),

- Merauke (dahulu Zuid Nieuw-Guinea) dan

- Central Highlands (dahulu centraal Bergland).
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Masing-masing division dibagi dalam beberapa sub-divisions (dahutu
disebut Onderafdeeling). Masing-masing sub-division lebih lanjut dibagi
kedalam Districts (sama seperti dahulu).

Pembentukan daerah otonom kabupaten dan kota di wilayah
Propinsi Papua dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu :

1) setelah berintegrasi kedalan NKR1

2) pada saat pemekaran wilayah frian Jaya, dan

3) setelah berlakunya UU Otsus Papua.

ad. 1) Setelah beriutegrasi kedalam NKRI.

Pembentukan daerah otonom kabupaten untuk pertama kali
ditetapkan bersamaan dengan pembentukan Propinsi Irian Barat
berdasarkan Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 jo. Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Atas
dasar Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut diatas, terdapat 9
(sembilan) kabupaten, yaitu :

- Kabupaten Jayapura

- Kabupaten Biak Numfor

- Kabupaten Manokwari

- Kabupaten Sorong

- Kabupaten Fak-fak

- Kabupaten Merauke

- Kabupaten Jayawijaya

- Kabupaten Paniai, dan

- Kabupaten Japen Waropen
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Dari kesembilan kabupaten tersebut terjadi kesalahan pada
Kabupaten Paniai. Kabupaten Paniai yang beribukota Enarotali kurang
tersentuh oleh pembangunan. Letak kabupaten in: jauh dari daerah pantai
(berada di daerah pengunungan). Dalam perjalanan waktu (sebelum ada
pemekaran wilayah) pusat pemerintahan dan ibukota justru berada di
daerah pantai : Nabire. Nama Kabupaten Paniai dalam kurun waktu
tersebut lenyap dan diganti dengan nama Kabupaten Nabire. Nama
Kabupaten Paniai sering dipertukarkan dengan Kabupaten Nabire. Nama
Kabupaten Paniai justru ditetapkan kembali dalam UU Nomor 45 Tahun
1999. Jadi UU No. 12 Tahun 1969 seolah-olah menjadi undang-undang
pembentukan Kabupaten Nabire, sedangkan UU No. 45 Tahun 1999
justru menjadi undang-undang pembentukan Kabupaten Paniai.

Pembentukan daerah otonom kabupaten dan kota melalui proses
pemekaran untuk pertama kali dilakukan terhadap Kabupaten Jayapura
dalam bentuk Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1979. Selanjutnya ditetapkan sebagai daerah otonom
berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993. Konsiderns
Menimbang huruf a mengatur bahwa “berhubungan dengan
perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura pada umumnya serta Kota
Administratif Jayapura pada khususnya, dipandang perlu meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan ...”,
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Selanjutnya huruf t mengatur bahwa “untuk lebih meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan . . ., dipandang
perlu Kota Administratif Jayapura dibentuk menjadi Kotamadya Daerah
Tingkat II". Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1993 mengatur “Dengan Undang-
undang in1 dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dalam
wilayah Propinsi Inan Jaya”. Pasal 4 Undang-undang tersebut
menegaskan “Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II
Jayapura, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang ini, maka
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dikurangi dengan
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Jayapura sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3”. Dikaitkan dengan Konsiderns huruf a dan b diatas,
Kabupaten Jayapura yang dimekarkan adalah Kabupaten Jayapura yang

dibentuk berdasarkan UU No. 2/Pnps/1962 jo. UU No. 12 Tahun 1969.

ad. 2) Pada saat pemekaran wilayah Irian Jaya.

Selanjutnya atas dasar perintah Pasal 125 ayat (1) UU No. 22
Tahun 1999 dibentuk daerah otonom Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong berdasarkan UU
No. 45 Tahun 1999. Berasarkan Konsideran UU No. 45 Tahun 1999
diketahui bahwa pembentukan Kabupaten Paniai, Puncak Jaya,
Kabupaten Mimika dan Kota Sorong merupakan pemekaran dari
kabupaten induknya, yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun

1969.
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Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya merupakan hasil
pemekaran wilayah Kabupaten Paniai (atau Nabire). Kabupaten Mimika
merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Fakfak, dan Kota
Sorong merupakan hasil pemekaran Kabupaten Sorong. Dengan
demikian sejak berintegrasi kedalam NKRI sampai dengan terjadinya
pemekaran wilayah Irian Jaya, terdapat 14 (empat belas) daerah otonom
kabupaten/kota, terdini dan 12 {dua belas) daerah otonom Kabupaten

dan 2 (dua) daerah otonom berstatus Kota.

ad. 3) Setelah Berlakunya UU Otsus Papua.

Pasal 3 ayat (4) UU Otsus Papua menetapkan bahwa,
“Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan
kabupaten/kota, ditetapkan dengan Undang-Undang atas usul Provinsi
Papua”. Dalam rangka Otonomi Khusus Papua, pembentukan daerah
otonom kabupaten dan kota harus dilakukan atas usul Provinsi Papua.
Pembentukan dacrah otonom kabupaten/kota harus mendapat
persetujuan Provinsi Papua. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek
sosial budaya orang asii Papua.

Pembagian wilayah dalam kaitan dengan pembentukan atau
pemekaran daerah akan dilakukan dengan memperhatikan persebaran
suku-suku di Papua. Dengan begitu akan memperkecil terjadinya
konflik-konflik komunal dalam masyarakat adat di Papua, terutama
mengenai batas wilayah adat masing-masing suku. Batas-batas wilayah

adat berkaitan dengan persebaran potensi sumber daya alam yang
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menuret pandangan masing-masing suku menjadi hak pusaka turun-
temurun, bersifat abadi dan mempunya’ nilai magis religius.
Pertimbangan dari aspek sosial budaya terutama dalam
pembagian wilayah sangat kental dalam pembentukan 14 {empat belas)
kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002.
Penjelasan umum UU Nomor 26 Tahun 2002 menggambarkan bahwa
pembentukan 14 (empat belas) kabupaten melalui proses pemekaran 7
(tujuh) kabupaten induk merupakan aspirasi masyarakat diwilayah
tersebut dan mendapat respons berupa persetujuan dari Gubernur
Provinsi Papua, DPRP dan Bupati dan DPRD 7 (tujuh) kabupaten induk.
Konsiderans Menimbang huruf a mengatur, “bahwa untuk
memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yapen
Waropen, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Merauke dan Kabupaten
Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan ...”. Selanjutnya Konsiderans huruf b menegaskan,
“bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan ..., dipandang
perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja
Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana,
Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di

Provinsi Papua™.
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Atas dasar Konsiderans a dan b diatas dikaitkan dengan Pasal 1
angka 2 undang-undang tersebut yang merumuskan pengertian “Provinsi
Irian Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, maka
pembentukan 14 (empat belas) kabupaten tersebut merupakan bagian
dari pemekaran 7 (tuyjuh) kabupaten induk berdasarkan UU No. 12
Tahun 1969. Wilayah dari keempat belas kabupaten tersebut berasal dari
sebagian wilayah 7 (tujuh) kabupaten induk melalui péoses pemekaran,

UU No. 26 Tahun 2002 tersebut tidak menjadikan UU No. 45
Tahun 1999 sebagai dasar hukum pertimbangan pembentukan 14 (empat
belas) kabupaten baru. Pembentukan 14 (empat belas) kabupaten baru
terscbut didasarkan pada UU Otsus Papua, Demikian halnya tenjadi
dalam pembentukan Kabupaten Supiori Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2003. Konsiderans Menimbang huruf a mengatur
bahwa “dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang
berkembang di Kabupaten Biak Numfor, untuk meningkatkaan
pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembagunan, dan
kemasyarakatan, Kabupaten Biak Numfor perlu dimekarkan”. Dengan
demikian pembentukan Kabupaten Supiori merupakan hasil pemekaran
dan Kabupaten Biak Numfor yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12

Tahun 1969.
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Atas dasar penelusuran ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar pembentukan masing daerah otonom kabupaten dan
kota di Papua, maka keseluruban 29 (duapuluh sembilan) kabupaten dan
kota merupakan hasil dart pemekaran wilayah 9 (sembilan) kabupaten
induk yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969.

Atas dasar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dikaikan dengan Pasal 1
huruf a dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) UU Otsus Papua, semua
kabupaten dan kota berwewenang menyelenggarakan otonomi khusus.
Konsekwensinya semua kabupaten dan kota di Papua berhak atas Dana
Otsus Papua. Oleh karena Kabupaten dan Kota yang menjadi cakupan
wilayah Provinsi Irian Jaya Barat pada dasarnya berasal dan pemekaran
kabupaten induk, yang dahulu masih termasuk dalam wilayah Provinsi
Inan Barat (yang dirubah menjadi Propinsi Irian Jaya) yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1962 jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969, maka kabupaten dan kota yang menjadi wilayah
cakupan Propinsi Irian Jaya Barat berwenang melaksanakan otonomi
khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5), sejalan dengan itu
berhak atas Dana Otonomu Khusus,

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian kemudian adalah
yang berkattan dengan mekanisme pertanggung jawaban penggunaan
Dana Otonomi Khusus oleh kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi
Inan Jaya Barat. Hal ini perlu diantisipasi untuk masa datang mengingat

kabupaten dan kota yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Inan Jaya

Tesis Pembagian dana %Lomi khusus ... Yorgemes Derek Hegemur



ADLN - Perpustakaan Unair

Barat sejak adanya Putusan MK No. 018/PUU-I2003 cenderung lebih
mendengar atau memihak kepada Provinsi Irian Jaya Barat.

Hal ini dapat ditunjukan dari pengangkatan pejabat Bupati pada
kabupaten-kabupaten tersebut. Walaupun pembentukan kabupaten dan
kota tersebut atas usul Gubernur Provinsi Papua (dahulu Propinsi Irian
Jaya), namun pengangkatan pejabat pada kabupaten’kota dalam rangka
Pilkada dilakukan oleh pejabat Gubernur Propvinsi Irtan Jaya Barat.
Proses Pilkadapun tunduk pada Provinsti Inan Jaya Barat.
Konsckwensinya ketika Pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada
Gubernur Inan Jaya Barat, maka semua pelaksanaan Pilkada Bupati ikut
tertunda. Walaupun kemudian Pilkada Bupati dan Walikota pada
wilayah cakupan Propinsi Irian Jaya Barat dapat dilaksanakan pada akhir
bulan Agustus 2005.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisis tentang pembagian Dana Otonomi
Khusus (Dana Otsus) Bagian Kabupaten dan Kota, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut ;
a.  Pembagian Dana Otsus vntuk Tahun 2002 dan 2003 dilakukan tanpa
pola yang jelas dan tanpa standar/kriteria sebagai alat ukur. Pembagian
Dana Otsus untuk Tahun 2004 dan 2005 ditetapkan dengan Perda
Provinsi Papua, sedangkan standar atau kriteria sebagai alat ukur
pembagian diatur dengan Keputusan Gubernur. Atas dasar itu
diketahui bahwa pola pembagian Dana Otsus bagian kabupaten dan
kota dilakukan menurut Pola Merata dan Pola Konsultasi dan
Pemberian Arahan. Kedua pola tersebut, memperlihatkan dominasi
Pemerintah Provinsi Papua dalam pembagian Dana Otsus Papua
bagian Kabupaten dan Kota. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah
Provinsi Papua berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
memiliki  karakter wewenang pengawasan. Namun dalam
pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Papua telah terlebih dahulu
menetapkan jumiah dana untuk masing-masing kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi mengundang Pemerintah Kabupaten dan Kota
dalam suatu forum “pembahasan”. Dalam forum tersebut Pemerintah
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Kabupaten dan Kota hanya mendengar berapa jumlah Dana Otsus yang
diterima. Akibatnya Pemerintah' Provinsi tidak memberikan
pertimbangan yang memadal untuk semua kepentingan yang terkait
dengan pembagian Dana Otsus. Salah satunya adalah tidak
dimasukannya pertimbangan daerah penghasil sumber daya alam
scbagai salah satu standar untuk dijadikan ukuran dalam pembagian
Dana Otsus. Tindakan Pemerintah Provinsi Papua tersebut diatas
bertentangan dengan asas-asas umum pemenntahan yang baik,
khususnya asas motivering dan asas kecermatan. Tindakan Pemerintah
Provinsi Papua tidak didasarkan atas kewajaran dan akal schat
sehingga telah menjurus kepada tindakan sewenang-wenang,

b. Berdasarkan pemahaman bahwa otonomi khusus diberikan kepada
Provinsi Papua, maka Provinst Irian Jaya Barat tidak berhak atas
Dana Otsus. Atas dasar penclusuran peraturan perundang-undangan,
diketahui bahwa kesemua daerah otonom kabupaten dan kota
merupakan hasil pemekaran dani kabupaten-kabupaten induk yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/Paps/1962 jo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Dikaitkan dengan Pasal 4
ayat (5) UU Otsus Papua, maka semua kabupaten dan kota di Papua
melaksanakan wewenang otonomi khusus. Konsekwensinya berhak
atas Dana Otsus Papua, termasuk kabupaten dan kota yang menjadi

cakupan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat.
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2. Saran

a. Untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam pembagian Dana
Otsus, Pemernintab Provinsi harus memberikan pertimbangan yang
memadai atas semua kepentingan, teutama pertimbangan  “daerah
penghasil sumber daya alam™ untuk dijadikan salah satu standar atau
kritcria. Hal imi dimaksudkan untuk memperkecil potensi konflik dalam
pembagian Dana Otsus. Perlu dipikirkan kemungkinan memberkan
kesempatan kepada para Bupati dan Walikota untuk mengajukan terlebih
dahulu usulan dana dan program untuk dibicarakan bersama dalam
forum dengar pendapat. Apabila program dan dana telah ditentukan dan
atas (Pemerintah Provinsi), perlu disediakan prosedur keberatan.
Kesemuanya ini harus diatur dalam Perdasus, termasuk penetapan standar
atau kritenia sebagai alat ukur pembagian Dana Otsus.

b. Perlu dipikirkan dan dibicarakan bersama antara Pemerintah Provinsi dan
Pemenntah Kabupaten dan Kota mengenai mekanisme pertanggung
jawaban penggunaan Dana Otsus dari kabupaten dan kota yang berada
dalam cakupan Propinsi Irian Jaya Barat apabila propinsi imi secara ril
dan efektif berjalan. Sebab tidaklah logis dalam hubungan keuangan,
pengawasan dan kontrol penggunaan Dana Otsus dilakukan oleh satuan
pemerintahan diatasnya yang bukan mcmpakan cakupan dari daerah-

daerah otonom dibawahnya.
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